SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penataan

bidang tatalaksana untuk mewujudkan sistem
pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di
Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan peta proses

bisnis;

. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun

2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai, sehingga

perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses
Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);




9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan acuan bagi
Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah

bagi pemangku kepentingan.
Pasal 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.




Pasal 3
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 44) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ttd.
IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina
NIP 198004172006042015




1.1.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan
pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan
sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang
lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil
Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan
sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam
pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi
birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh
birokrasi dalam menghasilkan output, outcome dan impact dalam
pembangunan daerah. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-
tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan
membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja, oleh karena itu setiap
unit organisasi memerlukan peta proses Dbisnis yang mampu
menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam
mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang
mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau
database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk
melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses
bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang

digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.



1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Peraturan Bupati Kebumen tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah

Kabupaten Kebumen dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat

Daerah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Perangkat

Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten

Kebumen agar setiap Perangkat Daerah:

a.
b.

mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun
eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi,
misi, dan tujuan; dan
memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan
mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang
dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah
sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan
organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:
mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu

proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan

. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam

mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

1.3.  PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan
kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku

kepentingan.

. Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah

dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga
dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/
proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan.

Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama,
memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi
kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah,
berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam
mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon
langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari

suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik,



1.4.

1.5.

memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan
memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

e. Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis,
terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai
kebutuhan.

f. Peta relasi (relationship map) adalah peta yang menggambarkan dan
menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses
yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting
untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan

suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh
sasaran, program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen
dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pada
RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, selengkapnya sebagai
berikut:

VISI : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,

Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM

Misi 1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan

e-government dan open-government yang terintegrasi

Tujuan 1.1 Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang

bersih dan baik

Sasaran 1.1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik

a. Program pengendalian penduduk

b. Program pembinaan keluarga berencana (KB)

c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

d. Program penyelenggaraan statistik sektoral

e. Program administrasi umum (menggunakan program penunjang
urusan pemerintahan daerah)

f. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat




MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM

Program perekonomian dan pembangunan

7q

h. Program administrasi umum sekretariat dprd
i. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

—.

k. Program kepegawaian daerah

[am—

Program pengembangan sumber daya manusia

. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

B B

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

o. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
p. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
q. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
r. Program penyelesaian sengketa tanah garapan

Sasaran 1.1.2 | Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel

. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

a
b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

o

Program pengelolaan arsip

o

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

e. Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah

f. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
daerah

g. Program penelitian dan pengembangan daerah

h. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

i. Program penyelenggaraan pengawasan

j. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

k. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Program pengelolaan keuangan daerah

m. Program pengelolaan barang milik daerah

n. Program pengelolaan pendapatan daerah

Sasaran 1.1.3 | Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Misi 2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan

pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Tujuan 2.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya

manusia

Sasaran 2.1.1 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan




MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM

jangkauan pelayanan kesehatan

b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya

o o

@ o

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kesehatan masyarakat

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Sasaran 2.1.2 | Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

. Program pengelolaan pendidikan

Program pembinaan perpustakaan

Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno

Sasaran 2.1.3 | Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

o P

o o

5o oo

—

Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Program perlindungan perempuan

Program peningkatan kualitas keluarga

Program pengelolaan sistem data gender dan anak

Program pemenuhan hak anak (PHA)

Program perlindungan khusus anak

Program pengendalian penduduk

. Program pembinaan keluarga berencana (KB)

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

Misi 3

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui
pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata
dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan

ekonomi kerakyatan

Tujuan 3.1

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil,
berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi

unggulan daerah

Sasaran 3.1.1

Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer

. Program pengelolaan perikanan tangkap

a
b. Pogram pengelolaan perikanan budidaya

a0

Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan




MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM

i.

j-

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner

Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Program perizinan usaha pertanian

Program penyuluhan pertanian

Sasaran 3.1.2 | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder

o

o

5o

e

j-

k.

1.

. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

a
b.

Program penataan desa

Program peningkatan kerjasama desa

Program administrasi pemerintahan desa

Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan
masyarakat hukum adat

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Program pendidikan dan latihan perkoperasian

. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha
mikro (UMKM)

Program pengembangan UMKM

Program perencanaan dan pembangunan industri

Program pengendalian izin usaha industri

m. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Sasaran 3.1.3 | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier

o P

oo a0

h.

i.

j-

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program pemasaran pariwisata

Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting

Program pengembangan ekspor

Program standardisasi dan perlindungan konsumen

Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Sasaran 3.1.4 | Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian

daerah

a.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah




MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM

=

o o

g.

Program pengembangan iklim penanaman modal

Program promosi penanaman modal

Program pelayanan penanaman modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Program pengelolaan energi baru terbarukan

Tujuan 3.2 Meningkatkan pemerataan pembangunan

Sasaran 3.2.1 | Berkurangnya penduduk miskin

o P

o o

5o o

—e

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program pemberdayaan sosial

Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
Program rehabilitasi sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial

Program penanganan bencana

Program pengelolaan taman makam pahlawan

. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan
kemandirian pangan

Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
masyarakat

Program penanganan kerawanan pangan

Program pengawasan keamanan pangan

Sasaran 3.2.2 | Berkurangnya pengangguran

°© oo TP

Program penunjang urusan pemerintahan daerah
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Program penempatan tenaga kerja

Program hubungan industrial

Program pembangunan kawasan transmigrasi

Misi 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tujuan 4.1 Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan yang berkelanjutan

Sasaran 4.1.1 | Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program pengelolaan sumber daya air

Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air
minum

Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase




MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM

5o o

—e

j-

k.

1.

Program penataan bangunan gedung
Program penataan bangunan dan lingkungannya

Program penyelenggaraan jalan

. Program pengembangan jasa konstruksi

Program penyelenggaraan penataan ruang
Program pengembangan perumahan
Program kawasan permukiman

Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

m. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

n.

0.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Sasaran 4.1.2 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk

kesejahteraan masyarakat

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
b. Program perencanaan lingkungan hidup
c. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup
d. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)
e. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah
bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
f. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
g. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
lingkungan hidup untuk masyarakat
h. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
i. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
j- Program Pengelolaan Persampahan
Misi 5 Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan
bermartabat
Tujuan 5.1 Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat
Sasaran 5.1.1 | Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan

a.
b.

C.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan
melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya
politik

Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial,

dan budaya




MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM

f. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas

dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Sasaran 5.1.2 | Meningkatnya pembangunan kebudayaan

a. Program pengembangan kebudayaan

b. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Tujuan 5.2 Mewujudkan kondusitivas wilayah

Sasaran 5.2.1 | Meningkatnya ketertiban masyarakat

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
c. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan

penyelamatan non kebakaran

Sasaran 5.2.2 | Terwujudnya wilayah tangguh bencana

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

b. Program penanggulangan bencana

1.6. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

1.6.1.

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen digambarkan
berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas:
a. peta proses;
b. peta sub proses;
c. peta relasi; dan
d. peta lintas fungsi (cross functional map).
Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten

Kebumen berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :

PETA PROSES

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses
atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen. Dimana aktivitas tersebut dikelompokan dalam 3 (tiga) proses

yaitu proses utama, manajemen dan proses pendukung. Proses utama




merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama
berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan
internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan
instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan
memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi
kebutuhan pengguna.

Proses manajemen merupakan proses yang melekat pada proses
utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen)
pemerintahan daerah. Sedangkan proses pendukung merupakan
gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar
dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain
memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal dan memberikan
dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten
Kebumen dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen, dihasilkan 18 (delapan belas) proses terdiri dari
proses utama, proses pendukung dan proses manajemen.

Penyusunan peta proses bisnis level Kabupaten ditindaklanjuti
dengan penyusunan peta proses bisnis level Perangkat Daerah, dengan
mengacu kepada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2021-2026.

Peta proses yang meliputi proses Utama, Manajemen dan
Pendukung, diberikan kode sebagai berikut:

a. Proses Utama, terdiri dari 8 (delapan) proses yaitu:
KBM-01 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
KBM-02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
KBM-03 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak
KBM.04 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer
KBM-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder
KBM-06 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Tersier
KBM-07 Mengurangi Pengangguran
KBM-08 Mengurangi Kemiskinan

b. Proses Pendukung, terdiri dari 7 (tujuh) proses yaitu:
KBM-09 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
KBM-10 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk
Kesejahteraan Masyarakat

KBM-11 Meningkatkan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan



KBM-12
KBM-13
KBM-14
KBM-15

Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan

Meningkatkan Ketertiban Masyarakat

Mewujudkan Wilayah Tangguh Bencana

Meningkatkan Peranan Investasi terhadap Perekonomian

Daerah

. Proses Manajemen, terdiri dari 3 (tiga) proses yaitu:

KBM-16
KBM-17
KBM-18

Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel
Mewujudkan Birokrasi yang Kapabel
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik




Selengkapnya, gambar peta proses Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
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Keterangan : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen ini merupakan dokumen pendukung implementasi bidang
tatalaksana sesuai dengan ketentuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 - 2026 sebagai tindak lanjut atas implementasi 18 (delapan belas) sasaran daerah.



1.6.2. PETA SUB PROSES

Peta sub proses Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Peta Sub Proses KBM-01 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, yaitu:

a.

o

® o o

i

KBM-01.01
KBM-01.02
KBM-01.03
KBM-01.04
KBM-01.05
KBM-01.06
KBM-01.07

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Mengembangkan Kapasitas Kepramukaan



Gambar Peta Sub Proses KBM-01 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat:

Keterangan:

— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)



Peta Sub Proses KBM-01 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam

melaksanakan:

a.

o

oS Rt o

—.

p—
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merencanakan kebutuhan dan mendayagunakan sumber daya manusia kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di wilayah Kabupaten Kebumen;

. mengembangkan mutu dan meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;

memberikan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);

menerbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk
makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;

menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP;

menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan;

mengelola sistem informasi kesehatan;

. mengelola advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor;

menyelenggarakan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif;

mengembangkan dan melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);

melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Pemuda terhadap Kepemudaan Pelopor,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader;

membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan;

. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga;

membina dan mengembangkan olahraga Prestasi;
membina dan mengembangkan organisasi olahraga; dan

membina dan mengembangkan oganisasi Kepramukaan.



2. Peta Sub Proses KBM-02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan, yaitu:
a. KBM-02.01 Mengelola Pendidikan
b. KBM-02.02 Membina Perpustakaan
c. KBM-02.03 Melestarikan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Gambar Peta Sub Proses KBM-02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan:

—_— A

Keterangan:

— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)



Peta Sub Proses KBM-02 ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a. mengelola Pendidikan Sekolah Dasar;

b.
c. mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
d.

Y0

mengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

mengelola Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

mengelola Perpustakaan Kabupaten Kebumen;

mengembangkan Pembudayaan Gemar Membaca; dan

melestarikan Naskah Kuno Milik Kabupaten Kebumen.

3. Peta Sub Proses KBM-03 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu :

o

o o

5ot 0

[y

KBM-03.01
KBM-03.02
KBM-03.03
KBM-03.04
KBM-03.05
KBM-03.06
KBM-03.07

. KBM-03.08

KBM-03.09

Mengelola Sistem Data Gender dan Anak

Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Memberdayakan dan Meningkatkan Keluarga Sejahtera (KS)

Membina Keluarga Berencana (KB)

Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

Meningkatkan Perlindungan Perempuan

Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Memenuhi Hak Anak

Meningkatkan Kualitas Keluarga



Gambar Peta Sub Proses KBM-03 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak:

Keterangan:

— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)



Peta Sub Proses KBM-03 ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a.
b.
C.
d.

mengumpulkan, mengolah, analisis dan menyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data;

meningkatkan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah;

memberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;

melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
mendayagunakan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan
alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB;

memetakan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah
provinsi dengan pemerintah kabupaten kebumen dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemberdayaan dan
peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan kabupaten kebumen dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan
kesertaan ber-KB;

mencegah kekerasan terhadap perempuan;

. menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi;

menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;

k. menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi;

menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

. melembagakan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan

meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.



4. Peta Sub Proses KBM-04 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer, yaitu :

o

o o
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KBM-04.01
KBM-04.02
KBM-04.03
KBM-04.04
KBM-04.05
KBM-04.06
KBM-04.07

. KBM-04.08

KBM-04.09
KBM-04.10

Meningkatkan Penyuluhan Pertanian

Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian

Menyediakan dan Mengembangkan Sarana Pertanian

Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian

Mengendalikan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Meningkatkan Perizinan Usaha Pertanian

Mengelola Perikanan Budidaya

Mengelola Perikanan Tangkap

Mengawasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



Gambar Peta Sub Proses KBM-04 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer:
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— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)

Keterangan:



Peta Sub Proses KBM-04 ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

o

o o

5 ge 0
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penyuluhan pertanian;

mengembangkan prasarana pertanian;

melaksanakan pembangunan prasarana pertanian;

mengelola wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;

mengawasi penggunaan sarana pertanian;

mengelola sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme;

meningkatkan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;

. mengawasi obat hewan di tingkat pengecer;

mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;

melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian,;

k. menjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;

p—

mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;

. mengelola pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;

menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;

menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

menerbitkan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar
hewan, rumah potong hewan;

menerbitkan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya;

menerbitkan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK);

mengelola pembudidayaan ikan;

mengelola penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan,;

memberdayakan nelayan kecil;



v. mengelola dan menyelenggarakan tempat pelelangan ikan (TPI);

w. menerbitkan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan
genangan air lainnya yang dapat diusahakan;

X. mengawasi sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat
diusahakan;

y. membina mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; dan

z. menyediakan dan menyalurkan bahan baku industri pengolahan ikan.

5. Peta Sub Proses KBM-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder, yaitu :
a. KBM-05.01 Meningkatkan Penataan Desa

b. KBM-05.02 Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa

c. KBM-05.03 Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
d. KBM-05.04 Meningkatkan Kerjasama Desa

e. KBM-05.05 Memberdayakan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

f. KBM-05.06 Mengembangkan UMKM

g. KBM-05.07 Meningkatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

h. KBM-05.08 Memberdayakan dan Melindungi Koperasi

[y

KBM-05.09 Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
j- KBM-05.10 Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan Industri
k. KBM-05.11 Mengelola Sistem Informasi Industri Nasional

1. KBM-05.12 Mengendalikan Izin Usaha Industri



Gambar Peta Sub Proses KBM-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder:
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Keterangan:



— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)

Peta Sub Proses KBM-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sekunder ini merupakan rangkaian aktivitas/proses

kerja dalam melaksanakan:

a.
b.

C.

SR

e

memfasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa;

membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat serta
memberdayakan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Kabupaten Kebumen;

memfasilitasi kerjasama antar desa;

memberdayakan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan,;

mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil,

menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan Kabupaten Kebumen;

. memberdayakan dan memberikan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten Kebumen;

melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;

menyusun dan mengevaluasi Rencana Pembangunan Industri;

menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan industri; dan

menyediakan informasi industri untuk izin usaha industry (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan

industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI).



6. Peta Sub Proses KBM-06 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Tersier, yaitu :

=
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KBM-06.01
KBM-06.02
KBM-06.03
KBM-06.04
KBM-06.05
KBM-06.06
KBM-06.07
KBM-06.08

Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Mengelola Pemasaran Pariwisata

Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan

Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Mengembangkan Ekspor



Gambar Sub Proses KBM-06 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Tersier:
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Keterangan:



— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)
Peta Sub Proses KBM-06 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Tersier ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja

dalam melaksanakan kegiatan:

a. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;

b. mengelola kawasan strategis pariwisata;

c. mengelola destinasi pariwisata;

d. menetapkan tanda daftar usaha pariwisata daerah;

e. memasarkan pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
f. membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan,;

g. melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

h. melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;

e

menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
j- menyelenggarakan promosi dagang; dan

k. melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah.

7. Peta Sub Proses KBM-07 Mengurangi Pengangguran, yaitu :
a. KBM-07.01 Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
b. KBM-07.02 Mengelola Penempatan Tenaga Kerja

KBM-07.03 Meningkatkan Hubungan Industrial

o o

KBM-07.04 Mengelola Pembangunan Kawasan Transmigrasi



Gambar Peta Sub Proses KBM-07 Mengurangi Pengangguran:

Keterangan:




— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)
Peta Sub Proses KBM-07 Mengurangi Pengangguran ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a. melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;

o

membina lembaga pelatihan kerja swasta;

melaksanakan pelayanan antarkerja di Daerah;

o o

melindungi pekerja migran Indonesia (pra dan purna penempatan di Daerah);

®

mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah; dan

i

menata persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah.

8. Peta Sub Proses KBM-08 Mengurangi Kemiskinan, yaitu:

a. KBM-08.01 Mengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
b. KBM-08.02 Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

c. KBM-08.03 Menangani Kerawanan Pangan

d. KBM-08.04 Mengawasi Keamanan Pangan

e. KBM-08.05 Meningkatkan Pemberdayaan Sosial

f. KBM-08.06 Mengelola Rehabilitasi Sosial

g. KBM-08.07 Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

h. KBM-08.08 Meningkatkan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

e

KBM-08.09 Mengelola Penanganan Bencana
j- KBM-08.10 Mengelola Taman Makam Pahlawan



Gambar Sub Proses KBM-08 Mengurangi Kemiskinan:
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Keterangan:



— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)

Peta Sub Proses KBM-08 Mengurangi Kemiskinan ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a.
b.

o o

5o o

e

menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah;

penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan;

melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;

mengelola dan keseimbangan cadangan pangan;

menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;

menangani kerawanan pangan kewenangan Daerah;

melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar Daerah;

. mengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;

mengelola rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan
pengemis di luar panti sosial;

mengelola rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di
luar panti sosial;

mengelola data fakir miskin cakupan Daerah;

memulangkan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke

desa/kelurahan asal;

m. mengelola perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;

menyelanggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah; dan

memelihara taman makam pahlawan nasional di Daerah.



9. Peta Sub Proses KBM-09 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yaitu :
a. KBM-09.01 Mengelola Penyelenggaraan Penataan Ruang
b. KBM-09.02 Mengelola Penyelenggaraan Jalan
c. KBM-09.03 Menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
d. KBM-09.04 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase
KBM-09.05 Mengelola Kawasan Permukiman
KBM-09.06 Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
KBM-09.07 Mengelola Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
KBM-09.08 Mengembangkan Perumahan
KBM-09.09 Mengelola Sumber Daya Air

5o o

—e

j- KBM-09.10 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum
k. KBM-09.11 Menata Bangunan Gedung

1. KBM-09.12 Menata Bangunan dan Lingkungannya

m. KBM-09.13 Mengembangkan Jasa Konstruksi



=

Keterangan:



— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)
Peta Sub Proses KBM-09 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah ini merupakan

rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a. mengoordinasikan dan mensingkronisasikan perencanaan tata ruang Daerah;

b. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pemanfaatan ruang Daerah;

c. menetapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten Kebumen;
d. mengoordinasikan dan mengsingkronisasikan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;

e. mengelola penyelenggaraan jalan Kabupaten Kebumen;

f. menyediakan perlengkapan jalan;

g. menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

h. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;

e

memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan;

j- menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah;

k. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah dalam 1 (satu) Daerah;

l. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi
kendaraan bermotor;

m. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;

B

mengelola dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;

mengelola pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan keputusan Bupati Kebumen;

©

mengelola pembangunan tankiseptik skala rumah tangga (hibah bansos kepada masyarakat);

melaksanakan tindakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;

noo s

menangani kawasan kumuh Desa Lundong, Kecamatan Kutowinangun,;

@

memproses belanja mobil tanki tinja;
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bb.

CC.

dd.

€e.

ff.
g8e-

hh.

memelihara ipal Kutosari, Wonokriyo, Sedayu;

membangun akses jalan IPLT Semali;

memproses belanja mesin pencacah sampah;

melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;

melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;

mengembangkan dan merehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kebumen;

mendata penyediaan dan rehabilitasu rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kebumen;

mengelola sumber daya air dan bangnan pengaman pantai pada wilayah sungai;

mengemangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigrasi yang luasnya dibawah 1000Ha;
mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum (SPAM);

menyelenggarakan bangunan gedung di Daerah, memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi
bangunan gedung;

menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;

menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah; dan

menerbitkan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).



10.

Peta Sub Proses KBM-10 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat, yaitu :

o

o o

5 o0a O

[y

KBM-10.01
KBM-10.02
KBM-10.03
KBM-10.04
KBM-10.05
KBM-10.06
KBM-10.07
KBM-10.08
KBM-10.09

Menyusun Perencanaan Lingkungan Hidup

Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Mengelola Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Mengelola Persampahan

Mengendalikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Membina dan Mengawasi Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Mengelola Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Mengelola Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat



Gambar Peta Sub Proses KBM-10 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat:
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Keterangan:



— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)

Peta Sub Proses KBM-10 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat ini merupakan

rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a.

o

o o

5 oga o

[y

menyusun rencana perlindungan dan mengelola lingkungan hidup (RPPLH)

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
mengelola keanekaragaman hayati

mengelola sampah

mengelola penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun ( B3)

mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup

penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

membina dan mengawasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan Izin PPLH

fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

memberikan penghargaan lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Peta Sub Proses KBM-11 Meningkatkan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan, yaitu:
a. KBM-11.01 Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
b. KBM-11.02 Menguatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
c. KBM-11.03 Meningkatkan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan
Etika serta Budaya Politik
d. KBM-11.04 Membina dan mengembangkan ketahanan Ekononi, Sosial dan Budaya
e. KBM-11.05 Memberdayakan dan Mengawasi Organisasi Kemasyarakatan
Gambar Peta Sub Proses KBM-11 Meningkatkan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan:
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Keterangan:
——» : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)

>ses kerja

o T P

merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;

merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan.



12.

Peta Sub Proses KBM-12 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan, yaitu :
a. KBM-12.01 Mengembangkan Kebudayaan

b. KBM-12.02 Melelestarikan dan Mengelola Cagar Budaya

Gambar Peta Sub Proses KBM-12 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan:

Keterangan:
: Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)

Peta Sub Proses KBM-12

Meningkatkan = Pembangunan

Kebudayaan ini merupakan

rangkaian aktivitas/proses

kerja dalam melaksanakan:

a. mengelola kebudayaan yang
masyarakat pelakunya
dalam Daerah;

b. melestarikan kesenian
tradisional yang masyarakat
pelakunya dalam Daerah;
dan

c. mengelola cagar budaya
peringkat Kabupaten
Kebumen.
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13. Peta Sub Proses KBM-13 Meningkatkan Ketertiban Masyarakat, yaitu:
a. KBM-13.01 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. KBM-13.02 Mengelola Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Gambar Peta Sub Proses KBM-13 Meningkatkan Ketertiban Masyarakat:

A 4
Keterangan:

: Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)

a.

Peta Sub Proses KBM-13 Meningkatkan
Ketertiban Masyarakat ini merupakan
rangkaian aktivitas/proses kerja dalam

melaksanakan:

menangani gangguan ketentraman dan
ketertiban umum dalam di Kabupaten
Kebumen;

menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen;
melaksanakan pembinaan PPNS
Kabupaten Kebumen.

mencegah, mengendalikan,
memadamkan, menyelamatkan, dan
menangani bahan berbahaya dan
beracun, kebakaran dalam daerah
Kabupaten Kebumen,;

menginspeksi peralatan proteksi
kebakaran; dan

memberdayakan masyarakat dalam
mencegah kebakaran.



—
14. Peta Sub Proses KBM-14 Mewujudkan Wilayah Tangguh Bencana, yaitu:

KBM-14.01 Mengelola Penanggulangan Bencana
Gambar Peta Sub Proses KBM-14 Mewujudkan Wilayah Tangguh Bencana:

Keterangan:
: Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)



15.

Peta Sub Proses KBM-14 Mewujudkan Wilayah Tangguh Bencana ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam
melaksanakan:

a. memberikan pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten Kebumen;

b. memberikan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

d. menata sistem dasar penanggulangan bencana.

Peta Sub Proses KBM-15 Meningkatkan Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah, yaitu:

a. KBM-15.01 Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

o

KBM-15.02 Meningkatkan Promosi Penanaman Modal
KBM-15.03 Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal
KBM-15.04 Mengembangkan Iklim Penanaman Modal

o o

®

KBM-15.05 Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal
KBM-15.06 Mengelola Energi Baru Terbarukan

i



Gambar Proses KBM-15 Meningkatkan Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah:

Keterangan:




— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)
Peta Sub Proses KBM-15 Meningkatkan Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah ini merupakan rangkaian

aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a. mengelola data dan sistem informasi penanaman modal;

o

mempromosikan penanaman modal;

memberikan pelayanan penanaman modal;

o o

mengembangkan iklim penanaman modal;

®

mengendalikan pelaksanaan penanaman modal; dan

=

menatausahakan izin pemanfaatan langsung panas bumi di Kabupaten Kebumen.

Peta Sub Proses KBM-16 Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel, yaitu:

KBM-16.01 Mengelola Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
KBM-16.02 Mengoordinasikan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
KBM-16.03 Mengelola Penelitian dan Pengembangan Daerah

KBM-16.04 Mengelola Pendapatan Daerah

KBM-16.05 Mengelola Keuangan Daerah

KBM-16.06 Mengelola Barang Milik Daerah

KBM-16.07 Menyelenggarakan Pengawasan

SR om0 a0 T

. KBM-16.08 Melaksanakan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

[y

KBM-16.09 Mengelola Persandian untuk Pengamanan Informasi
j. KBM-16.10 Mengelola Arsip



Gambar Sub Proses KBM-16 Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel:

Y
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Keterangan:



— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)
Peta Sub Proses KBM-16 Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam

melaksanakan:

a. menyusun perencanaan dan pendanaan;

b. menganalisa data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah;
c. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah;

d. mengkoordinasikan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

e. mengkoordinasikan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;

f. mengkoordinasikan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;

g. meneliti dan mengembangkan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
h. mengembangkan inovasi dan teknologi;

[y

mengelola pendapatan daerah;

mengkoordinasi dan menyusun rencana anggaran daerah;

s

melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;

p—

mengkoordinasi dan mengelola perbendaharaan daerah;
. mengkoordinasi pelaksanaan akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;
meningkatkan pengelolaan barang milik daerah;
menyelenggarakan pengawasan internal;
menyelenggarakan pengawasan dengan tujuan tertentu;

merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

R R =

melaksanakan pendampingan dan asistensi;
menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen;
mengelola arsip dinamis Daerah;

. mengelola arsip statis Daerah; dan

< g 0

mengelola simpul jaringan informasi kearsipan nasional.



17.

Peta Sub Proses KBM-17 Mewujudkan Birokrasi yang Kapabel, yaitu:
a. KBM-17.01 Mengelola Informasi dan Komunikasi Publik

b. KBM-17.02 Mengelola Aplikasi Informatika

Gambar Sub Proses KBM-17 Mewujudkan Birokrasi yang Kapabel:
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Keterangan:

Peta Sub Proses KBM-17

Mewujudkan Birokrasi yang

Kapabel ini merupakan rangkaian

aktivitas/proses kerja dalam

melaksanakan:

a. mengelola informasi dan
komunikasi publik Pemerintah
Kabupaten Kebumen; dan

b. mengelola aplikasi informatika
Pemerintah Kabupaten
Kebumen guna mendukung
penerapan e-gov dan open-gov

yang terintegrasi.



18.

— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)

Peta Sub Proses KBM-18 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu:

a.

o

o 0

5 ™0

[y

—.

KBM-18.01 Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia
KBM-18.02 Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian Daerah
KBM-18.03 Mengelola Informasi Administrasi Kependudukan
KBM-18.04 Melayani Pendaftaran Penduduk

KBM-18.05 Melayani Pencatatan Sipil

KBM-18.06 Menyelenggarakan Statistik Sektoral

KBM-18.07 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum

. KBM-18.08 Menyelenggarakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

KBM-18.09 Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan
KBM-18.10 Menyelesaikan Sengketa Tanah Garapan

k. KBM-18.11 Mengelola Administrasi Umum

—
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KBM-18.12 Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

. KBM-18.13 Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

KBM-18.14 Memberdayakan Masyarakat Desa dan Kelurahan

KBM-18.15 Membina dan Mengawasi Pemerintahan Desa



Gambar Sub Proses KBM-18 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik:

Keterangan:

— > : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow)



Peta Sub Proses KBM-18 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ini

merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a.
b.

melaksanakan pengembangan kompetensi teknis;
melaksanakan sertifikasi kelembagaan, pengembangan

kompetensi manajerial dan fungsional;

mengadakan, memberhentikan dan  mengelola informasi
kepegawaian;
melaksanakan mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara;

mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

melakukan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
mengumpulkan data kependudukan dan pemanfaatan dan
penyajian database kependudukan;

menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

memberikan pelayanan pendaftaran penduduk;

mengelola penataan pendaftaran penduduk;

k. menyelenggarakan pendaftaran penduduk;

p—
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memberikan pelayanan pencatatan sipil;

. menyelenggarakan pencatatan sipil;

menyelenggaraakan statistik sektoral di lingkup daerah;
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan

Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;

p. mengelola administrasi tata pemerintahan;

aa.

bb.

CC.

melaksanakan fasilitas kerjasama daerah;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi hukum;

. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat;

mengelola pengadaan barang dan jasa;

mengoordinasikan kebijakan perekonomian;

memantau kebijakan sumber daya alam;

mengelola administrasi pembangunan;

menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam Kabupaten
Kebumen;

mengelola administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;

mengelola administrasi keuangan daerah;

mengelola administrasi keuangan dan operasional Bupati dan
Wakil Bupati Kebumen;

fasilitasi kerumah tanggaan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;

mengelola administrasi umum Perangkat Daerah;
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tt.

uu.

mengelola penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
mengelola pengadaan barang milik daerah;

meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah;

melaksanakan protokol dan komunikasi pimpinan,;

mengelola penataan organisasi;

melaksanakan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan
peraturan DPRD;

melaksanakan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran;
melaksanakan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan;

melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD;

.melaksanakan fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi

masyarakat;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik
DPRD;

melaksanakan fasilitasi pembahasan kerja sama daerah;
melaksanakan fasilitasi tugas DPRD;

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Camat;

memberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah
kecamatan;

memfasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah
dengan pembangunan desa;

memfasilitasi penyusunan perencanaan pembanguna partisipatif;
memfasilitasi, merekomendasi, mengkoordinasi, membina dan
mengawasi pemerintahan desa;

memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
memfasilitasi pemilihan Kepala Desa; dan

melaksanakan pendampingan desa di wilayahnya.




1.6.3. PETA RELASI
Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Daerah
kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kesehatan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Pendidikan

Dinas Perhubungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pertanian dan Pangan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kecamatan, terdiri dari:

1) Kecamatan Adimulyo

2) Kecamatan Alian

3) Kecamatan Ambal

4) Kecamatan Ayah

5) Kecamatan Bonorowo

6) Kecamatan Buayan

7) Kecamatan Buluspesantren

8) Kecamatan Gombong

9) Kecamatan Karanganyar
10) Kecamatan Karanggayam
11) Kecamatan Karangsambung
12) Kecamatan Kebumen
13) Kecamatan Klirong
14) Kecamatan Kutowinangun
15) Kecamatan Kuwarasan
16) Kecamatan Mirit
17) Kecamatan Padureso
18) Kecamatan Pejagoan
19) Kecamatan Petanahan




20) Kecamatan Poncowarno
21) Kecamatan Prembun
22) Kecamatan Puring

23) Kecamatan Rowokele
24) Kecamatan Sadang

25) Kecamatan Sempor

26) Kecamatan Sruweng

Gambar Peta Relasi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:
a. Gambar Peta Relasi Proses Utama

PETA RELASI
KBM-01 MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

PEMERINTAH PUSAT

. KEMENKES,

. KEMENPAN RB
. KEMENDAGRI
BKKBN

'-bo.)l\)r—l

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DINKES PROVINSI JATENG
2. BAPPEDA PROVINSI JATENG
3. BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA PROVINSI
JATENG

4. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

1. RSUD DR. SOEDIRMAN
KEBUMEN

2. RSUD PREMBUN

3. RSU PKU MUHAMADIYAH
GOMBONG

4. RSU PALANG BIRU
GOMBONG

5. UPT PUSKESMAS PEMKAB
KEBUMEN

6. UPT LABKESDA

7. UNIT PENGOBATAN
PENYAKIT PARU

8. FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN LAINNYA

SELURUH
PERANGKAT DAERAH

SETDA

SETWAN
INSPEKTORAT DAERAH
DINKES PPKB
DINAS PMD
DISDUKCAPIL
DISPERINDAG KUKM
DPU PR
DISDIKPORA

10. DISNAKER

11. DLHKP

12. DINSOS P3A

13. DISPARBUD

14. DISKOMINFO

15. DISARPUS

16. DINAS PMD

17. DISTAPANG

18. DISPERKIMHUB
19. SATPOL PP

20. BAKESBANGPOL
21. BAPPEDA

22. BKPSDM

23. BPKPD

24. BPBD

25. KECAMATAN

e R el o

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




PETA RELASI
KBM-02 MENINGKATKAN AKSESIBILITAS
DAN MUTU PENDIDIKAN

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

. KEMENDAGRI

. KEMENTERIAN PAN RB

. KEMENTERIAN SOSIAL

. KEMENTERIAN AGAMA

. KEMENTERIAN P3A

. KEMENTERIAN POR

. PERPUSNAS RI

. ANRI

O 00O NO UL WN

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN PROVINSI JATENG,

2. DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI
JATENG,

3. DINAS SOSIAL PROVINSI
JATENG,

4. DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JATENG
5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
JATENG,

6. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH

RAGA DAN PARIWISATA PROVINSI

JATENG,
7. BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA PROVINSI
JATENG,

8. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

SELURUH
PERANGKAT DAERAH

SETDA

SETWAN
INSPEKTORAT DAERAH
DINKES PPKB
DINAS PMD
DISDUKCAPIL
DISPERINDAG KUKM
DPU PR
DISDIKPORA

10. DISNAKER

11. DLHKP

12. DINSOS P3A

13. DISPARBUD

14. DISKOMINFO

15. DISARPUS

16. DINAS PMD

17. DISTAPANG

18. DISPERKIMHUB
19. SATPOL PP

20. BAKESBANGPOL
21. BAPPEDA

22. BKPSDM

23. BPKPD

24. BPBD

25. KECAMATAN

RN ROLND =

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




PETA RELASI
KBM-03 MENINGKATKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PEMERINTAH PUSAT

. KEMENTERIAN PPA

. KEMENTERIAN AGAMA
. BKKBN

. KEMENKES

. KEMENDAGRI

. KEMENPAN RB

. KEMENTERIAN SOSIAL

NO U WN =

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DINAS P3A P2KB PROVINSI
JATENG

2. BIRO KESRA SETDA
PROVINSI JATENG

3. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA

ORONOAH W=

SELURUH
PERANGKAT DAERAH

SETDA

SETWAN
INSPEKTORAT DAERAH
DINKES PPKB

DINAS PMD
DISDUKCAPIL
DISPERINDAG KUKM
DPU PR

DISDIKPORA

. DISNAKER

. DLHKP

. DINSOS P3A

. DISPARBUD

. DISKOMINFO

. DISARPUS

. DINAS PMD

. DISTAPANG

. DISPERKIMHUB
. SATPOL PP

. BAKESBANGPOL
. BAPPEDA

. BKPSDM

. BPKPD

. BPBD

. KECAMATAN




PETA RELASI

KBM-04 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PRIMER

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI/

1. KEMENTERIAN PERTANIAN

2. KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BPN,

3. KEMENTERIAN KEUANGAN,

4. KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN,

5. KEMENTERIAN KUKM,
6. KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,

7. KEMENTERIAN
PERDAGANGAN,

8. KEMENTERIAN TENAGA
KERJA,

9. KEMENTERIAN BUMN,
10. KEMENTERIAN PU PR
11. KKP

12. BPSDMD

13. DIRJEN PKH

PERANGKAT DAERAH

. SETDA

. BAPPEDA

. DISTAPANG

. DLHKP

. DISPERKIMHUB

. DPMPTSP

. DINSOS

. DISKOMINFO

. DISPERINDAG KUKM
. DISNAKER

. DISPORAWISATA
. DPUPR

. SATPOL PP

. BPBD

. KECAMATAN

OCOoOoONOULPH WN -~

KABUPATEN/KOTA

1. DINAS PERTANIAN PROVINSI
JATENG

2. BPN PROVINSI JATENG

3. DINAS PERINDAG PROVINSI
JATENG

4. DINAS PU BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JATENG
5. DINAS PU SDA DAN PR
PROVINSI JATENG

6. DINAS PR DAN KP PROVINSI
JATENG

7. DINAS NAKER DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI
JATENG

8. DISTAPANG PROVINSI JATENG
9. DINAS LH DAN KEHUTANAN
PROVINSI JATENG

10. DINAS KUKM PROVINSI
JATENG

11. BAPPEDA PROVINSI JATENG
12. BIRO KESRA SETDA JATENG,
13. BIRO PEREKONOMIAN SETDA
JATENG

14. DINAS KELAUTAN PERIKANAN
PROVINSI JATENG

15. BKSDA

16. DISNAK KESWAN PROVINSI
JATENG

17. PEMERINTAH KABUPATEN/

KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




PETA RELASI
KBM-05 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEKTOR SEKUNDER

PEMERINTAH PUSAT

. KEMENDAGRI

KEMENDES

. KEMENPAREKRAF
KEMENTAN

. KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

6. KEMENTERIAN KEUANGAN,
7. KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN,

8. KEMENTERIAN
PERDAGANGAN,

9. KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,

10. KEMENTERIAN TENAGA
KERJA,

11. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH,
12. KEMENTERIAN P3A

13. KEMENTERIAN DESA PDT
DAN TRANSMIGRASI,

14. KEMENTERIAN PAN RB,
15. KEMENTERIAN INVESTASI
16. BAPPENAS

17. BIG

PERANGKAT DAERAH

. SETDA

. BAPPEDA

. DINAS PMD

. DISPERINDAG KUKM
. DPMPTSP

. DISNAKER

. DINKES

. DISDIK

. DISPARBUD

10. DINSOS P3A

11. SATPOL PP

12. DISDUKCAPIL
13. DLHKP

14. DISKOMINFO

15. DPU PR

16. DISDIKPORA

17. BAKESBANGPOL
18. KECAMATAN
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PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DISPERMADES PROVINSI
JATENG

2. DISDUKCAPIL PROVINSI
JATENG

3. DINAS PERINDAG PROVINSI
JATENG

4. DINAS NAKER DAN TRANS
PROVINSI JATENG

5. DINAS LH DAN KEHUTANAN
PROVINSI JATENG

6. DINAS KUKM PROVINSI
JATENG

7. DINAS KOPERASI PROVINSI
JATENG

8. BAPPEDA PROVINSI JATENG
9. BPKAD PROVINSI JATENG
10. BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JATENG

11. BIRO BANGDA SETDA
PROVINSI JATENG

12. TP PKK PROVINSI JATENG
13. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA
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PETA RELASI

KBM-06 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEKTOR TERSIER

PEMERINTAH PUSAT

. KEMENPAREKRAF
. KEMENDAGRI

. KEMENDAG

. KEMENPERIN

. KEMKUKM

PERANGKAT DAERAH

. DISPERINDAG KUKM
. DISPARBUD

. SETDA

. BAPPEDA

. BPKPD

. DINAS PMD

. DISNAKER

. DPMPTSP

KECAMATAN

10. DISPERKIMHUB
11. DPU PR

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DISPORAPAR PROVINSI
JATENG

2. DISPERINDAG PROVINSI
JATENG

3. DINAS KOPERASI PROVINSI
JATENG

4. DINAS UMKM PROVINSI
JATENG

5. BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JATENG

6. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




PETA RELASI
KBM-07 MENGURANGI PENGANGGURAN

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN TENAGA
KERJA

. KEMENDAGRI

KEMENPAN RB

. KEMENDAG

. KEMENPERIN

. BADAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

7. PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERANGKAT DAERAH

. DISNAKER

. SETDA

. BAPPEDA

. DISPERINDAG KUKM
. DISDIKPORA

. DPU PR
KECAMATAN
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PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DISNAKERTRANS PROVINSI
2. JATENG BAPPEDA PROVINSI
JATENG

3. DINAS KUKM PROVINSI
JATENG

4. DINAS PERINDAG PROVINSI
JATENG

5. BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JATENG

6. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




PETA RELASI
KBM-08 MENGURANGI KEMISKINAN

PEMERINTAH PUSAT

. KEMENTAN

. BAPPENAS

. KEMENSOS

. KEMENDAGRI
. BNPB

ua P WIN =

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DISTAPANG PROVINSI
JATENG

2. BAPPEDA PROVINSI
JATENG

3. BPBD PROVINSI JATENG
4. DINKES PROVINSI JATENG
5. DINSOS PROVINSI JATENG
6. BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JATENG

7. BIRO INFRASTRUKTUR DAN
SDA SETDA PROVINSI
JATENG

8. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PERANGKAT DAERAH

DISTAPANG
SETDA

BAPPEDA

DLHKP

BPKPD
INSPEKTORAT DAERAH
DINSOS P3A
DINKES PPKB
DISKOMINFO

10. SATPOL PP

11. BPBD

12. DISDUKCAPIL
13. DINAS PMD

14. BAKESBANGPOL
15. KECAMATAN
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PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




b. Gambar Peta Relasi Proses Pendukung

PETA RELASI

KBM-09 MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG
MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

1.

2. KEMENTERIAN ATR/BPN

3.

PEMERINTAH PUSAT

KEMENTERIAN PUPR

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

4. DITUEN PERHUBUNGAN

DARAT

5.
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10
11

12.
13.
14.
15.
16.
17.

KEMENDAGRI

PERANGKAT DAERAH

. DISPERKIMHUB

. DPU PR

. BAPPEDA

. BPKPD

. DISTAPANG

. SATPOL PP

. DISPERINDAG KUKM
. DISPARBUD

BPBD

DLHKP

. SETDA
INSPEKTORAT
DINKES PPKB
DISPERINDAG KUKM
DINSOS P3A

DINAS PMD
KECAMATAN

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DPMPTSP PROVINSI JATENG
2. PUSDATARU PROVINSI
JATENG

3. DLHK PROVINSI JATENG

4. BAPPEDA PROVINSI JATENG
5. DISHUB PROVINSI JATENG
6. DPMPTSP PROVINSI JATENG
7. BPTD WIILAYAH X DIY
JATENG

8. BALAI V SARPRAS DISHUB
PROVINSI JATENG

9. BALAI TEKNIK
PERKERETAAPIAN JAWA
TENGAH

10. DISPERKIM PROVINSI
JATENG

11. DPU PR PROVINSI JATENG
12. BIRO INFRASTRUKTUR
SETDA PROVINSI JATENG

13. BIRO ADBANG SETDA
PROVINSI JATENG

14. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




PETA RELASI
KBM-10 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

2. KEMENDAGRI

3. BNPB

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DLHK PROVINSI JATENG

2. BAPPEDA PROVINSI JATENG
3.BIRO INFRASTRUKTUR
SETDA PROVINSI JATENG

4. BIRO ADBANG SETDA
PROVINSI JATENG

5. BPBD PROVINSI JATENG

6. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PERANGKAT DAERAH

1. DLHKP
2.DISPERKIMHUB
DPU PR
BAPPEDA
SATPOL PP
DISKOMINFO
SETDA
DINKES PPKB
. DPMPTSP

10. BPBD

11. KECAMATAN
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PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




PETA RELASI
KBM-11 MENINGKATKAN NILAI-NILAI LUHUR KEBANGSAAN

O

PEMERINTAH PUSAT

. KEMENDAGRI
. KEMENAG

BIN
BNN

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. BAKESBANGPOL PROVINSI
JATENG

2. SETDA PROVINSI JATENG
3. PEMERINTAH KABUPATEN /
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA
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SELURUH
PERANGKAT DAERAH

BAKESBANGPOL
SETWAN
INSPEKTORAT DAERAH
DINKES PPKB

DINAS PMD
DISDUKCAPIL
DISPERINDAG KUKM
DPU PR

DISDIKPORA

. DISNAKER

. DLHKP

. DINSOS P3A
. DISPARBUD

. DISKOMINFO
. DISARPUS

. DINAS PMD

. DISTAPANG

. DISPERKIMHUB
. SATPOL PP

. SETDA

. BAPPEDA

. BKPSDM

. BPKPD

. BPBD

. KECAMATAN




PETA RELASI
KBM-12 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDIKBUD
2. KEMENDAGRI
3. KEMENPAREKRAF

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. DINAS DIKBUD PROVINSI
JATENG

2. SETDA PROVINSI JATENG
3. DINAS PARIWISATA
PROVINSI JATENG

4. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PERANGKAT DAERAH

DISPARBUD
. DISDIKPORA
. SETDA
BAPPEDA

. DINAS PMD

. DPMPTSP

. BPKPD

. KECAMATAN
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PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




PETA RELASI
KBM-13 MENINGKATKAN KETERTIBAN MASYARAKAT

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. KEMENAG

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. SATPOL PP PROVINSI
JATENG

2. SETDA PROVINSI JATENG
3. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA

WeNoahwb=

SELURUH
PERANGKAT DAERAH

SATPOL PP

SETWAN
INSPEKTORAT DAERAH
DINKES PPKB

DINAS PMD
DISDUKCAPIL
DISPERINDAG KUKM
DPU PR

DISDIKPORA

. DISNAKER

. DLHKP

. DINSOS P3A

. DISPARBUD

. DISKOMINFO

. DISARPUS

. DINAS PMD

. DISTAPANG

. DISPERKIMHUB
. BAKESBANGPOL
. SETDA

. BAPPEDA

. BKPSDM

. BPKPD

. BPBD

. KECAMATAN




PETA RELASI
KBM-14 MEWUJUDKAN WILAYAH TANGGUH BENCANA

PEMERINTAH PUSAT

. KEMENDAGRI

. BNPB

. BMKG

. KEMENTERIAN ESDM
. BASARNAS

u b~ WN

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. BPBD PROVINSI JATENG
2. SETDA PROVINSI JATENG

3. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA
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SELURUH
PERANGKAT DAERAH

SATPOL PP

SETWAN
INSPEKTORAT DAERAH
DINKES PPKB

DINAS PMD
DISDUKCAPIL
DISPERINDAG KUKM
DPU PR

DISDIKPORA

. DISNAKER

. DLHKP

. DINSOS P3A

. DISPARBUD

. DISKOMINFO

. DISARPUS

. DINAS PMD

. DISTAPANG

. DISPERKIMHUB
. BAKESBANGPOL
. SETDA

. BAPPEDA

. BKPSDM

. BPKPD

. BPBD

. KECAMATAN




PETA RELASI
KBM-15 MENINGKATKAN PERANAN INVESTASI
TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

2. LEMBAGA OSS

3. KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

4. KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

5. KEMENTERIAN PERTANIAN
6. KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

7. KEMENDAGRI

8. KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP

9. KEMENTERIAN PUPR

10. KEMENTERIAN KESEHATAN
11. KEMENTERIAN PENDIDIKAN
12. KEMENTERIAN PARIWISATA
13. KEMENTERIAN TENAGA
KERJA

14. KEMENTERIAN KEUANGAN
15. KEMENAG

16. BUMN

17. KEMENTRIAN KOMINFO

18. DIREKTORAT JENDRAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
19. BAPPENAS

20. KEMENTERIAN ESDM

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA
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PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

. DPMPTSP PROVINSI JATENG
. SETDA PROVINSI JATENG

. BAPPEDA PROVINSI JATENG
. KANWIL HUKUM DAN HAM

DINAS ESDM PROVINSI

JATENG

6.

PEMERINTAH KABUPATEN/

KOTA
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18

PERANGKAT DAERAH

. DPMPTSP
. BPKPD
. SETDA

BAPPEDA
DINKES PPKB
DISPARBUD
DISPERINDAG KUKM
DISDUKCAPIL
DISNAKER
DISTAPANG
DLHKP
DISPERKIMHUB
DISDIKPORA
SATPOL PP
INSPEKTORAT
BAKESBANGPOL
DISKOMINFO

. KECAMATAN




. Gambar Peta Relasi Proses Manajemen

PETA RELASI
KBM-16 MEWUJUDKAN BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL

PEMERINTAH PUSAT

. BAPPENAS

. KEMENTERIAN KEUANGAN
. BPK RI

. KEMENDAGRI

. LAN RI

. BUMN

. ANRI

. BSSN

ONO Ul P~ WN -

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

1. BAPPEDA PROVINSI JATENG
2. INSPEKTORAT PROVINSI
JATEG

3. DINAS ARPUS PROVINSI
JATENG

4. BPKAD PROVINSI JATENG

5. BIRO KEUANGAN SETDA
PROVINSI JATENG

6. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA

S i

SELURUH
PERANGKAT DAERAH

SETDA

SETWAN
INSPEKTORAT DAERAH
DINKES PPKB

DINAS PMD
DISDUKCAPIL
DISPERINDAG KUKM
DPU PR

DISDIKPORA

. DISNAKER

. DLHKP

. DINSOS P3A

. DISPARBUD

. DISKOMINFO

. DISARPUS

. DINAS PMD

. DISTAPANG

. DISPERKIMHUB
. BAKESBANGPOL
. SATPOL PP

. BAPPEDA

. BKPSDM

. BPKPD

. BPBD

. KECAMATAN




PETA RELASI
KBM-17 MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG KAPABEL

PEMERINTAH PUSAT SELURUH
PERANGKAT DAERAH

1. KEMENTERIAN KOMINFO
2. KEMENDAGRI 1. DISKOMINFO
3. BSSN 2. SETWAN
4. BIN 3. INSPEKTORAT DAERAH
5. RRI 4. DINKES PPKB
6. TVRI 5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
PEMERINTAH PROVINSI/ 8. DPU PR
KABUPATEN/KOTA 9. DISDIKPORA

10. DISNAKER
1. DINAS KOMINFO PROVINSI 11. DLHKP

JATENG 12. DINSOS P3A
2. BAPPEDA PROVINSI JATENG 13. DISPARBUD
3. SETDA PROVINSI JATENG 14. SATPOL PP
4. PEMERINTAH KABUPATEN/ 15. DISARPUS
KOTA 16. DINAS PMD

17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
PEMERINTAH DESA 19. BAKESBANGPOL

20. SETDA
SELURUH PEMERINTAH DESA | 51 BAPPEDA

22. BKPSDM

23. BPKPD

24. BPBD

25. KECAMATAN




PETA RELASI
KBM-18 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH PUSAT

. KEMENDAGRI

. KEMENPAN RB

. BAPPENAS

. KEMENTERIAN KEUANGAN
. BPK RI

. LAN RI

. BKN

. KASN

. KEMENAG

10. KEMENTERIAN SOSIAL
11. KEMENKUMHAM

12. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL

13. LKPP/LPSE

14. MENKO EKUIN

15. OMBUDSMAN RI

16. ANRI

17. BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL (BIG)

18. KEMENTERIAN PU PR
19. KEJAKSAAN

20. PENGADILAN NEGERI/
AGAMA

21. KPU,PANWAS,

BAWASLU

OO0, WN

PEMERINTAH PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

. BPSDM PROVINSI JATENG

. BKD PROVINSI JATENG

. SETDA PROVINSI JATENG

. BAPPEDA PROVINSI JATENG
. DISDUKCAPIL PROVINSI
JATENG

6. DISKOMINFO PROVINSI
JATENG

7. BPKAD PROVINSI JATENG

8. INSPEKTORAT PROVINSI
JATEG

9. OMBUDSMAN RI
PERWAKILAN PROVINSI
JATENG

10. PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA

u P wWN —

SELURUH
PERANGKAT DAERAH

SATPOL PP
SETWAN
INSPEKTORAT DAERAH
DINKES PPKB
DINAS PMD
DISDUKCAPIL
DISPERINDAG KUKM
DPU PR
DISDIKPORA

10. DISNAKER

11. DLHKP

12. DINSOS P3A

13. DISPARBUD

14. DISKOMINFO

15. DISARPUS

16. DINAS PMD

17. DISTAPANG

18. DISPERKIMHUB
19. BAKESBANGPOL
20. SETDA

21. BAPPEDA

22. BKPSDM

23. BPKPD

24. BPBD

25. KECAMATAN

RN RLN=

PEMERINTAH DESA

SELURUH PEMERINTAH DESA




1.6.4. PETA LINTAS FUNGSI/ CROSS FUNCTIONAL MAP (CFM)

Kode
Nama

.

KBM-01.01 CFMO1

Merencanakan Kebutuhan dan Mendayagunakan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

untuk Upaya Kesehatan

KBM-01.01 CFMO1
MERENCANAKAN KEBUTUHAN DAN MENDAYAGUNAKAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

UPT DINKES
PKB

KEBIJAKAN PEMENUHAN

KEBUTUHAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDM
KESEHATAN

i TIDAK 1
& MENYUSUN, MELAKSANAKAN
o MENYUSUN IDENTIFIKAST DAN KEBIJAKAN PEMENUHAN ONEV D
% —> REGULASI, JUKLAK
1] RENCANA RS MENGOLAH DATA (<— —>| KEBUTUHAN DAN TINDAK YA LAPORAN
= KERJA SDM KESEHATAN PENDAYAGUNAAN SDM LANJUT
a | T KESEHATAN
ﬁ _,
<
g5 KOORDINASI
o DOKUMEN
= PERENCANAAN
i |
[
&)
==}
= KOORDINASI DAN
= KONSULTASI
= REGULASI KEBUTUHAN DAN
[ PERATURAN PENDAYAGUNAAN
PERUNDANG - SUMBERDAYA
a UNDANGAN MANUSIA
7Rz R) KESEHATAN
HZ =
(RS~
Z0 &
=) E § TIDAK
A
<< v 2
L E MEMFASILITASI FASILITASI PELAKSANAAN
=z E T EGAN KEBIJAKAN PEMENUHAN
S = KEBIJAKAN DAN KRR Lo DA
Z2 P ETAGT PENDAYAGUNAAN SDM
2 KESEHATAN
= |
== < MEMFASILITASI
=58 PENYUSUNAN DAN|_|
255 PENETAPAN
Mo 2 REGULASI
= N
a
%)
& FASILITASI PELAKSANAAN
m KEBIJAKAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN DAN
o PENDAYAGUNAAN SDM -
Z KESEHATAN
=235
528
=)
<< n
550
o
A4
MELAKSANAKAN




Kode
Nama

: KBM-01.01 CFMO02
: Mengembangkan Mutu dan Meningkatkan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

KBM-01.01 CFM02

MENGEMBANGKAN MUTU DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

UPT DINKES
PPKB

Y

PENGEMBANGAN MUTU
DAN PENINGKATAN
KOMPETENSI SDM

KESEHATAN

5 v TIDAK:
o MENGEMBANGKAN
; MENYUSUN REGULASI, D,IL\?\IEAN/[;?&KSI,S;H MUTU DAN
& RENCANA JUKLAK DAN e MENINGKATKAN MONEV YA LAPORAN
= KERJA JUKNIS T AT KOMPETENSI SDM
a K KESEHATAN X
<
A KOORDINASI
E PENYUSUNAN
A DOKUMEN
E PERENCANAAN
n
€3]
1
Z, Y
€3]
3
KONSULTASI
14
PERATURAN DaN
> KOORDINASI
PERUNDANG- \ 4
- KEBIJAKAN
" ZEe) UNDANGAN TEKNIS KEBIJAKAN MUTU
CEZ DAN STANDAR
£0g KOMPETENSI SDM
AgS KESEHATAN
PENINGKATAN
» KOMPETENSI
s SDM (DIKLAT)
o)
&
m
[
MELAKSANAKAN




Kode :KBM-01.02 CFMO1
Nama : Memberi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

KBM-01.02 CFMO1

MEMBERI IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

TIDAK
g INVENTARISASI N
A MENYUSUN REGULASI, KEBUTUHAN MEMPROSES
" RENCANA JUKLAK DAN > ADMINISTRASI PERMOHONAN YA LAPORAN
= KERJA JUKNIS PEMBERIAN IZIN 1ZIN
= 7y 7y
A TIDAK | MENCABUT
> 1ZIN
<
a KOORDINASI
x PENYUSUNAN
% > DOKUMEN
m PERENCANAAN
n
m
e
Z v
&
Z
> REGULASI KONSg;TASI
] ADTESINOLTINT | oy KOORDINASI H TIDAK
PERUNDANG-
L UNDANGAN KEBIJAKAN
RZQ TEKNIS
XS n
g0g
A g -

DPMPTSP

TIM TEKNIS
PELAYANAN
PUBLIK

ERIFIKASI DA
VALIDASI

MENERBITKAN IZIN

APOTEK, TOKO
OBAT, TOKO ALAT
KESEHATAN DAN

OPTIKAL DAN UMOT

A




Kode : KBM-01.02 CFMO2
Nama : Menerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT

KBM-01.02 CFM02
MENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT
TIDAK:
2 v YA LAPORAN
= MENYUSUN REGULASI, | invENTARISAST MEMPROSES —
- RENCANA JUKLAK DAN KEBUTUHAN | | PERMOHONAN e
g KERJA JUKNIS PRODUKSI PIRT
E A A
A TIDAK MENCABUT
SERTIFIKAT
<
a KOORDINASI
o, |,| PENYUSUNAN
% DOKUMEN
M PERENCANAAN
YA
n
2]
]
4 A4
E YA
&
4 REGULASI KONSX;TASI
— PERATURAN |—— poopniNast |
PERUNDANG-
L UNDANGAN KEBIJAKAN TIDAK
nBo
2 - TEKNIS
ME R
Z0&
[a) % =
[a W
2 MENERTBITKAN
E SERTIFIKAT DAN
o y NOMOR P-IRT
i 1
o = ERIFIKASI DA YlA
Z S VALIDASI
*E
> m
=L 5
= 5 A
B




Kode : KBM-01.03 CFMO1

Nama : Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat

KBM-01.03 CFMO1

MENYEDIAKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

l TIDAR
g MENYUSUN MENYUSUN MENYEDIAKAN
5 RENCANA REGULASI, KOORDINASI INVENTARISA ST FASILITAS YA LAPORAN
a KERJA JUKLAK DAN PELAKSANAAN KEBUTUHAN PELAYANAN
= JUKNIS KESEHATAN
i ll L
<
a KOORDINASI
= PENYUSUNAN
& > DOKUMEN
é PERENCANAAN
n
g y
=
<2}
= KONSULTASI
2] REGULASI DAN
HERAICR N | KOORDINASI
DI DYANAE = KEBIJAKAN
il UNDANGAN TEKNIS
n
822
MSm
Z 0
AgS
= N
% = FASILITASI
T a PENYUSUNAN
= = DAN PENETAPAN
=i REGULASI
<
m
8 A
e FASILITASI
z 8 PENGADAAN
== BARANG DAN
= & JASA
m
A
~ FASILITASI
- PENYEDIAAN
= GEDUNG
A KANTOR

UPT DINKES
PPKB

REKAPITULASI
KEBUTUHAN

OPTIMALISASI
PENGGUNAAN
ASET/BARANG
MILIK DAERAH




Kode : KBM-01.03 CFMO2
Nama : Menyediakan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

KBM-01.03 CFM02

MENYEDIAKAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

g v TIDAK-
=}
- ( MENYUSUN > REGULASI, JUKLAK | _ 31;‘1;2&&5}?& IDI/\IAPEI‘IE}I\//:EI\AI‘E\IA;{IQGN
5]
2 RENCANA KERJA DAN JUKNIS ——— LAYANAN YA LAPORAN
E KESEHATAN
<
a KOORDINASI
& PENYUSUNAN
% DOKUMEN
o PERENCANAAN
n
&)
=
] \ 4
=
v KONSULTASI
REGULASI DAN
[, |EERALLRAL KOORDINASI
PERUNDANG-
= KEBIJAKAN
0380 UNDANGAN TEKNIS
CER MENJAMIN MUTU
20k LAYANAN
Ak N KESEHATAN
A
ZS < FASILITASI
ps a fa) ,| PENYUSUNAN DAN
255 PENETAPAN
m i ? REGULASI
2 [ [
i g REKAPITULASI IMPLEMENTASI
S » JENIS LAYANAN > LAYANAN
o~ KESEHATAN KESEHATAN
[a
=)




Kode : KBM-01.03 CFMO3

Nama : Mengelola Sistem Informasi Kesehatan
KBM-01.03 CFMO03
MENGELOLA SISTEM INFORMASI KESEHATAN
v IMPLEMENTASI
g IDENTIFIKASI KOLABORASI PELAYANAN
> MENYUSUN MENYUSUN DAN ANALISIS DAN SISTEM INDEKS SPBE
(=9
5 RENCANA —> REGULASI, JUKLAK > SISTEM TATALAKSANA LHOINIBY Y AR RRLAEORAN INFORMASI MENINGKAT
& KERJA DAN JUKNIS INFORMA SI SISTEM KESEHATAN
2 KESEHATAN INFORMASI X YANG BAIK
a |_ KESEHATAN
A
<
3 KOORDINASI
a PENYUSUNAN
o DOKUMEN
é PERENCANAAN
[
2]
<3
>
8
Y A
g
>
REGULASI KONSII&TASI
L BERATURAN KOORDINASI
2Zo B HOIMDYARKE = KEBIJAKAN
BEZ UNDANGAN TS
=gl
a % -
REGULASI >
2 DAERAH INTEGRASI DAN
= MENGELOLA
g TATAKELOLA | | Sy
S DAN
> INFORMA SI
7 ARSIKTEKTUR
2 e KESEHATAN
A
zZ S < FASILITASI
= = PENYUSUNAN DAN | |
CER PENETAPAN
o T w REGULASI
X L
g PENGGUNAAN DAN
=5 PEMANFAATAN
8 & SISTEM INFORMASI
E KESEHATAN
=}




Kode : KBM-01.04 CFMO1
Nama : Mengelola Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor

KBM-01.04 CFMO1

MENGELOLA ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR

l TIDAK:
) MELAKSANAKAN
PRIORITAS
= MENYUSUN IDENTIFIKASI ADVOKASI,
2 MENYUSUN REGULASI, SUMBER DAYA A T RS G A AN PEMBERDAYAAN,
2] RENCANA > JUKLAK DAN BIDANG = KEMITRAAN,
= KERJA JUKNIS KESEHATAN SIS LGN KEBSIEDSEEAN | PENINGKATAN YA LAPORAN
a PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN
LINTAS SEKTOR |—
4] REKAPITULASI J
= S MASALAH
S BIDANG
& KESEHATAN
[=%
=
y
KOORDINASI
g PENYUSUNAN
= DOKUMEN
& PERENCANAAN
<
m
w0
m
=
= N
g
=] T EELAG KONSX;TASI
R R AR KOORDINASI
— B R KEBIJAKAN
2Zg UNDANGAN KNS
MEE
Z o8
aEs
y y
E % FASILITASI
o= PENYUSUNAN DAN
< 2 PENETAPAN
m T REGULASI
=
=5 FASILITASI
= o ADVOKASI,
25 PEMBERDAYAAN,
M 2] KEMITRAAN,
2 PENINGKATAN
PERAN SERTA
< MASYARAKAT DAN
% LINTAS SEKTOR
=z =
Q
=0
&
<
=
Z &
2 @
f-él A
= jas
(=W




Kode : KBM-01.04 CFMO2

Nama : Menyelenggarakan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif

KBM-01.04 CFMO2

MENYELENGGARAKAN PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF

g s TIDAK-
(=™
o MENYUSUN IDENTIFIKASI
4] ( REII:I’IgANN"AU ?(UEll\;JA REGULASI, JUKLAK SUMBER DAYA LAPORAN
= DAN JUKNIS BIDANG KESEHATAN YA
= — IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN
i SEHAT DALAM
) RANGKA PROMOTIF
xS L PREVENTIF
IS
e
(=%
B |
= KOORDINASI
pre PENYUSUNAN
a DOKUMEN
= PERENCANAAN
w2
=
=
= A
=
= REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN KOORDINASI
PERUNDANG - KEBIJAKAN
wn B S UNDANGAN TEKNIS
Rz =
= E 5
Zo g
aES
R FASILITASI
= FASILITASI PELAKSANAAN
S PENYUSUNAN SEHAT DALAM
= REGULASI RANGKA PROMOTIF
PREVENTIF
v

PENYUSUNAN DAN

FASILITASI

PENETAPAN
REGULASI

SELURUH BAGIAN
KECAMATAN | HUKUM SETDA | KESRA SETDA

SELURUH
PEMERINTAH
DESA

MELAKSANAKAN
SEHAT DALAM
RANGKA PROMOTIF
PREVENTIF




Kode

Nama

: KBM-01.04 CFMO3
: Mengembangkan dan Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

KBM-01.04 CFMO1
MENGEMBANGKAN DAN MELAKSANAKAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

TIDAK

v

SELURUH
KECAMATAN

SELURUH
PEMERINTA
H DESA

a PRIORITAS
& lggg;gitsle Slgﬁlgqgglgi‘s& INVENTARISASI PENANGANAN IMPLEMENTASI
= MENYVUSUN, 2 & MASALAH BIDANG (—»  MASALAH MENGEMBANGKAN DAN
@ RENCANA JUKLAK DAN BIDAN KESEHATAN BIDANG MELAKSANAKAN UPAYA
=] KERJA JUKNIS KESEHATAN
= K KESEHATAN KESEHATAN
a | (PREVENTIF, PROMOTIF,
KURATIF, ADVOKASI,
17 REKAPITULASI PEMBERDAYAAN,
% S AGINLIYE KEMITRAAN,
z 8 BIDANG PENINGKATAN PERAN
S [ RIOSEATTAR SERTA MASYARAKAT
& DAN LINTAS SEKTOR
=)
—_—
< A 4
a KOORDINASI
E PENYUSUNAN
a DOKUMEN
ﬁ PERENCANAAN
(2}
=
[
-4
=
g
=) REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN KOORDINASI
PERUNDANG- KEBIJAKAN
nBO UNDANGAN TEKNIS
ges
E3E
AES
<<
A A 4
E = FASILITASI
sl PENYUSUNAN
5 REGULASI
n
=
m
A 4
Z =S < FASILITASI
= ca PENYUSUNAN DAN
g 5 5 PENETAPAN 3
M T @ REGULASI

FASILITASI UPAYA
PENGEMBANGAN

KESEHATAN
MASYARAKAT




Kode : KBM-01.05 CFMO1

Nama : Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

KBM-01.05 CFMO1

MENGEMBANGKAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

| TIDAK-
¥ ANALISIS DAN
% MENZUSUN MENYUSUN ID];EE,SF];IEANSI MENYUSUN MEMBINA DAN
& REGULASI, KEBIJAKAN MENGEMBANGKAN
E RE;E?EA JUKLAK DAN SUI\]’IB?];:EN%AYA > PENGEMBANGAN ™| KAPASITAS DAYA W (EINnRY A AN
1) JUKNIS TN DAYA SAING SAING KEPEMUDAAN
a KEPEMUDAAN
— ] —
4
< A
2 PENYUSUNAN
& DOKUMEN
= PERENCANAAN
I}
o
(=)
=
g y
£
REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN KOORDINASI -
PE R o PERUNDANG - KEBIJAKAN
ZE55 & Z UNDANGAN TEKNIS
5255k
= &S
a9 o o
<<
= y >
=
=a FASILITASI WIBOA I AUNTS
S RN USUIIAN PENGEMBANGAN
5 & R ULAS KAPASITAS DAYA
A SAING KEPEMUDAAN
i
y
Z = <
Z25 FASILITASI
= PENYUSUNAN
S22 DAN PENETAPAN
REGULASI

SELURUH
PERANGKAT
DAERAH

——

PEMERINTAH
DESA

PENGEMBANGAN

Y

KAPASITAS DAYA

OPTIMALISASI

SAING
KEPEMUDAAN




Kode : KBM-01.06 CFMO1

Nama : Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
KBM-01.06 CFMO1
MENGEMBANGKAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
[ TIDAK-
¥ ANALISIS DAN
= IDENTIFIKASI MENYUSUN MEMBINA DAN
<) MENYUSUN REGULASI, DATA DAN KEBLIARAN MENGEMBANGKA
= RENCANA > JUKLAK DAN > SUMBER DAYA | Lot GAN > N KAPASITAS MONEV
a KERJA JUKNIS BIDANG DAYA SAING DAYA SAING
= KEOLAHRAGAAN KEOLAHBAGAAN KEOLAHIRAGAAN
"
< y J
g PENYUSUNAN
2 DOKUMEN
= PERENCANAAN
m
o
o
=
m y A
=
1]
REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN KOORDINASI
< Sl PERUNDANG- KEBIJAKAN
2 g SE Z UNDANGAN TEKNIS
R
S &S
A, o o~
< A\ 4
i |, MEMBINA
=& FASILITASI AR I N AN
3 2 e KAPASITAS DAYA
=2 REGULASI SEAR(E)
A KEOLAHRAGAAN
= |
E = = FASILITASI
SI= PENYUSUNAN DAN
== PENETAPAN
REGULASI
=
T <
Sx T
=
m
25 < OPTIMALISASI
w@f PENGEMBANGAN
» KAPASITAS DAYA
SAING
= KEOLAHRAGAAN
=3
[
gA
=
m
A,




Kode :
Nama :

KBM-01.07 CFMO1

Mengembangkan Kapasitas Kepramukaan

KBM-01.07 CFMO1
MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

l TIDAK

= e T T e ANALISIS DAN MENYUSUN MEMBINA DAN

g MENYUSUN KEBIJAKAN MENGEMBANGKAN

= > REGULASI, —> SUMBER DAYA BIDANG —>

= RENCANA KERJA JUKLAK DAN JUKNIS KEPRAMUKAAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

17} Kaa KEPRAMUKAAN KEPRAMUKAAN

[=}

! !

2 PENYUSUNAN

& DOKUMEN

3 PERENCANAAN

|

(2]

E

=1 v

<

=

54

REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN KOORDINASI
PERUNDANG- KEBIJAKAN v

< UNDANGAN TEKNIS
i MEMBINA DAN
e FASILITASI ORGANISASI
=
[ Rer]

KEPRAMUKAAN

A

SETDA

FASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN REGULASI

BAGIAN HUKUM

KWARCAB
KEBUMEN

FASILITASTI ORGANISASI
KEPRAMUKAAN

SATUAN
PENDIDIKAN
(SD, SMP, MTS,
DLL)

SELURUH
PERANGKAT
DAERAH

OPTIMALISASI
PELAKSANAAN DAN
PENGEMBANGAN
ORGANISASI
KEPRAMUKAAN

PEMERINTAH
DESA




Kode :
Nama :

KBM-02.01 CFMO1

Mengelola Pendidikan Anak Usia Dini

KBM-02.01 CFMO1

MENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DISDIK
PROVINSI
JATENG

l TIDAK
= MENYUSUN MENGELOLA
IDENTIFIKASI DATA
o REGULASI, JUKLAK PENDIDIKAN ANAK
e ,
= DENEC %{:IliﬁfNCANA DAN JUKNIS Dﬁgéﬂ&?}g’ﬁﬁ’ »  USIA DINI DAN MONEV YA LAPORAN
2 PENGELOLAAN TR ATIAN PENDIDIKAN NON
a PENDIDIKAN FORMAL
ll 1
v
E KOORDINASI
= PENYUSUNAN
& DOKUMEN
= PERENCANAAN
m
a
==
m
=)
=) A 4
= L
=
=
= REGULASI
M PERATURAN KONSULTASI DAN
PERUNDANG - KOORDINASI
UNDANGAN KEBIJAKAN
TEKNIS

SATUAN
PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI

< A 4
% MEMFASILITASI
S PENYUSUNAN
S REGULASI,
=9 KEBIJAKAN
2 DAERAH
m
E A 4
= MEMFASILITAST
z=a PENYUSUNAN DAN
=z &= PENETAPAN
g 2 REGULASI
&
-1
==ls !’
o=a zZ 4 ANALISIS DAN Mgﬁdsé?&AgkN
ZZ2z33 MENGOLAH DATA
IMENME PENDIDIKAN ANAK MENGELOLA
SE8S8 e, PENDIDIKAN ANAK
=y USITA DINI
s
=%y
A 4
MENYELENGGARAK

AN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI




Kode : KBM-02.01 CFMO2

Nama : Mengelola Pendidikan Sekolah Dasar

KBM-02.01 CFMO02
MENGELOLA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

l TIDAK:
s MENYUSUN
REGULASI MENGIDENTIFIKASI
S s
& MENYUSUN RENCANA .| JUKLAK DAN DATA DAN fgﬁ;ﬂﬁ‘gjﬁ NIONTEY YA LAPORAN
E KERJA JUKNIS INFORMASI, STROLATE DASAR
« PENGELOLAAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN
a PENDIDIKAN X
—] |
v
= KOORDINASI
a PENYUSUNAN
= DOKUMEN
=) PERENCANAAN
|
a
j=3
e
E y
&
= REGULASI KONSULTASI DAN
[~ PERATURAN KOORDINASI
PERUNDANG- KEBIJAKAN
UNDANGAN TEKNIS
7%}
=} E =
a=5@
S
= =
< y
L E MEMFASILITASI
=N PENYUSUNAN
g-g < REGULASI,
= B2 KEBIJAKAN
= DAERAH
N
=
=) y
E 5 FASILITASI
=5 PENYUSUNAN DAN
= » PENETAPAN
= REGULASI
m

SEKOLAH
DASAR

o
<<
Z v
o= = ANALISIS DAN FASILITASL,
2xag MEMBINA DAN
a MENGOLAH DATA
< 2 oM MENGELOLA
aa<i= PENDIDIKAN
R=a 5 SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN
@ Q2% SEKOLAH DASAR
XA
% |
v
MENYELENGGARA
KAN

PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR




Kode : KBM-02.01 CFMO3
Nama : Mengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

KBM-02.01 CFMO03
MENGELOLA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

TIDAK:
5 MENYUSUN l
8 S c REGULASI, JUKLAK MENGIDENTIFIKASI MENGELOLA
& MENYU K%gﬁN ANA DAN JUKNIS N DATA DAN PENDIDIKAN MONEV YA LAPORAN
3 > TENTANG INFORMASI, > SEKOLAH
a PENGELOLAAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN MENENGAH
PENDIDIKAN T 1
T
< A 4 J
a KOORDINASI
2 PENYUSUNAN
2 DOKUMEN
a PEREN(l':ANAAN
2 l
2
m
=]
2
g REGULASI »
i PERATURAN
% PERUNDANG- KONSULTASI DAN
UNDANGAN KOORDINASI
%o KEBIJAKAN
N
gz TEKNIS
Lok
SES
< A
& MEMFASILITASI
8= PENYUSUNAN
Z 5 REGULASI,
Sa KEBIJAKAN
z DAERAH
T
3 '
= MEMFASILITASI
2 PENYUSUNAN DAN
25 PENETAPAN
2 REGULASI
m
4 fac] A 4
o 3 g is ANALISIS DAN I\fgﬁé%\]l}f A’N
S25&S MENGOLAH DATA >
£8E=x PENDIDIKAN SMP BHTRVCIALOIL
MEREE PENDIDIKAN SMP

SEKOLAH
MENENGAH
PERTAMA

A

MENYELENGGARA-
KAN
PENDIDIKAN SMP




Kode : KBM-02.01 CFM04

Nama : Mengelola Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

KBM-02.01 CFMO04

MENGELOLA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN

DISDIK
PROVINSI
JATENG

,L TIDAF
MENYUSUN
% REGULASI, IDE‘)E;I&F];IZ?ISI MENGELOLA
= MENYUSUN RENCANA JUKLAK DAN PENDIDIKAN NON
E KERJA >| JUKNIS TENTANG Mlgggﬁgggkl\] FORMAL/ MONEN A AR
2] PENGELOLAAN T AR KESETARAAN
a PENDIDIKAN
'S
|
<< y
2 KOORDINASI
o PENYUSUNAN
= DOKUMEN
o) PERENCANAAN
a
=]
@
E A
a
=
<2
= REGULASI KONSULTASI DAN
< PERATURAN KOORDINASI
PERUNDANG- KEBIJAKAN
UNDANGAN TEKNIS

SATUAN
PENDIDIKAN
NON FORMAL/
KESETARAAN

< A
% MEMFASILITASI
=2 5 PENYUSUNAN
=5 REGULASI,
=8 KEBIJAKAN
= DAERAH
=
=
=1
= MEMFASILITASI
T 2 PENYUSUNAN DAN
= &5 PENETAPAN
| @ REGULASI
=
=] =
= =0 A
= 5% 45 ANALISIS DAN EASILITA ST
O=20=2 MENGOLAH DATA LIEMBIN oo
=ZZ = MENGELOLA
ZSE2S S
SEM2 PENDIDIKAN NON
aEaAax PENDIDIKAN NON
259280 FORMAL/
MEZS= KESETARAAN AN Ly
0
=82 KESETARAAN
o s
A
MENYELENGGARA

KAN PENDIDIKAN
NON FORMAL/
KESETARAAN




Kode
Nama

.

KBM-02.02 CFMO1
Mengelola Perpustakaan Kabupaten Kebumen

KBM-02.02 CFMO1

MENGELOLA PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

!

TID.

PERATURAN
PERUNDANG -

DISARPUS
PROVINSI
JATENG

UNDANGAN

KOORDINASI

KEBIJAKAN
TEKNIS

12 MENGEMBANGKAN
8 MENGIDENTIFIKASI MENINGKATKAN

= MENYUSUN RENCANA MENYUSUN DANTA, INFORMASI KAPASITAS TENAGA MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN DAN MEMELIHARA

E KERJA g R GULAS DAN MERUMUSKAN PERPUSTAKAAN DAN [ >| MENGEMBANGKAN PERPUSTAKAAN LAYANAN A EAEORAS
3 KEBIJAKAN DAERAH e A e AT AT BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN

a ELEKTRONIK

= 1

[ KOORDINASI

=3 PENYUSUNAN

=) DOKUMEN

= PERENCANAAN

2

2

=

Z

5

& REGULASI KONSULTASI DAN

PEMERINTAH
DESA

=
&
. MEMFASILITAST FASILITAST
=3 PENYUSUNAN PENGEMBANGAN
= =} REGULASI, DAN PEMBINAAN
k| = KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN
= DAERAH
T
z !
=
= MEMFASILITASI
5 PENYUSUNAN DAN
= PENETAPAN
= REGULASI
=
=
== MEMPROSES
25 PENGADAAN —
S @ BAHAN PUSTAKA
=
2
= MENGELOLA
= LAYANAN
S PERPUSTAKAAN
& ELEKTRONIK
a
g L
=
=
2
a
a
=
2
2
=
a
Qe IDENTIFIKASI _1
ZRE= KEBUTUHAN /
29==49 > PENJARINGAN
E22a8 BAHAN
= PUSTAKA
= =2
=52 = PENGGUNA
2293 PEMETAAN DAN Ay AR AN,
2g8=¢e L PENDATAAN
EB8sS= T A PERPUSTAKAAN
hEES ELEKTRONIK
2
= =




Kode : KBM-02.02 CFMO2

Nama : Mengembangkan Budaya Gemar Membaca

KBM-02.02 CFM02
MENGEMBANGKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA

MOTOR PINTAR

PEMERINTAH
DESA

l TIDAK:
@ MENGEMBANGKAN
& MENYUSUN MEMBANGUN DAN
2 MENGIDENTIFIKAS MENSOSIALISASIKAN LITERASI BERBASIS
= MENYUSUN RENCANA _,|  REGULASL T T ST S AT MEMELIHARA SARANA YA ADORAN
< KERJA JUKLAK DAN INKLUSHSOSIAL; PERPUSTAKAAN DI
7} Ko INFORMASI LITERASI MENYELENGGARAKAN DS DO
A LOMBA LITERASI
v
< KOORDINASI
a PENYUSUNAN
o DOKUMEN
& PERENCANAAN
o)
w0
<
z
g v 4
o,
"4
@
o REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN KOORDINASI
PERUNDANG- KEBIJAKAN
o UNDANGAN TEKNIS
[ZR<)
257
=
=
585
o
— |
5 !
&
o MEMFASILITASI
& A PENYUSUNAN
E =] REGULASI,
52 KEBIJAKAN
< DAERAH
m
=
=]
=
Sx MEMFASILITASI
: 5 PENYUSUNAN DAN
28 PENETAPAN
g REGULASI
m
G .
= QU l
= BE< 2 v VL
2z=4
5294
Hesd
z% = SOSIALISASI
=S & BUDAYA BACA
552 % DAN LITERASI, Sggﬁdﬁsﬁli‘;% LOKASI SARANA
EFSe LAYANAN — e, | PERPUSTAKAAN DI
BEEZ PERPUSTAKAAN LT RS TEMPAT UMUM
£ S KELILING DAN




Kode
Nama

: KBM-02.03 CFMO1

: Melestarikan Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten Kebumen

KBM-02.03 CFMO1

MELESTARIKAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DISPRBUD

i TIDAK
8 IDENTIFIKASI DAN S%SIIJ’[‘J];S:SI
2
] MENYUSUN RENCANA REGULASI, JUKLAK, PENELUSURAN T ALIH MEDIA DAN DOKUMENTASI DAN T O
< KERJA > JUKNIS NASKAH KUNO MILIK > PENYIMPANAN LAYANAN INFORMASI
@ e NASKAH KUNO MILIK
a DAERAH
. v
) KOORDINASI
=2 PENYUSUNAN
o DOKUMEN
5 PERENCANAAN
2]
<
4
228
2
o REGULASI KONSULTASI DAN
5 PERATURAN KOORDINASI
PERUNDANG- KEBIJAKAN
UNDANGAN TEKNIS
@ =
2]
>
z5E
aa”
<
&
12}
8z v
z B
=3
& IDENTIFIKASI
E MEMFASILITASI DAN
PENYUSUNAN PENELUSURAN
REGULASI

BAGIAN
HUKUM
SETDA

¥

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN

PENETAPAN
REGULASI

KEMENAG
(PONPES,
TEMPAT
IBADAH)

z =
EEE
92
5220
Egas&
BAEYZ
@800
Az

SOSIALISASI PERAN
SERTA MASYARAKAT
DALAM
PENYIMPANAN,
PERAWATAN,
PELESTARIAN, DAN
PENDAFTARAN
NASKAH KUNO

PEMERINTAH
DESA

LAYANAN INFORMA SI

NASKAH KUNO MILIK

DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN




Kode
Nama

: KBM-03.01 CFMO1

: Mengelola Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data

KBM-03.01 CFMO1

MENGELOLA DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA

DINSOS P3A

MENYUSUN
RENCANA KERJA

MENYUSUN
REGULASI,
JUKLAK DAN
JUKNIS

|

TIDAK:

TIDAK:

DAk

A 4
MENGIDENTIFIK
ASI DATA,

P INFORMASI DAN
MERUMUSKAN
KEBIJAKAN

DATA PILAH
GENDER

PERSETUJUA
N

YA—>|

PEMBUATAN
BUKU DATA
PILAH GENDER
DAN ANAK

MONEV

YAD|

LAPORAN

TERSEDIANYA
BUKU DATA
PILAH GENDER
DAN ANAK

ATA GENDE
DAN ANAK
TERPILAH DAN
VALID

BAPPEDA

A

KOORDINASI
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN

L

KEMENSOS,
KEMENTRIA
N PP3

DINSOS
PROVINSI
JATENG

REGULASI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

BABIAN
HUKUM
SETDA

A

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN
REGULASI

SELURUH
PERANGKAT
DAERAH

PEMERINTAH
DESA

RAKOR
PENGUMPUL
AN DATA
PILAH
GENDER

BPS

MENYUSUN
DAN
MENYAMPAI
KAN DATA
PILAH
GENDER

PENDISTRIBU-
SIAN BUKU




Kode : KBM-03.02 CFM 01
Nama : Meningkatkan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

KBM-03.02 CFMO1

MENINGKATKAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

TIDAK:
s v
o0
I MENGIDENTIFIKASI
@« MENYUSUN LAY DATA, INFORMA SI MELAKSANAKAN TERSEDIANYA SK TERBENTUKNYA
o » REGULASI, JUKLAK KEGIATAN PUG
2 RENCANA KERJA S R DAN MERUMUSKAN TOETASUIE FERE DAN GAP GBS KELEMBAGAAN PUG
E KEBIJAKAN
] 1 r
< !
a KOORDINASI
o PENYUSUNAN
% DOKUMEN
I} PERENCANAAN
|
0
o
2 A4
m
&
X KONSULTASI DAN
REGULASI KOORDINASI
PERATURAN KEBIJAKAN
PERUNDANG- TEKNIS
h B o UNDANGAN
D Z A
0 S o
Z o g
a E —

PEMERINTAH
DESA

KEGIATAN PUG

TERMASUK PPRG

§ \ 4 h 4
w0
g3 Iﬁ:%FASILITASI FASILITASI
YUSUNAN
z 5 KEBIJAKAN DAN AT LSRN
S KEGIATAN PUG
5] REGULASI
S
—

§ v
S MEMFASILITASI
= A PENYUSUNAN DAN
z & PENETAPAN
g 2 REGULASI
<
m
S ¥

Jas:
D X
O o
D Z
sl
2 9 MELAKSANAKAN KOORDINASI

PENYUSUNAN SK
DAN GAP GBS




Kode : KBM-03.02 CFMO2

Nama : Memberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan

KBM-03.02 CFMO02
MEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

¥ TIDAK-
<
2 MENYUSUN MENGIDENTIFIKASI KOORDINASI DAN
0 MENYUSUN REGULASI, DATA, INFORMASI PERSIAPAN TERWUJUDNYA
2 RENCANA KERJA ] JUKLAK ™| DAN MERUMUSKAN | >  PELAKSANAAN Y A—p| LAPORAN > PARTISIPASI PERMPUAN BERDAYA
Z DAN JUKNIS KEBIJAKAN (ADMINISTRASI DAN PEREMPUAN
) SARPRAS)
| -
) —
ol
g KOORDINASI
© PENYUSUNAN
g5 DOKUMEN
= PERENCANAAN
I
; Ll
e}
0
=
m
=
m
M REGULASI
PERATURAN
PERUNDANG-
L UNDANGAN
n NG
55
23 E
A ﬁ |
5 Y v
o MEMFASILITASI
M A PENYUSUNAN FASILITASI
Z 5 KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
é % REGULASI ADVOKASI
<
m
=
5 A
= MEMFASILITASI
ya) PENYUSUNAN DAN| |
z 3 PENETAPAN
é “ REGULASI
<
m
Z —
= § MELAKSANAKAN
2354 ADVOKASI KEBIJAKAN
25 4 DAN PENDAMPINGAN
Z<E > PENINGKATAN
“ % =] PARTISIPAS] PEREMPUAN
039 DAN POLITIK, HUKUM,
5 g SOSIAL DAN EKONOMI




Kode

Nama

: KBM-03.03 CFMO1

: Melaksanakan Pembangunan Keluarga Sejahtera

KBM-03.03 CFMO1

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

QR URUH.

PEMERINTAH

DESA

(KIE) PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
SESUAI KEARIFAN BUDAYA
LOKAL

¢ TIDA F
% MENGIDENTIFIKASI o
= MENYUSUN LI ASEICAN DATA, INFORMA SI R R
2} REGULASI, JUKLAK i PEMBERDAYAAN DAN MONEV Y A LAPORAN
=] RENCANA KERJA DAN MERUMUSKAN
= DAN JUKNIS emlet A PENINGKATAN
E KELUARGA SEJAHTERA
I_ S
1 Il
= KOORDINASI
& DOKUMEN
% PERENCANAAN
=]
=
E KONSULTASI DAN
= KOORDINASI
B REGULASI TERKAIT
PERATURAN PEMBANGUNAN
PERUNDANG - KELUARGA
= UNDANGAN SEJAHTERA
RE S
< =
3k
2=
=
s=
[=V 5]
2
-
(22}
=z 8
==
<
o2
A = MEMFASILITASI
== MEMFASILITASI PELAKSANAAN
é = PENYUSUNAN PEMBANGUNAN
5« KEBIJAKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
= REGULASI
= Il
=
= MEMFASILITASI
= 2 PENYUSUNAN DAN
= 5 PENETAPAN
| 2 REGULASI
g
w2
=
9
=7
- o MELAKSANAKAN
=] PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA
- MELALUI PEMBINAAN
E — KETAHANAN DAN
P é KESEJAHTERAAN
B = 4 KELUARGA, PELAKSANAAN
S ADVOKASI, KOMUNIKASI,
b @ INFORMASI DAN EDUKASI




Kode
Nama

: KBM-03.04 CFMO1

: Membina Keluarga Berencana

KBM-03.04 CFMO1
MEMBINA KELUARGA BERENCANA

DINKES
PROVINSI
JATENG

¢ TIDA
& MENYUSUN MENYUSUN ! KOORDINASI TERKAIT MELAKSANAKAN
@ RENGANA RERIA —>| REGULASI, JUKLAK DAN MERUMUS R AN PEMBINAAN KELUARGA PROGRAM PEMBINAAN MONEV YA LAPORAN
= DAN JUKNIS BERENCANA KELUARGA BERENCANA
= KEBIJAKAN
3 ] —
-~
g !
=3
=
o3 MEMBERIKAN
2 PELAYANAN
= KELUARGA
a3 BERENCANA
=
=
- A 4
g KOORDINASI
g DOKUMEN
=z PERENCANAAN
12} v
=
=
m
= KONSULTASI DAN
B REGULASI KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
> PERUNDANG- PEMBINAAN
UNDANGAN KELUARGA
BERENCANA

SE
al e y
2l
<
(2]
29 MEMFASILITASI
PELAKSANAAN
g PEMBINAAN KELUARGA
= v BERENCANA
Z. MEMFASILITASI
== PENYUSUNAN
Z5 KEBIJAKAN DAN
S REGULASI
<
m
=
5 A 4
= MEMFASILITASI
= a PENYUSUNAN DAN
= 5 PENETAPAN
g Z REGULASI
<<
=
=
=
==
o<
=2
a3
=

PEMERINTAH

DESA

OPTIMALISASI DAN
IMPLEMENTASI
PROGRAM
KELUARGA
BERENCANA




Kode : KBM-03.05 CFMO1
Nama : Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

KBM-03.05 CFMO1

MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

!

TIDA

UPT DINKES
PPKB

KOORDINASI,
IDENTIFIKASI DAN
MENGOLAH DATA

TERKAIT PENGENDALIAN

SINKRONISASI KEBIJAKAN

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN UPAYA KESEHATAN
BERSUMBERDAYA DAYA

2 MENGOORDINASIKAN MELAKSANAKAN

& MENYUSUN MENGIDENTIFIKASI KEBIJAKAN KEBIJAKAN

= MENYUSUN DATA, INFORMA SI LAPORAN
@ RENGANS o A —> REGULASI, JUKLAK R T T PENGENDALIAN PENGENDALIAN

=] DAN JUKNIS S PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN

= I_ PENDUDUK PENDUDUK

PERTUMBUHAN
PENDUDUK MASYARAKAT
|
A 4 —
= KOORDINASI
=] PENYUSUNAN
& DOKUMEN
= PERENCANAAN
w0
=
E v
= KONSULTASI
= DAN
=
PIEERi;-J{}QiII\: KOORDINASI
— TERKAIT
PERUNDANG -
UNDANGAN PENGENDALIAN
b B o PERTUMBUHAN
Y PENDUDUK
= S =
SR

<=

£ E

% 3

)

23

== MEMFASILITASI
PELAKSANAAN

2 PENGENDALIAN

o Y PERTUMBUHAN

L MEMFASILITASI PENDUDUK

X a8 PENYUSUNAN

=z = KEBIJAKAN DAN

52 REGULASI

<

m

E h 4

= MEMFASILITASI

== PENYUSUNAN DAN

== PENETAPAN

g Lz REGULASI

=

m

QSELHURIH
OHZUNUTT

PEMERINTAH DESA | KECAMATA

OPTIMALISASI
PENGENDALIAN
PERTUMBHAN
PENDUDUK

MENERIMA
INFORMASI DAN
LAYANAN
KELUARGA
BERENCANA




Kode : KBM-03.06 CFMO1
Nama : Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan

KBM-03.06 CFMO1
MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

¢ TIDAK:
< KOORDINASI
, MENURUNNYA
E MENYUSUN MENYUSUN Iv]gil}illﬁggg&lgxs?l Rt ANGRAKASUS
@ , MELAKSANAKAN PERMPUAN
Q RENCANA KERJA o NZECLLE, UL DAN MERUMUSKAN | | Y A LAPORAN > KEKERASAN TERLINDUNGI
@ DAN JUKNIS PENCEGAHAN TR
Z KEBIJAKAN KEKERASAN TERHADAP
a PEREMPUAN
C PEREMPUAN X
= KOORDINASI
g PENYUSUNAN
2 DOKUMEN
Z PERENCANAAN
8
12} A4
E v
z KONSULTASI
2 DAN
REGULASI KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
PERUNDANG- KEBLJAKAN
o Gy UNDANGAN TEKNIS
Lk
£3E
[a] g -
3 v v
& _ MEMFASILITASI FASILITASI PELAKSANAAN
5] ENSUSUNEN) KEBIJAKAN, PROGRAM DAN
z & KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENCEGAHAN
=8 RCULAG KEKERASAN TERHADAP
] PEREMPUAN
m
s v
2 MEMFASILITAST
25 PENYUSUNAN DAN
= & PENETAPAN
<o REGULASI
[}
<
o
1)
<
EE
> Y
S Z
a5 2 MENGOORDINASI-KAN
n @ B DAN MENSINKRONKAN
5 PELAKSANAAN
= KEBIJAKAN, PROGRAM
- DAN KEGIATAN
S = PENCEGAHAN
524 KEKERASAN TERHADAP
o=l PEREMPUAN
A @
W




Kode
Nama

SATPOL-PP.

: KBM-03.06 CFMO2
: Menyediakan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi

KBM-03.06 CFMO1

MENYEDIAKAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI

TIDAK
MENYELENGGARAKAN
S N LAYANAN RUJUKAN
= LANJUTAN BAGI TERLAKSANANYA
@ MENYUSUN MENGIDENTIFIKASI PEREMPUAN KORBAN KOORDINASI ORBAN KEKERASA]
] MENYUSUN DATA, INFORMA SI PEREMPUAN
2 RENGANA RERJA REGULASI, JUKLAK o KEKERASAN YANG Y A—> LAPORAN —> LAYANAN KORBAN TR ST
g DAN JUKNIS DAN MERUMUSKAN MEMERLUKAN KEKERASAN
KEBIJAKAN KOORDINASI PEREMPUAN LAYANAN
A
|-
] !
a KOORDINASI
2 PENYUSUNAN
a DOKUMEN
§ PERENCANAAN
@
2 A
z 4
s
a8 REGULASI KONSULTASI
PERATURAN DAN
PERUNDANG- KOORDINASI
UNDANGAN TERKAIT
Al KEBIJAKAN
Bz 2 TEKNIS
2 > =
= o &
aES

L ﬁk E" %
[ )
[Ne) Ez:
g ]
CE
EEES
83
Z g
2%
2 C
28 MEMFASILITASI
28 PENYUSUNAN
z 5 KEBIJAKAN DAN
sk REGULASI
S
KOORDINASI,
E § PENDAMPINGAN
=i MEMFASILITAST DA P LY
Za PENYUSUNAN DAN
=8 PENETAPAN PEREMPUAN
| REGULASI KORBAN
g KEKERASAN
m

SELURUH
KECAMATA
N

SELURUH
PEMERINTAH
DESA




Kode

: KBM-03.06 CFMO3

Nama : Menguatkan dan Mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
KBM-03.06 CFMO03
MENGUATKAN DAN MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
"TID.
< ! KOORDINASI MELAKSANAKAN
kS PENGUATAN PENGUATAN KAPASITAS
2 MENGIDENTIFIKASI
%) MENYUSUN MENYUSUN DATA, INFORMA SI SDM LEMBAGA SUMBER DAYA LEMBAGA SDM LEMBAGA TERSEDIANYA
2 RENCANA KERJA REGULASI, JUKLAK | | DAN MERUMUSKAN PENYEDIA | >  PENYEDIA LAYANAN MONEV v JAPORAN Ll CAvANAN vaNG RN
z DAN JUKNIS IR LAYANANPERLIN PENANGANAN BAGI ORI ONAL YANG KUAT/BONAFIY
=] DUNGAN PEREMPUAN KORBAN
L PEREMPUAN KEKERASAN
.
—
< ' —
a KOORDINASI
a PENYUSUNAN
& DOKUMEN
P PERENCANAAN
I
[}
@]
|2}
Z y
:
& KONSULTASI
DAN
oG ILAS] KOORDINASI
RANES] | TERKAIT
PERUNDANG- KEBIJAKAN
o B o UNDANGAN
8 Z E TEKNIS
23 &
Q&5
é FASILITASI PELAKSANAAN
@« PENGUATAN KAPASITAS
LQ S NS?E%%SS%;T:I\?I SUMBER DAYA LEMBAGA
z E PENYEDIA LAYANAN -
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Kode : KBM-03.07 CFM 01
Nama : Mencegah Kekerasan terhadap Anak
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MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK
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Kode
Nama

: KBM-03.07 CFM 02

: Menyediakan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

KBM-03.07 CFMO2
MENYEDIAKAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
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Kode : KBM-03.07 CFM 03
Nama : Menguatkan dan Mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan

KBM-03.07 CFMO03
MENGUATKAN DAN MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN

ATPOL-PP.
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Kode
Nama

: KBM-03.08 CFMO1
: Melembagakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha

KBM-03.08 CFMO1
MELEMBAGAKAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA
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Kode : KBM-03.08 CFMO2
Nama : Menguatkan dan Mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

KBM-03.08 CFMO02

MENGUATKAN DAN MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK
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Kode

: KBM-03.09 CFMO1
Nama : Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak

KBM-03.09 CFMO1
MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK
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Kode : KBM-04.01 CFM 01

Nama : Melaksanakan Penyuluhan Pertanian

KBM-04.01 CFMO1

MELAKSANAKAN PENYULUHAN PERTANIAN
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Kode :
Nama :

KBM-04.02 CFMO1
Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian

KBM-04.02 CFMO1

MENYEDIAKAN DAN MENGEMBANGKAN PRASARANA PERTANIAN
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Kode : KBM-04.03 CFM 01
Nama : Menyediakan dan Mengembangkan Sarana Pertanian

KBM-04.03 CFMO1
MENYEDIAKAN DAN MENGEMBANGKAN SARANA PERTANIAN
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Kode : KBM-04.04 CFMO1
Nama : Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian

KBM-04.04 CFMO1

MENGENDALIKAN DAN MENANGGULANGI BENCANA PERTANIAN
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Kode

: KBM-04.05 CFMO1

Nama : Mengendalikan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

KBM-04.05 CFMO1
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Kode
Nama

: KBM 04.06 CFMO1
: Mengelola Perizinan Usaha Pertanian

KBM-04.06 CFMO1
MENGELOLA PERIZINAN USAHA PERTANIAN
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I~
o
Z
=&
E E TIDAK
=2
==
==
REGULASI
> PERATURAN
= PERUNDANG -
L2 e UNDANGAN
2=
5a2
=
Ese
S & R
2 % =
o X<
= TIAK
2
am
]
=
2
= g = MEMFASILITASI
=22 PENYUSUNAN IMPLEMENTASI DAN
2S5 KEBIJAKAN DAN
= z REGULASI
=2
g3
=
2
S5 MEMFASILITAST
; 5 PENYUSUNAN DAN
=% PENETAPAN REGULASI
]
<
o
ar
% & /Mﬁ BITKA)
[ = TID. IZIN USAHA
§ a PERTANIAN
zZ
i
=5 MENGAJUKAN
E = PERMOHONAN IZIN
= USAHA PERTANIAN
=3




Kode : KBM 04.07 CFMO1

Nama : Mengelola Perikanan Budidaya

KBM-04.07 CFMO1
MENGELOLA PERIKANAN BUDIDAYA

TIDAK
E l MENGELOLA
z PERENCANAAN,
£ ; MENYUSUN D st MPROSES D PENGEMBANGAN, A MENGELOLA MEMBINA DAN
B MENYUSUN RENCANA ] MENERBITKAN PEMANFAATAN DAN KESEHATAN IKAN DAN MEMANTAU
&2 KERJA G R GULAS L LIUKLAK DANJMBRUMUSKAN] REKOMENDASI PERLINDUNGAN SARANA [  LINGKUNGAN PEMBUDIDAYAAN LAEGRAN
c DAN JUKNIS KEBIJAKAN PERIKANAN PEMBUDIDAYAAN
o5 TDPIK LAHAN UNTUK BUDIDAYA TKAN
zZa BUDIDAYA AN IKAN
<
E IKAN
<
g KOORDINASI
£ DOKUMEN
H PERENCANAAN
———
z
z% z
202
g2%
z Ex
g22
g~ KONSULTASI DAN
5 REGULAST KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT IZIN
bl PERUNDANG- USAHA
Z © UNDANGAN PERTANIAN
3=
oa
% e
E
S
8

DISPERINDAG KUKM,
DISKOMINFO,
DPMPTSP

TIDAK
z
<
[a]
zZ<
<
E E E I\/][)l;:;]]w\l};[“\jss%i\’!r:]?l MEMFASILITASI
[CReR7} IMPLEMENTASI DAN
55z D A AN PERIZINAN/NON
] PERIZINAN PERIKANAN
& BUDIDAYA
=
oY)
=
2
ER MEMFASILITAS
= PENYUSUNAN DAN
< u PENETAPAN REGULASI
g
<
m
[~ TIDAK-

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN
DESA (PETANI IKAN)

MENGAJUKAN PERMOHONAN
TANDA DAFTAR BAGI
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

(TDPIK)




Kode : KBM 04.08 CFMO1
Nama : Mengelola Perikanan Tangkap

KBM-04.08 CFMO1

MENGELOLA PERIKANAN TANGKAP

DESA (KAWASAN
PERIKANAN TANGKAP/

DAFTAR KAPAL
PERIKANAN BERUKURAN
SAMPAI DENGAN 10 GT

l TIDAK
MENGELOLA
o TRy ‘DE“,‘N;‘?SmSSIK?\’;TA' PENANGKAPAN IKAN DI MENGELOLA DAN
I MENYUSUN RENCANA WILAYAH SUNGAL MEMBERDAYAKAN MENYELENGGARAKAN DAFTAR KAPAL
= E 8 ]
3 KERJA REG&]\]“‘?&[‘(’L’E“AK ANIZEBS‘I"SA@Q"‘;’:"JAN DANAU, WADUK, RAWA, NELAYAN KECIL > TEMPAT PELELANGAN PERIKANAN LIONEM X2 LAZORAN
TANGKAP DAN GENANGAN AIR IKAN (TPI)
LAINNYA
<
9 KOORDINASI
) DOKUMEN
) PERENCANAAN
&
Fx
Z
Bof
=
<
EES
|32
=5d
Sa & KONSULTASI DAN
=i REGULASI KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
L PERUNDANG- PERIKANAN
z UNDANGAN TANGKAP
Eo
3=
I3
e
&
g 5
a
z
Z
a
zZ <
zZ8 MEMFASILITASI MEMFASILITASI
=g x| PENYUSUNAN PENGELOLAAN
e 1 KEBIJAKAN DAN PERIKANAN
[::Ne)
E REGULASI TANGKAP e
E L
&
z !
2
2 g MEMFASILITASI
e PENYUSUNAN DAN
Z3 PENETAPAN REGULASI
E
.<
g& MEMFASILITASI
S PENGELOLAAN DAN
s 4 LAYANAN TIDAK—
Sxd PERIZINAN/
597 NON PERIZINAN
A% PERIKANAN TANGKAP
a
Y
12}
=
o
a
3
ZZ
EZ FASILITASI,
v = PENGAWASAN
S 2 PERIKANAN
S8 TANGKAP
3%
4
!
3 MENGAJUKAN
PERMOHONAN
PENERBITAN TANDA




Kode : KBM 04.09 CFMO1

Nama : Mengawasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

KBM-04.09 CFMO1
MENGAWASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

i TIDAK-

IDENTIFIKASI DATA DAN
a MELAKUKAN
] MENYUSUN PERUMUSAN KEBIJAKAN
T LIENVUSUNIRENCANA REGULASI, JUKLAK ANALISIS SUMBERDAYA PENGAWASAN MONEV YA LAPORAN

KERJA SUMBERDAYA KELAUTAN
a DAN JUKNIS KELAUTAN DAN R
PERIKANAN >

<
g KOORDINASI
) DOKUMEN
o PERENCANAAN
m

DKP PROVINSI
JATENG

= =
= <<
E0Z |
= =] y
=E
£ = =] KONSULTASI DAN
&
E § REGULASI K%%iﬁiij—‘:s{
S e PENGAWASAN
PERUNDANG -
UNDANGAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN
SDA SETDA

P
s

MEMFASILITASI

ENGAWASAN
UMBERDAYA

KELAUTAN DAN

PERIKANAN

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN REGULASI

SETDA

BAGIAN HUKUM

SATPOL PP,
INSPEKTORAT

MEMFASILITASI

! PENGAWASAN
z2 SUMBERDAYA
EJ KELAUTAN DAN
22 = PERIKANAN
ISl
¥ -
ol
- B
SgE
2%
=
Ea
< 4
P za R
S E A MELAKSANAKAN
23] s
¥=E=g OPTIMALISASI
FZ=2 SUMBERDAYA
£ = KELAUTAN DAN
£ =5 PERIKANAN
&Q
AR




Kode

: KBM 04.10 CFMO1
Nama : Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

KBM-04.10 CFMO1
MENINGKATKAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
TIDAK:
IDENTIFIKASI, ANALISIS MELAKSANAAN PEMBINAAN MEMBERIKAN
o DATA DAN MENINGKATKAN
£ MENYUSUN MERUMUSKAN MUTUDATKE AMANAN ETI EASILITASIBAC,
= MENYUSUN RENCANA HASIL PERIKANAN KETERSEDIAANIKAN PELAKU USAHA
E REGULASI, JUKLAK KEBIJAKAN —> —»  UNTUK KONSUMSI YA LAPORAN
KERJA BAGI USAHA PENGOLAHAN PERIKANAN SKALA
DAN JUKNIS PENGOLAHAN DAN DAN USAHA
DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN
PEMASARAN HASIL T T PENGOLAHAN
PERIKANAN KECIL
<
8 KOORDINASI
& DOKUMEN
z PERENCANAAN
= %
<<=z
o<
HE2
CEE
2=
RS KONSULTASI DAN
< g TG KOORDINASI
PERATURAN [EERKATT
L TRy PENGOLAHAN DAN
z NDANCAN PEMASARAN HASIL
£o PERIKANAN
g
&
& b
a
z
<
a
zZ <
= <A MEMFASILITASI MEMFASILITASI
S IMPLEMENTASI
<=5 PENYUSUNAN
S0 S AT PENGOLAHAN DAN
55 A PEMASARAN HASIL
z a PERIKANAN
[
2]
2%
=
Z
5= MEMFASILITAST
3 g PENYUSUNAN DAN
Z8 PENETAPAN REGULASI
o
<
m
=
=
M
i MEMFASILITASI
S PENGOLAHAN DAN
E PEMASARAN HASIL
& PERIKANAN
&
2]
a
% =
2]
o u
522
&<3 MENDAPATKAN
0% PEMBINAAN MUTU MENGOLAH DAN
SER DAN KEAMANAN MEMASARKAN HASIL [—
S E HASIL PERIKANAN
2 5 S PERIKANAN
=]
8g
g%




Kode : KBM-05.01 CFMO1

Nama : Memfasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

KBM-05.01 CFMO1

MEMFASILITASI PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

l TIDAK
g SOSIALISASI
=™
= MENYUSUN REGULASI, PENYKI’\\AI\;, TS MONEV YA..LAPO RAN
<<
= RENCANA KERJA JUKLAK, JUKNIS BGULASE
a DAERAH 'S
<< A 4
8 KOORDINASI
o PENYUSUNAN
= DOKUMEN
P PERENCANAAN
= =
g 2
==
sgcad KONSULTASI
m=a
g§9Ea DAN
= [E REGULASI KOORDINASI
= = PERATURAN FASILITASI
— PENYUSUNAN
n . PERUNDANG -
E Bg<2 UNDANGAN OIS,
EZ2EBE KEBIJAKAN
EEREE DAERAH
2 RSN
HOMwo
=SESSE
= LAmE .
- e i YA

BAGIAN
PEMERINTAHAN
SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

BAGIAN HUKUM
SETDA

v

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN ——
PENETAPAN REGULASI

KECAMATAN

PEMERINTAH
DESA

MENYUSUN DAN
MENGAJUKAN
KAJIAN DAN
MUSYAWARAH
PENYEPAKATAN
STATUS DESA

T

PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN

"TIDAK

SOSIALISASI
DAN
PENYAMPAIAN
REGULASI
DAERAH




Kode : KBM-05.02 CFMO1

Nama : Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
KBM-05.02 CFMO1
MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
TIDAK-
= l MEMBINA DAN
= IDENTIFIKASI DAN MENGAWASI
[ MENYUSUN
= MENVU SO N PENYELENGGARA =T LAPORAN
2 ~ b DL E/ATA > AN ADMINISTRAST
= LI DINNAORIICANS JUKLAK DAN PEMERINTAHAN
a RENCANA KERJA AN ADMINISTRASI
JUKNIS DESA DESA
L 1
E KOORDINASI
E PENYUSUNAN
& DOKUMEN
é PERENCANAAN
 E—
Zq
Za
8=
gg '
5 = KONSULTASI,
=] KOORDINASI,
REGULASI FASILITASI
4] BER GO PENYUSUNAN
2 = PERUNDANG - REGULASI,
== = UNID)/ARIE /AN KEBIJAKAN
=g DAERAH
B =
o =
22}
a
Z
= MEMFASILITASI
E £ 5 PENYUSUNAN
S E = REGULASI,
=R KEBIJAKAN
= DAERAH
3]
=%
=
=
= MEMFASILITASI
== PENYUSUNAN
= = DAN PENETAPAN
=~ REGULASI
el
m
% T MEMFA
= é PENGAWASAN
E L::J PENYELENGGARAAN
o= ADMINISTRASI
@D PEMERINTAHAN
E o DESA
=
=
=
5 MENYAM PAI- MENYUSUN
= KAN SARAN DAS'I;‘S*_?QI\SAE/
> MASUKAN
/ INFORMA SI
= ADMINISTRASI MENYELENGGA
£ PEMDES RAKAN
=2 4B ADMINISTRASI
E a PEMERINTAHAN
E DESA




Kode
Nama

.

KBM-05.03 CFMO1
Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

KBM-05.03 CFM 01
MEMBERDAYAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATANAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DINAS- PMD__ KEMENTERI

BAGIAN HUKUM
SETDA

FASILITASI
PENYUSUNAN

DAN PENETAPAN
PRODUK HUKUM

MASYARAKAT HUKUM ADAT

l TIDAK-
= e U SUN IDENTIFIKASI DAN MELAKSANAKAN FASILITASI
= ANALISIS PEMBERDAYAAN LEMBAGA
REGULASI, JUKLAK,
2 REn TSN A T —>| PENYELENGGARA >  KEMASYARAKATANAN, Y A
= TSI IAG AT AT AT AR AN ADMINISTRASI LEMBAGA ADAT DAN
a DIEEA DESA MASYARAKAT HUKUM ADAT
L
I v
a KOORDINASI
E PENYUSUNAN
a; DOKUMEN
E& PERENCANAAN
% < % 1 ,
L2 A
F g =¥ KONSULTASI,
i KOORDINASI,
z = REGULASI FASILITASI
== PERATURAN
=~ e PENYUSUNAN
m UNDANGAN IRTGOLASL,
N e KEBIJAKAN
< 29 DAERAH
e =<
b E S M
L ©) (52
AR
5 oA
0]
=
é A
Z= < FASILITASI
E =g PENYUSUNAN
Z E % PRODUK HUKUM
= FASILITASI PELAKSANAAN
~ PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATANAN,
LEMBAGA ADAT DAN

KECAMATAN

’

PEMBENTUKA
N PRODUK

DESA

HUKUM DESA
TENTANG
LEMBAGA

KEMASYARAK

ATAN DESA

Y

PEMBENTUKA
N PRODUK
HUKUM DESA
TENTANG
LEMBAGA
KEMASYARAK
ATAN DESA

Y

SOSIALISASI

PEMBINAAN/
PEMBERDAYA
AN KEPADA
LEMBAGA
KEMASYARAK
ATAN DESA




Kode : KBM-05.04 CFMO1

Nama : Memfasilitasi Kerjasama Desa

KBM-05.04 CFM O1
MEMFASILITASI KERJASAMA DESA

!

TIDA K-

IDENTIFIKASI DAN

REGULASI
PERATURAN
PERUNDANG -

KEMENTERIAN
DESA,
KEMENDAGRI

KOORDINASI,
FASILITASI
PENYUSUNAN

UNDANGAN

DINAS PMD,
SETDA
PROVINSI
JATENG

a MENYUSUN
= MENYUSUN T EUT/ADIL. SRR ANALISIS MELAKSANAKAN PEMBINAAN YA
I ’ PENYELENGGARA DAN PENGAWASAN
2 LRINISYANYA TSl 7] JUKNIS LEMBAGA AN ADMINISTRASI KERJASAMA DESA
= KEMASYARAKATAN
a DESA DEI_SA
= KOORDINASI
= PENYUSUNAN
& DOKUMEN
o PERENCANAAN
. ,
KONSULTASI,

REGULASI,
KEBIJAKAN
DAERAH

BAGIAN
PEMERINTAHAN
SETDA

4

FASILITASI
PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM

4
FASILITASI
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
KERJASAMA DESA

1

INSPEKTORAT
DAERAH

FASILITASI
PENGAWASAN
KERJASAMA DESA

~

BAGIAN HUKUM
SETDA

4
FASILITASI
PENYUSUNAN

DAN PENETAPAN
PRODUK HUKUM

SELURUH
KECAMATAN

SOSIALISASI MELAKSANAK
TENTANG AN
KERJASAMA KERJASAMA
DESA DESA

SELURUH
PEMERINTAH
DESA




Kode :
Nama :

KBM-05.05 CFMO1
Memberdayakan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

KBM-05.05 CFMO1

MEMBERDAYAKAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

DISPERINDAG
KUKM

MENYUSUN
RENCANA KERJA

¥

MENYUSUN
REGULASI, JUKLAK
DAN JUKNIS

MENGIDENTIFIKASI
DATA, INFORMASI DAN
MERUMUSKAN
KEBIJAKAN

TIDAK
MENGKOORDINASIKAN
PELAKSANAAN
KEGIATAIi, MENDATA REKOMENDAST
ROIENSL IZIN USAHA
DAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO

MEMBERDAYAKAN
KELEMBAGAAN
POTENSI DAN
PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO

LAPORAN

!

DISPERINDAG,
DINAS KUKM
PROVINSI JATENG

I

<
a KOORDINASI
g DOKUMEN
% PERENCANAAN
m
| —
N 5 Z
252 YA
SEa
= O &
@ X E
Za@
=@ S|
&
=g
a REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN KOORDINASI
PERUNDANG- TERKAIT
UNDANGAN PEMBERDAYAAN
UMKM

TIDAK
=9
n
o ENERBITKA
2 TIDAK I1ZIN USAHA
[a]
Z < A
< gl
zq
E o & MEMFASILITASI MEMFASILITASI
5 g PENYUSUNAN PEMBERDAYAAN
S%a KEBIJAKAN DAN UMKM
& Z REGULASI
=
an
=
=}
5 MEMFASILITASI
[=ga) PENYUSUNAN DAN
z R PENETAPAN
5 a4 REGULASI
é
v
MENGOPTIMALKAN
REKAPITULASI DAN PEMBERDAYAAN
2 MENYAMPAIKAN DATA MENGAJUKAN KELEMBAGAAN
= > POTENSI “—> PERMOHONAN IZIN [~ POTENSI DAN
R DAN PENGEMBANGAN USAHA PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO USAHA MIKRO




Kode : KBM-05.06 CFMO1
Nama : Mengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

KBM-05.06 CFMO1

MENGEMBANGKAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

DISPERINDAG
KUKM

MENYUSUN

RENCANA KERJA /

TIDAK

v

REGULASI, JUKLAK
DAN JUKNIS

MENGIDENTIFIKASI
DATA, INFORMASI DAN
MERUMUSKAN
KEBIJAKAN

FASILITASI DAN MENGEMBANGKAN
USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI
PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI
USAHA KECIL

— T

MONEV YA

LAPORAN

KEMENDAG,
KEMENKOPUKM,
KEMENPERIN

REGULASI
PERATURAN

v

KONSULTASI DAN
KOORDINASI

PERUNDANG-
UNDANGAN

DISPERINDAG,
DINAS KUKM
PROVINSI JATENG

TERKAIT

PENGEMBANGAN
UMKM

BAPPEDA

KOORDINASI
DOKUMEN
PERENCANAAN

BAGIAN
PEREKONOMIAN
DAN SDA SETDA

A

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

A

MEMFASILITASI
PENGEMBANGAN
UMKM

BAGIAN HUKUM
SETDA

¥

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN
REGULASI

DPMPTSP

4

MEMFASILITASI
LAYANAN
KEMUDAHAN
BERUSAHA

UMKM

—

MENGEMBANGKAN
PRODUKSI DAN
PENGOLAHAN

MENGEMBANGKAN
PEMASARAN

MENGEMBANGKAN
DESAIN DAN
TEKNOLOGI




Kode : KBM05.07 CFMO1

Nama : Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

KBM-05.07 CFMO1
MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN

TIDAK

v

MENGIDENTIFIKASI

MENGKOORDINASIKAN

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

BAGIAN
PEREKONOMIAN
DAN SDA SETDA

MEMFASILITASI
EFEKTIVITAS DIKLAT
PERKOPERASIAN

2
o MENYUSUN
g5 MENYUSUN RENCANA —»| REGULASI, JUKLAK DATA, INFORMASI DAN DN ME L KA ol MONEV YA LAPORAN
= a KERJA DAN JUKNIS MERUMUSKAN PENDIDIKAN DAN
£ KEBIJAKAN PELATIHAN
A PERKOPERASIAN
i
l =
<
g KOORDINASI
£ DOKUMEN
% PERENCANAAN
&
X 5 =
3 j=3 [ A
R
z O 2
= @S
£>8 KONSULTASI DAN
& REGULASI KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT DIKLAT
o PERUNDANG- PERKOPERASIAN
s 5 UNDANGAN
<€
g
D
=25
% o 5
S
5 & >
o 2
2
{ y

=

2

=} E MEMFASILITASI

: E PENYUSUNAN DAN |—

R PENETAPAN REGULASI

[¢]

<

m
E MEMFASILITASI
2 PELAKSANAAN DIKLAT
E PERKOPERASIAN

KOPERASI

MELAKSANAKAN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

MENINGKATKAN
KAPASITAS DAN
KOMPETENSI SDM
KOPERASI




Kode
Nama

: KBM-05.08 CFMO1
: Memberdayakan dan Merlindungi

KBM-05.08 CFMO1
MEMBERDAYAKAN DAN MELINDUNGI KOPERASI

KOPERASI

NILAI TAMBAH KOPERASI

AKSES PEMBIAYAAN
KOPERASI

PENATAAN MANAJEMEN

KOPERASI

TIDAK
o v
3 MENGIDENTIFIKASI
2= MENYUSUN MEMBERDAYAKAN
SK MENYUSUNRENCARA REGULASI, JUKLAK D DAN MELINDUNGI YA LAPORAN
B KERIA DAN JUKNIS LERUMUSKAS KOPERASI
5 KEBIJAKAN
a
| |
g KOORDINASI
& DOKUMEN
< PERENCANAAN
9 —
s E z
28
2gg
B e =
cER KONSULTASI DAN
ok REGULASI KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT DIKLAT
o PERUNDANG- PEMBERDAYAAN
J = 5 UNDANGAN DAN
S =h> PERLINDUNGAN
255 KOPERASI
0 0
(3]
EE
289
A
[+4
o
Z <
SE
z2 5 MEMFASILITASI MEMFASILITASI
=22 PENYUSUNAN PEMBERDAYAAN DAN
2ga KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN
[g2 REGULASI KOPERASI
F
=
2
2
5z MEMFASILITASI
Ig PENYUSUNAN DAN
Z8 PENETAPAN REGULASI
g
m
& MEMFASILITASI
= LAYANAN
s KEMUDAHAN
& BERUSAHA
MENINGKATKAN MENINGKATKAN MELAKUKAN PENGUATAN MELAKSANAKAN
PRODUKTIVITAS DAN AKSES PASAR DAN KELEMBAGAAN DAN STANDARISASI DAN

RESTRUKTURISASI USAHA

KOPERASI




Kode : KBM-05.09 CFMO1
Nama : Meningkatkan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

KBM-05.09 CFMO1

MENINGKATKAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

MENYUSUN RENCANA
KERJA

DISPERINDAG
KUKM

TIDAK

v

REGULASI, JUKLAK
DAN JUKNIS

MENGIDENTIFIKASI
DATA, INFORMASI DAN
MERUMUSKAN
KEBIJAKAN

MENENTUKAN
METODE
PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN

MELAKUKAN PEMERIKSAAN

DAN PENGAWASAN
KOPERASI SESUAI

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

MONEV

LAPORAN

|

KOORDINASI
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN

—

BAPPEDA

REGULASI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

KEMENDAG,
KEMENKOPUKM,
KEMENPERIN

KONSULTASI DAN
KOORDINASI

DISPERINDAG,
DINAS KUKM
PROVINSI JATENG

TERKAIT
PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN
KOPERASI

INSPEKTORAT

FASILITASI
PENGAWASAN

BAGIAN
PEREKONOMIAN
DAN SDA SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

MEMFASILITASI
PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN

BAGIAN HUKUM
SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN REGULASI

KOPERASI

MELAKSANAKAN
USAHA/KEGIATAN
KOPERASI




Kode

Nama

SELURUH
PEMERINTAH

: KBM-05.10 CFM 01
: Mengelola Perencanaan dan Pembangunan Industri

KBM-05.10 CFMO1
MENGELOLA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

(KAWASAN
INDUSTRI)

I TID,
5
53 KOORDINASI, SINKRONISASI, KOORDINASI KOORDINASI,
9 N MENYUSUN MENGIDENTIFIKASI DAN PELAKSANAAN N ONE AN SINKRONISASI, DAN
a MENYUSUN RENCANA REGULASI, JUKLAK DATA, INFORMASI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PO AT A PELAKSANAAN LAPORAN
= KERJA DAN JUKNIS MERUMUSKAN > PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
=2 KEBIJAKAN PENYEBARAN DAN PEM%’Z‘;’;Z‘#:S‘QIJSS_":Q‘;‘BER SARANA DAN PRASARANA
& PERWILAYAHAN INDUSTRI INDUSTRI
a J =
=
e
]
= s
< D
22
m
2
=
&
5 KOORDINASI
= PENYUSUNAN
& DOKUMEN
5 PERENCANAAN
3 =
=E
ZE&
= O &
= ; E KONSULTASI
5= AN
2=a REGULASI KOORDINASI
RKA
= BE R R RN PERENCANAAN
< PERUNDANG -
=5 UIRIDARIE/ AN PEMBANGUNAN
5&g INDUSTRI
55
22
H
-7
&
Z <
ZE
g 5
=2 & MEMFASILITASI MEMFASILITASI
== PERCEPATAN
88 BENYU SUN AN PEMBANGUNAN
525 KEBIJAKAN DAN TSUeTRn
) = REGULASI
&
& A [
= v
=
=) E MEMFASILITASI
: = PENYUSUNAN DAN
= g PENETAPAN REGULASI
3
<
@
=
=
s3z
o = % BERPARTISIPASI
= g 3 DALAM PERCEPATAN
NEE PEMBANGUNAN
= 2 g INDUSTRI
=
GER
~a
1=
%)
=
5
=
a
=
D=
3==
g (E)J >3 IMPLEMENTASI
=
=g PERCEPATAN IMPLEMENTAST PEMBANGUNAN
= PENGEMBANGAN, PS%":ABBAFNRGSL\'{?E SARANA DAN
T e
INDUSTRI
<
%]
=
a




Kode
Nama

: KBM-05.11 CFM 01
: Mengelola Sistem Informasi Industri Nasional

KBM-05.11 CFMO1
MENGELOLA SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

TIDAK:

v

MENGIDENTIFIKASI

MENGUMPULKAN,
MENGOLAH DAN ANALISIS

MENGELOLA SISTEM

0
<
(=]
zZ = MENYUSUN
& REI‘I\’IICEEEX%& - REGULASI, JUKLAK Daﬁﬁgggﬁ%“gﬁik DATA INDUSTRI, KAWASAN —>»| INFORMASI INDUSTRI MONEV YA LAPORAN
85 DA RIS INDUSTRI DAN ANALISIS NASIONAL
KEBIJAKAN
2 - DATA LAINNYA a X
v
5 KOORDINASI
a PENYUSUNAN
& DOKUMEN
= PERENCANAAN
|
5
Ead
ES=
EERA
EEE KONSULTASI DAN
=y=g= REGULASI KOORDINASI
= PERATURAN TERKAIT SISTEM
| PERUNDANG- INFORMASI
93 - UNDANGAN INDUSTRI
2 Z % NASIONAL
3
12} ok
SR
=2a
[a
Z5
S8 MEMFASILITASI
3543 MEMFASILITASI P ENGELOLAAN
E PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI
HE9 KEBIJARAN DAN INDUSTRI NASIONAL
& 2 REGULASI
g3
- s MEMFASILITASI
r PENYUSUNAN DAN
=)= PENETAPAN
i T 9 REGULASI

DISKOMINFO

MENGELOLA SISTEM
INFORMASI/APLIKASI
INDUSTRI NASIONAL
SECARA ELEKTRONIK

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN DESA

(KAWASAN INDUSTRI)

REKAPITULASI DAN
MENYAMPAIKAN DATA
INDUSTRI, KAWASAN
INDUSTRI DAN ANALISIS
DATA LAINNYA




Kode : KBM-05.12 CFMO1
Nama : Mengendalikan Izin Usaha Industri

KBM-05.12 CFMO1

MENGENDALIKAN IZIN USAHA INDUSTRI

z g TIDAF
a MENGIDENTIFIKASI DATA, KOORDINASI ENERBITA
9 MENYUSUN
B MENUSUNIRENCANA TP AL RO INFORMASI DAN PELAKSANAAN REKOMENDASI l;gig;x’:;%?
g KERIA S SO MERUMUSKAN KEGIATAN UL, IPUL, 1UK) DAN DANG INDUST —YA LAEORAN
S KEBIJAKAN IPKI
= TIDAK
2] ) X
a
< v
g KOORDINASI
g DOKUMEN
= PERENCANAAN
1 —
- Z|
582
[4
3 Ea v
2 S &
Z2z Y
=52
= S &
ek REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN KOORDINASI
o PERUNDANG- TERKAIT IZIN
=& UNDANGAN USAHA INDUSTRI
SEg
zZ25
2 w5
Bz
=
2 E
&

BAGIAN
PEREKONOMIAN
DAN SDA SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

MEMFASILITASI IZIN
USAHA INDUSTRI

= A
g
Sx MEMFASILITASI
= PENYUSUNAN DAN
£8 PENETAPAN REGULASI
[}
<
m
Y
%
5 ENERBITKA]
£ [——TIDAK: 1IZIN USAHA
a INDUSTRI

PEMERINTAH.
KECAMATAN DAN DESA

(PEMOHON IZIN
INDUSTRY)

MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN
MELENGKAPI ADMINISTRASI IZIN
USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN

USAHA INDUSTRI (IPUI),

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)
DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN

INDUSTRI (IPKI)

IMPLEMENTASI
USAHA INDUSTRI




Kode : KBM -06.01 CFMO1
Nama : Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KBM-06.01 CFMO1
MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

EKONOMI KREATIF

l TIDAK:
8 MENGIDENTIFIKASI DATA, MELAKSANAKAN PENINGKATAN
2 INFORMASI DAN KAPASITAS DAN PENGEMBANGAN
E MENYUSUN RENCANA REGULASI, JUKLAK MERUMUSKAN KEBIJAKAN KOMPETENSI - _
@ KERJA DAN JUKNIS ”| PENGEMBANGAN SUMBER g SUMBER DAYA MANUSIA MONEV KL EAEORAN
a DAYA MANUSIA PARIWISATA PARIWISATA DAN
DAN EKONOMI KREATIF EKONOMI KREATIF
<
9 KOORDINASI
& DOKUMEN
E PERENCANAAN
——
% ,
22
<z
am
g=
g5 KONSULTASI DAN
ShE REGULASI KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
o PERUNDANG- PENINGKATAN
% & UNDANGAN KAPASITAS SDM
=E PARIWISATA DAN
=3 EKONOMI KREATIF
12}
=2
2=
8%
3
&
5 MEMPFASILITASI
8 < MEMPFASILITASI KEBIJAKAN
Mg PENYUSUNAN PENINGKATAN
Zg KEBIJAKAN DAN KAPASITAS SDM
g? REGULASI PARIWISATA DAN
2
/M

=

g

S5 MEMFASILITASI

z = PENYUSUNAN DAN

28 PENETAPAN REGULASI

g

<

o
o

5 S

2 I § MEMFASILITASI
2 A % PENINGKATAN
Eag KAPASITAS SDM
ZER PARIWISATA DAN
2 = EKONOMI KREATIF
Z=
a2%

59
£E5
m m

MATAN

MELAKSANAKAN
PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA

EKRAF)

DAN DESA (BP GEOPARK,
PENGELOLA PARIWISATA DAN

PEMERINTAH-KES




Kode
Nama

PEMERINTAH

: KBM-06.02 CFMO1
: Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

KBM-06.02 CFMO1
MENINGKATKAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

TIDAK
g MENGIDENTIFIKASI,
2 ANALISIS DAYA DAN KOORDINASI DAN KOORDINASI DAN
E MENYUSUN RENCANA MENYUSUN MERUMUSKAN MENGELOLA MENGELOLA MONEV LAPORAN
5 KERJA REGULASI, JUKLAK KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS > DESTINASI
a DAN JUKNIS PENINGKATAN DAYA PARIWISATA PARIWISATA
TARIK DESTINASI K
J PARIWISATA L
<
9 KOORDINASI A
& DOKUMEN TIDAK
o PERENCANAAN
o
) o
K
& <
%4
£5
a2
&
e R U KONSULTASI DAN
) KOORDINASI
PERATURAN
TERKAIT DAYA
o PERUNDANG-
2 BN TARIK DESTINASI
%8 PARIWISATA
&=
<
+
& Z
25
a9
&
)
<
&
£z MEMFASILITAS! KEBIAKAN DAYA
z 5 PENYUSUNAN %
2] TARIK DESTINASI
=i KEBIJAKAN DAN NI
g REGULASI
o
=
z
S& MEMFASILITASI
: g PENYUSUNAN DAN
Za PENETAPAN REGULASIT
[}
<
o
2 MEMFASILITASI L
oa PENINGKATAN DAYA
5 TARIK DESTINASI 5 AN'EPZRSLTW e
A PARIWISATA DAN TID, USAHA
o8 MENERBITKAN TANDA ARTWISATY
k= DAFTAR USAHA
aa PARIWISATA
o,
n
K
=
&
[=]
]
3 =
HEEE
£ 35 ¢ = MENGELOLA MENGELOLA PEngﬁ%‘;;’A%K;}ENDA
o= = KAWASAN STRATEGIS — DESTINASI RS e
857 g PARIWISATA PARIWISATA PARIWISATA
b= o4 a
2]
a




Kode : KBM-06.03 CFMO1

Nama : Mengelola Pemasaran Pariwisata

KBM-06.03 CFMO1
MENGELOLA PEMASARAN PARIWISATA

TIDAK:-
8 MENGIDENTIFIKASI, MEMFASILITASI KEGIATAN
3 ANALISIS DATA DAN PEMASARAN PARIWISATA
o MENYUSUN RENCANA MEIVUSUN MERUMUSKAN KEBIJAKAN MELAKSANAKANEROMOSE KE DALAM DAN LUAR NEGERI
= AT REGULASI, JUKLAK PENGELOLAAN PROMOSI —> DAN MENYEDIAKAN e =L YA LAPORAN
@ DAN JUKNIS GELO, OMOS INFORMASI PARIWISATA ( ADESTINAS
a DAN PEMASARAN KAWASAN STRATEGIS
L PARIWISATA PARIWISATA)
< A,
) KOORDINASI
) DOKUMEN
= PERENCANAAN
m
———

REGULASI
PERATURAN

KEMENPAREKRAF
, KEMENDAGRI,

KONSULTASI DAN
KOORDINASI

PERUNDANG-
UNDANGAN

DISPORAPAR
PROVINSI JATENG

TERKAIT
PEMASARAN
PARIWISATA

MEMFASILITAST
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

BAGIAN KESRA
SETDA

MEMFASILITASI
KEBIJAKAN
PENGELOLAAN
PEMASARAN
PARIWISATA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN REGULASI

SETDA

BAGIAN HUKUM

DISPERINDAG KUKM,
DISKOMINFO, BAGIAN
PEREKONOMIAN SDA

MEMFASILITAST
PEMASARAN
PARIWISATA

MATAN

PEMERINTAHKE
TA}

OBYEK DAN PENGELOLA
PARIWA

DAN DESA (BP GEOPARK,

MENGOPTIMALKAN DAYA
TARIK, DESTINASI DAN
KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA




Kode
Nama

: KBM-06.04 CFMO1

: Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan

KBM-06.04 CFMO1
MENINGKATKAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

PENGELOLA PASAR)

PEMERINTAH KECAMATAN
DAN DESA (PEDAGANG DAN

DAN LINGKUNGANNYA

E ¢ TIDAK-
S
2 MENGIDENTIFIKASI,
2 MENYUSUN ANALISISIDATADAN MEMBIMBING DAN MENSRE:S:;A?&RANA MENGATUR KEAMANAN
2] RERVUSUN RERCANA REGULASI, JUKLAK ERUMU SKANIKEBL/axA MENATA PEDAGANG > PEMELIHARAAN, KETERTIBAN PASAR DAN LAPORAN
Z KERJA PENINGKATAN SARANA
7 DAN JUKNIS IR PASAR PENGATURAN AIR DAN LINGKUNGANNYA
& T, PENERANGAN PASAR
w [
a L
<
2 KOORDINASI
g DOKUMEN L
E PERENCANAAN
| I
s Z
253
RS
= e
ZZ
sE=
gz<
=) T KONSULTASI DAN
KOORDINASI
PERATURAN
TERKAIT SARANA
L PERUNDANG-
. S T DISTRIBUSI
SEE PERDAGANGAN
fasy
£805
Fout
Fa E g
AEA]
A q
z
<
a
z <
zZ8 MEMFASILITASI MEMFASILITASI
22 E PENYUSUNAN KEBIJAKAN SARANA
2z KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI
=24 REGULASI PERDAGANGAN
5]
~
=
a
=
2
S5 MEMFASILITASI
e PENYUSUNAN DAN
28 PENETAPAN REGULASI
<]
<
@
- =
G
£24 MEMFASILITASI
£33 SARANA DISTRIBUSI
ag@ PERDAGANGAN DAN —
8= PENGADAAN BARANG
[ JASA
220
ag
AT
MENJAGA KEAMANAN
i | |
PASAR EASARY




Kode : KBM-06.05 CFMO1
Nama : Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

KBM-06.05 CFMO1

MENINGKATKAN PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

E [ TIDAK:
2 MENGIDENTIFIKASI,
g ANALISIS DATA DAN MEMBERIKAN
2 MENYUSUN RENCANA REGULASI, JUKLAK MENINGKATKAN MENINGKATKAN
g KERJA DAN JUKNIS MERUNUSKANKEDLAKAN —> PROMOSI PERDAGANGAN PEMASARAN PRODUK —»| PELAYANAN DATA DAN MONEV YA LAPORAN
] PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM NEGERI INFORMASI PEMASARAN
& DAN PEMASARAN PRODUK PRODUK DALAM NEGERI
2 DALAM NEGERI
7}
C = -
<
9 KOORDINASI
& DOKUMEN
< PERENCANAAN
M
———
~
SEE
ags
z &
]
Sa=
) KONSULTASI DAN
“ REGULASI K?r%‘;i%‘}&
PERATURAN
o PERUNDANG- PENGGUNAAN
N UNDANGAN DAN PEMASARAN
S3 PRODUK DALAM
SEE NEGERI
=1
20
224
azAg
A g
z
3
=9 MEMFASILITASI
zZ8 MEMFASILITASI KEBIJAKAN
sz8 PENYUSUNAN PENGGUNAAN
<z o KEBIJAKAN DAN DAN PEMASARAN
noa REGULASI PRODUK DALAM
] 2 NEGERI
g l
gL v
A MEMFASILITASI
28 2 PENGAWASAN
g = PEMASARAN PRODUK
<o DALAM NEGERI
“z

BAGIAN HUKUM
SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN

PENETAPAN REGULASI

DISKOMINFO

MEMFASILITASI
LAYANAN ONLINE
PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN
DESA (UMKM)

OPTIMALISASI
PENGGUNAAN
DAN PEMASARAN
PRODUK
DALAM NEGERI




Kode : KBM-06.06 CFMO1
Nama : Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

KBM-06.06 CFMO1

MENINGKATKAN STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

l

=
g

2

2

o) NTIF

= IDENTIFIKASI DAN ~

g MENYUSUN RENCANA REGULASI, JUKLAK ANALISIS STANDARDISASI Mfgé‘ft%’&%g‘f:?g;gm METROLOGI LEGAL MONEV ) LAPORAN
= KERJA DAN JUKNIS DAN PERLINDUNGAN A oL ana A

E KONSUMEN

a

a

<

a KOORDINASI

g DOKUMEN

< PERENCANAAN

E

KEMENDAG,
KEMENPERIN,
KEMKUKM

KONSULTASI DAN
REGULAST KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
N 3 PERUNDANG- STANDARDISASI
32 UNDANGAN DAN
segt PERLINDUNGAN
ISEE KONSUMEN
SiEm
Sau
=2
2E4 ]
Za
25°%
&
=z
Z
a
= MEMFASILITASI
z=8 MEMFASILITASI
£54 KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN
222 T STANDARDISASI DAN
=55 S PERLINDUNGAN
g” KONSUMEN
& T

BAGIAN HUKUM
SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN REGULASI

o
z MEMFASILITASI
E LAYANAN PERIZINAN
& DAN NON PERIZINAN

J
g MEMFASILITAST
= PENGAWASAN MUTU /
o STANDARISASI DAN
& PERLINDUNGAN
@ KONSUMEN

STANDARDISASI
METROLOGI LEGAL

MEMFASILITASI
PENJAMINAN MUTU/
STANDARDISASI DAN

PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN

PENGAWASAN

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN

DESA (UMKM)

MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN
METROLOGI LEGAL —
BERUPA TERA,
TERA ULANG

MENGELOLA JAMINAN
MUTU/STANDARDISAST
DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN




Kode

: KBM-06.07 CFMO1
Nama : Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

KBM-06.07 CFMO1
MENINGKATKAN STABILISAST HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
TIDAK-
2 IDENTIFIKAST KOORDINASI DAN
2 ANALISIS DATA DAN - i';f;?\z;\?%ik NS l'}"fR'\'G(iENDi‘::‘éﬁgr;( MEMANTAU HARGA
a 3 s
g MENYUSUN RENCANA REGULASI, JUKLAK MERUMUSKAN KEBIJAKAN P I HAT T ] DA e B DAN STOK BARANG ST YA LTI
2 KERJA DAN JUKNIS STABILISASI HARGA BARANG = RIS P o O A DA KEBUTUHAN POKOK
o KEBUTUHAN POKOK DAN DAN BARANG PENTING
& TINGKAT AGEN DAN PASAR PENTING
7} BARANG PENTING
2 RAKYAT
3 KOORDINASI —
a PENYUSUNAN
& DOKUMEN
= PERENCANAAN
5 Z
SEE
ags
EEE
=25 KONSULTASI DAN
R KOORDINASI
= REGULASI TERKAIT
PERATURAN STABILISASI
i PERUNDANG- HARGA
2=7 UNDANGAN BARANG
EEE KEBUTUHAN
£357 POKOK DAN
Cad BARANG PENTING
PEE
2
AEZAO
a =
a f
z
2
a8
z < MEMFASILITASI
zZ 8 MEMFASILITASI KEBIJAKAN
=34 PENYUSUNAN STABILISASI HARGA
ZZ - KEBIJAKAN DAN BARANG KEBUTUHAN
=g REGULASI POKOK DAN
Bl BARANG PENTING
=
&
=
5
M
258 MEMFASILITASI
=5 PENYUSUNAN DAN
Zo PENETAPAN REGULAST
2
o
£5 [
2
SE
& =
£&
A MEMFASILITASI
PENGAWASAN
= STABILISASI HARGA
35 BARANG KEBUTUHAN
&2 POKOK DAN
853 BARANG PENTING
2281
F:
=<4
2E5
2R3
=
2 INTEGRASI DALAM
3 SISTEM INFORMASI
= PERDAGANGAN
a
— —
MENYEDIAKAN BARANG DXII‘:EETV?TLCJ)I;DNIA:SE] g:;l(\}A
KEBUTUHAN POKOK DAN

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN

DESA (UMKM)

BARANG PENTING DI TINGKAT
AGEN DAN PASAR RAKYAT

BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG
PENTING




Kode : KBM-06.08 CFMO1
Nama : Mengembangkan Ekspor

KBM-06.08 CFMO1
MENGEMBANGKAN EKSPOR
E [ TIDAK-
S
=
] MENYUSUN MENGIDENTIFIKASI MENYELENGGARAKAN MEMBINA DAN
> N
3 MENYUi‘EﬁiF”CANA REGULASI, JUKLAK ANALISIS DATA DAN PROMOSI DAN MISI MENGEMBANGKAN DAEE(ifENl\?(Q\L\g;‘A‘S] __on NN
Z DAN JUKNIS MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAGANG BAGI PRODUK USAHA eror >
E PENGEMBANGAN EKSPOR EKSPOR UNGGULAN PRODUK EKSPOR
&
% [
a | E—
<
g KOORDINASI
& DOKUMEN
2 PERENCANAAN
o
| —
s 2
SEE
k]
z &
Z X
]
SaE=
sz
] @ KONSULTASI DAN
REGUEAST KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
7 BERUND NG PENGEMBANGAN
254 UNDANGAN EKSPOR
=53
a5 T
S =
2oy
Lo S &
< Z 3
hER G
a !
=z
<
g y
zZ <
zZa MEMFASILITASI MEMFASILITASI
==& PENYUSUNAN KEBIJAKAN
22 2 KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN
] g a REGULASI EKSPOR
g @
=]
&
2 L
i
S& MEMFASILITASI
: =) PENYUSUNAN DAN
25 PENETAPAN REGULASI
I}
=
o
o
)
)
<)
5
&
MEMFASILITAST
PENGEMBANGAN DAN
N X PENGAWASAN
ZaE EKSPOR
£35
2%
ol
28 —g
E
-
F324 -
dao=d
fesy
=ke]
255
[
Z
o2 o
228
£Zs MENINGKATKAN MENGEMBANGKAN
22 PROMOSI DAN KUALITAS USAHA —
g E {23: PRODUK UNGGULAN PRODUK EKSPOR
=]
=38 a
)




Kode : KBM-07.01 CFMO1

Nama : Meningkatkan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

KBM-07.01 CFMO1
MENINGKATKAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

LEMBAGA PELATIHAN
LATIHAN KERJA

PELATIHAN KERJA
GUNA PENINGKATAN
KAPASITAS TENAGA
KERJA

MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

TIDAK-
: MENGIDENTIFIKASI, %i’g}g?ﬁ?ﬁ’;ﬁm MENGOORDINASIKAN MEMBINA LEMBAGA
& ANALISIS DAN SETRTON LINTAS LEMBAGA DAN PELATIHAN
X MENYUSUN RENCANA REGULASI, JUKLAK MERUMUSKAN KEBIJAKAN KERJA SAMA SARANA KERJA (MENYIAPKAN
< > o
z KERJA DAN JUKNIS PELATIHAN KERJA 2 KE;S&‘C‘%;II;‘;L?:GI DAN PRASARANA 2 BAHAN ANALISIS, MONEY kL LARCRAN
A DAN PRODUKTIVITAS T LEMBAGA PELATIHAN PEMANTAUAN DAN
TENAGA KERJA T KERJA EVALUASI) y
<
g KOORDINASI
& DOKUMEN
E: PERENCANAAN
z5
S
==
£«
e
&z KONSULTASI DAN
g REGULASI KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
e PERUNDANG- PELATIHAN KERJA
ZZ UNDANGAN DAN
2g PRODUKTIVITAS
£5 TENAGA KERJA
23
iz
L [
89
ag
z
<
a
z <
zS R MEMFASILITAST WALV
255 KEBIJAKAN
com BENYUSUNAN PELATIHAN KERJA
2z KEBIJAKAN DAN
255 T DAN PRODUKTIVITAS
E @ TENAGA KERJA
3 L
=
z
5% MEMFASILITASI
£ s PENYUSUNAN DAN  f——
Za PENETAPAN REGULASI
5]
<
o
N
£28
Al MEMFASILITASI
S E o PELATIHAN KERJA
% = DAN PRODUKTIVITAS
058 TENAGA KERJA
aa3
Ag
MENGIKUTI




Kode : KBM-07.02 CFMO1
Nama : Mengelola Penempatan Tenaga Kerja

BADAN PENEMPATAN DAN

KBM-07.02 CFMO1
MENGELOLA PENEMPATAN TENAGA KERJA

TIDAJ
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Nama

: KBM-07.03 CFMO1
: Meningkatkan Hubungan Industrial

KBM-07.03 CFMO1
MENINGKATKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
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Kode : KBM-07.04 CFMO1
Nama : Mengelola Pembangunan Kawasan Transmigrasi

KBM-07.04 CFMO1

MENGELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

l

DISNAKERTRANS
PROVINSI JATENG

[+
g MENGIDENTIFIKASI
M 4 MELAKSANAKAN
= ANALISIS DATA DAN MENGEMBANGKAN
z MENYUSUN RENCANA LS MERUMUSKAN KEBIJAKAN —>| KAPASITAS DAN SELEKSI AN YA LAPORAN
2 PEMBANGUNAN KAWASAN CALON TRANSMIGRAN TRANSNIGRAN
TRANSMIGRASI
<
a KOORDINASI
a DOKUMEN
E PERENCANAAN
| E—
z <
5
4
S<
Z5
22
) =] KONSULTASI DAN
Mg REGULASI KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
PERUNDANG- PEMBANGUNAN
UNDANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

4
3
z < MEMFASILITASI
zZ8 MEMFASILITASI IMPLEMENTASI
=2 PENYUSUNAN KEBIJAKAN
5:7 g : KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN
985 REGULASI KAWASAN
g 2 TRANSMIGRASI
[}
3%
=
=1
5 <
3= MEMFASILITASI
z & PENYUSUNAN DAN  ———
g I PENETAPAN REGULASI
<
m

DISPERINDAG
KUKM, DPUPR,
BAGIAN AP SETDA

MEMFASILITASI
PEMBANGUNAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN DESA

N

(TENAGA KERJA,
PERU:

MENINGKATKAN KAPASITAS

CALON TENAGA KERJA

MENDAPATKAN FASILITAS
PENGANGKUTAN
TRANSMIGRASI
KE DAERAH TUJUAN




Kode : KBM-08.01 CFM 01
Nama : Menyediakan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan

KBM-08.01 CFMO1
MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
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Kode : KBM-08.02 CFM 01

Nama : Meningktkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

KBM-08.02 CFMO1

MENINGKATKAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
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: KBM 08.03 CFM 01
Nama : Menangani Kerawananan Pangan
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Kode : KBM-08.04 CFM 01

Nama : Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

KBM-08.04 CFM01
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KBM-08.05 CFMO1

Mengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
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MENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
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Kode : KBM-08.06 CFM 01
Nama : Mengelola Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

KBM-08.06 CFMO1
MENGELOLA REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
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Kode : KBM-08.06 CFMO2
Nama : Mengelola Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

KBM-08.06 CFM02
MENGELOLA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV /AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL
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Kode : KBM-08.07 CFMO1

Nama : Mengelola Data Fakir Miskin

KBM-08.07 CFMO01
MENGELOLA DATA FAKIR MISKIN
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Nama

: KBM-08.08 CFMO1
: Memfasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

dari Titik Debarkasi di Daerah

KBM-08.08 CFMO1
MEMFASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN /KOTA UNTUK DI PULANGKAN KE DESA / KELURAHAN ASAL
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g KEKERASAN
A KORBAN TINDAK KORBAN TINDAK
J KEKERASAN KEKERASAN L
L |
<
g KOORDINASI
& DOKUMEN
z PERENCANAAN
m
QR
o
12
=
s
g REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN K%?:];EX:-?SI
PERUNDANG- —
UNDANGAN PENGENTASAN
0 B O KEMISKINAN
H
23E
ags
3
4l MEMFASILITASI
=i PENYUSUNAN
Z 5 KEBIJAKAN DAN
e REGULASI
<
m
g
S MEMFASILITASI
= PENYUSUNAN
z 5 DAN PENETAPAN
e REGULASI
<
m
o
£sz
ZOS
2 Z & LAPORAN/
A3
=
A




Kode
Nama

: KBM-08.09 CFMO1
: Mengelola Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

KBM-08.09 CFMO1
MENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

l TIDAF
- MENGIDENTIFIKASI, KOORDINASI DAN
L ANALISIS DATA DAN SINKRONISASI DALAM MENGELOLA TERSELENGGARANYA TERWUJUDNYA
@ MENYUSUN MERUMUSKAN PENGELOLAAN PERLINDUNGAN YA LAPORAN > REHABILITASI KESEJAHTERAAN
o MENYUSUN —» REGULASI, JUKLAK « KEBIJAKAN PERLINDUNGAN P  SOSIAL KORBAN SOSIAL DASAR SOSIAL
Z RENCANA KERJA DAN JUKNIS PENGELOLAAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
a PERLINDUNGAN SOSIAL BENCANA ALAM DAN SOSIAL
I_ KORBAN BENCANA DAN SOSIAL
ALAM DAN SOSIAL J
< A
a KOORDINASI
I DOKUMEN
2 PERENCANAAN
3 | —
1]
2 l
12}
Z v
o
E KONSULTASI DAN
M REGULASI KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
PERUNDANG- PERLINDUNGAN |—
UNDANGAN SOSIAL KORBAN
0w @ o BENCANA ALAM
QE = DAN SOSIAL
@ 5 @
Z 0 &l
aEs
2 A MEMFASILITASI
o MEMFASILITASI PELAKSANAAN
A PENYUSUNAN PERLINDUNGAN
E & KEBIJAKAN DAN SOSIAL KORBAN
og REGULASI BENCANA ALAM
= DAN SOSIAL
§ Y
S MEMFASILITASI
[=ga) PENYUSUNAN DAN| |
z 8 PENETAPAN
é 2] REGULASI
<
m
oz
2E
53
2l
63
M MENGELOLA MEMBERIKAN
MENYEDIAKAN MENYEDIAKAN PENANGANAN PELAYANAN
LEMEAT) KHUSUS BAGI [— |
z MASKIS\?I]S’-\:IN]()}AN PENAMPUNGAN HUSU S nC DUKUNGAN
PSIKOSOSIAL
= PENGUNGSI TRTNT
& &
gA
=
=
A




Kode : KBM-08.09 CFMO1

Nama : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana

KBM-08.09 CFM02
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA

PEMERINTAH
DESA

TIDAK
ANALISIS DATA DAN ROORDIN AL DA
< MERUMUSKAN SINKRONISASI DALAM
% MENYUSUN KEBLIAKAN PEMBERDAYAAN MENINGKATKAN TERBENTUKNYA TERTANGANINYA
® MENYUSUN > MASYARAKAT PEMBERDAYAAN KAMPUNG DAN BENCANA DI
2 RENCANA KERJA ] S A P o e o TERHADAP MASYARAKAT TERHADAP MOREY A LASORM TARUNA SIAGA KABUPATEN
z TERHADAD KESIAPSIAGAAN KESIAPSIAGAAN BENCANA BENCANA KEBUMEN
L KESIAPSIAGAAN BENJCANA
<
3 KOORDINASI
) DOKUMEN
3 PERENCANAAN
5 | -
12}
8
g ,
= KONSULTASI DAN
X REGULASI qu%l;gl,ﬂ—?g
PERATURAN
PR, PEMBERDAYAAN
n 1 O
QEZ KESIAPSIAGAAN
Z3E BENCANA
AES
29
=
. MEMFASILITASI MEMFASILITASI
28 PENYUSUNAN | | PELAKSANAAN
za KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN
)@ REGULASI MASYARAKAT TERHADAP
z KESIAPSIAGAAN BENCANA
2
= MEMFASILITASI
28 PENYUSUNAN DAN
z 2 PENETAPAN
g C REGULASI
<
m
zZ
25
33
n @A
> KOORDINASI, KOORDINASI,
SOSIALISASI DAN |[——| SOSIALISASI DAN
PELAKSANAAN |—> PELAKSANAAN
KAMPUNG SIAGA TARUNA SIAGA
BENCANA BENCANA




Kode
Nama

: KBM-08.10 CFMO1
: Memelihara Taman Makam Pahlawan Nasional

KBM-08.10 CFMO1
MEMELIHARA TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

DINSOS
PROVINSI
JATENG

TIDAF
5 MENGIDENTIFIKASI,
ANALISIS DATA DAN MENGELOLA, TAMAN MAKAM
@ KOORDINASI DAN 0 PENGAMANAN
o REGULASI, JUKLAK MERUMUSKAN MEMELIHARA DAN PAHLAWAN
MENYUSUN . LAPORAN
2 == MENYUSUN AN JURNIS eI SINKRONISASI DALAM | | o i O VAN MONEV YA TR SEJARAH DAN ARSIP
a PEMELIHARAAN L ANATAM N MAKAM PAHLAWAN DENGAN BAIK ASIONAT
T TAMAN MAKAM A —— NASIONAL X

PAHLAWAN T
| v
a KOORDINASI
2 DOKUMEN
= PERENCANAAN
% C
0
o
Zz v
E
& KONSULTASI DAN
M REGULASI KOORDINASI

PERATURAN TERKAIT
PERUNDANG- PENGELOLAAN (—
UNDANGAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
NASIONAL

BAGIAN KESRA
SETDA

v

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

v

MEMFASILITASI
PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN
NASIONAL

BAGIAN HUKUM
SETDA

v

MEMFASILITAST
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN
REGULASI

BADAN
QL

MELESTARIKAN NILAI
LUHUR BUDAYA BANGSA

SATPOL PP | KESBANGP

I
v

MEMFASILITASI
TRANTIBUM LINMAS

I

DPUPR

v

MEMFASILITASI
PENATAAN DAN
PEMBANGUNAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN

I

DLHKP

v

MEMFASILITASI
KEBERSIHAN
LINGKUNGAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN




Kode
Nama

DPMPTSP, BPKPD,

: KBM-09.01 CFMO1
: Mengelola Penyelenggaraan Penataan Ruang

KBM-09.01 CFMO1
MENGELOLA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

l

I

TIDAK

DPMPTSP, DLHK,
PROVINSI JATENG

ﬁ MENGIDENTIFIKASI, KOORDINASI DAN MENYUSUN RENCANA MENGOORDINASIKAN DAN
5 ] MENYUSUN ANALISIS DATA DAN NSNS TATA RUANG WILAYAH MENETAPAN MENYINKRONISASIKAN
3 R REGULASI, JUKLAK MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENVEL BN OCARAAN (RTRW) DAN RENCANA DOKUMEN RTRW PENGENDALIAN MONEV LAPORAN
DAN JUKNIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG RINCI TATA RUANG DAN RRTR PEMANFAATAN RUANG
PENATAAN RUANG (RRTR) ER.
L a
<
3 KOORDINASI
& DOKUMEN
& PERENCANAAN
F
———
o &
&
= :
E =
Z <
SEE
ERd
55
==
] REGULASI KONSULTASI DAN
PERATURAN ook A
< PERUNDANG-
a UNDANGAN PENYELENGGARAAN
a PENATAAN RUANG
%
m
=l
2
=
<
a
a
5
2

ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

2

MEMFASILITAS]
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

MEMFASILITAS]
KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

BAGIAN HUKUM
SETDA

MEMFASILITAST
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN REGULASI

PP, DISTAPANG,
DISPERINDAG KUKM,

KAB. KEBUMEN

KANTOR BPN

MEMFASILITAST
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

SELURUH
KECAMATAN

—

ELURUH
PEMERINTA
H DESA

MENYAMPAIKAN USULAN
RENCAN,
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

MENGGUNAKAN DAN
MEMANFAATKAN TATA
RUANG WILAYAH (RTRW)
DAN RENCANA RINCI TATA
RUANG (RRTR) SECARA

MEMANFAATKAN RUANG
DAN WILAYAH SESUAI
FUNGSI DAN KEBUTUHAN
SESUAI KETENTUAN

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN




Kode : KBM-09.02 CFMO1
Nama : Mengelola Penyelenggaraan Jalan

DPMPTSP, BPKPD,

KBM-09.02 CFMO1

MENGELOLA PENYELENGGARAAN JALAN

MENYUSUN RENCANA
KERJA

DPUPR

REGULASI, JUKLAK
DAN JUKNIS

L

TIDAK

MENGIDENTIFIKASI,
ANALISIS DATA DAN
MERUMUSKAN
KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
JALAN

—>

KOORDINAST DAN
SINKRONISASI DALAM
RANGKA
PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN
JALAN

MENGELOLA KEBIJAKAN
STRATEGI
PENGEMBANGAN JALAN
DAN JEMBATAN

>

PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN

J—

LAPORAN

'

KOORDINASI
DOKUMEN
PERENCANAAN

———

BAPPEDA

BPN

REGULASI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

KEMENTRIAN PUPR,

KONSULTASI DAN
KOORDINASI
TERKAIT

PROVINSI JATENG

DPMPTSP, DLHK,
PUSDATARU, BAPPEDA | KEMENTERIAN ATR/

PENYELENGGARAAN

DAN
PENGEMBANGAN
JALAN DAN
JEMBATAN

ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
ETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

v

MEMFASILITASI
KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
JALAN DAN
JEMBATAN

BAGIAN HUKUM
SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN REGULASI

PP, DISTAPANG,

DISPERINDAG KUKM,
DISPARBUD-DLHKP-BPBD-

KAB. KEBUMEN

KANTOR BPN

MEMFASILITASI
PENYELENGGARAAN
DAN PENGEMBANGAN
JALAN DAN
JEMBATAN

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN

DESA

MENYAM PAIKAN USULAN
RENCANA PENGEMBANGAN

JALAN DAN JEMBATAN

MENGGUNAKAN DAN
MEMANFAATKAN JALAN
DAN JEMBATAN SECARA

OPTIMAL

BERPARTISIPASI DALAM
MEMELIHA JALAN DAN
JEMBATAN




Kode : KBM-09.03 CFMO1

Nama : Menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

KBM-09.03 CFMO1
MENYELENGGARAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

TIDA
@
2 KOORDINASI DAN
IDENTIFIKASI DAN
g ANALISIS R 1 A MENGELOLA ANGKUTAN MELAKSANAKAN AUDIT DAN
E MENYUSUN RENCANA N REGULASI, JUKLAK PENYELENGGARAAN | —» PENYELENGGARAAN 5| MENYELENGGARAKAN N JA'};Q;’;;%%‘:‘WB,EE?N LISy KESELAMATAY Y LAPORAN
& KERJA DAN JUKNIS | LALU LINTAS DAN LALU LINTAS DAN LALLENAS ANALISIS DAMPAK LALU
a ANGKUTAN ANGKUTAN LINTAS (ANDALALIN)
a JALAN JALAN T
=<
2 KOORDINASI
g DOKUMEN
g PERENCANAAN
| I—
o
&
Es
2
&
&
g%
z KONSULTASI DAN
& KOORDINASI
REGULASI TERKAIT
@ ERRATURAN] - PENYELENGGARAAN |
£z PERUNDANG- LALU LINTAS DAN
az UNDANGAN ANGKUTAN
<&
LS &
g=
=8
B
&
@@
- 2
2k MEMFASILITAST
&5 KEBIJAKAN
e MEMFASILITAST PENYELENGGARAAN
2] PENYUSUNAN LALU LINTAS DAN
£ KEBIJAKAN DAN ANGKUTAN
a3 REGULASI JALAN
[ \
g l
5
2
25 MEMFASILITAST
= NYUSUNAN DAN
L PENETAPAN REGULASI
2
@
a
EEE:
A28 MEMFASILITAST
=02 PENYELENGGARAAN
£a2 DAN PENGELOLAAN
] LALU LINTAS DAN
S50 ANGKUTAN
E H JALAN
£
@
o
&
&
s MEMFASILITASI SISTEM
g INFORMASI ELEKTRONIK
2
a
% TIDAK
E
H
E
a
nT\K
3 l
=2
5
<
EE MEMPROSES PELAYANAN IZIN
2 § PENYELENGGARAAN DAN DIEMEROSESST LA AN AN
EMPROSES MENDAPATKAN FASILITAS PERIZINAN
@ PEMBANGUNAN FASILITAS 3 3
= PELAYANAN PENGUJIAN N n L rELIAKAN, ANGKUTAN UMUM UNTUK PENYELENGGARAAN
| PARKIR DAN IZIN REKAYASA LALU LINTAS —>
BERKALA KENDARAAN JASA ANGKUTAN ORANG ANGKUTAN ORANG DALAM
PENYELENGGARAAN e UNTUK JARINGAN JALAN N NS
b = ANGKUTAN ORANG DALAM / TRAVE
5E = TRAYEK LINTAS DAERAH LUESIDEERAL
B2
Req
B =
=]
PE




Kode : KBM-09.04 CFMO1
Nama : Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase

KBM-09.04 CFMO1

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN SISTEM DRAINASE

TIDAK-
MENGIDENTIFIKASI,
MENYUSUN RENCANA MENYUSUN
o KERJA REGULASI, JUKLAK ANALISIS DATA DAN KOORDINASI, MELAKSANAKAN MENGOPERASIKAN
5 J MERUMUSKAN | MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN ~|—»| DAN MEMELIHARA [—»{ _, REHABILITASI MONEV YA LAPORAN
= DAN JUKNIS KEBIJAKAN TEKNIS DAN DOKUMEN T, RNTASD ST AT SALURAN DRAINASE ”
= PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
J SISTEM DRAINASE
—
<
9 KOORDINASI
& DOKUMEN
Z PERENCANAAN
o
———
-2 I~ <
£E 23
£ S
5
=
o = &
£mq
e
g
tEE ITEORACT KONSULTASI DAN
AT KOORDINASI
< PERUNDANG- JIE RO
| 293 TR PENGEMBANGAN
| = SISTEM DRAINASE
D o= =
3
RIEEFE]
REEE
a5 qle
gla<3l= _J
agl=
ZRaa
[ ook
Al Eg
&
72
Z
zES MEMFASILITASI MEMFASILITASI
Fuog PENYUSUNAN KEBIJAKAN
E< KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN
Tz 2 REGULASI SISTEM DRAINASE
<&

DPMPTSP, BPKPD,
p

=
=
=
25 MEMFASILITAST
=B PENYUSUNAN DAN
= o PENETAPAN REGULASI
<}
4
o
q
> 8
-1
=l
L
g2243
: q
ES 09w
FLzZ a4~
FQzq
TAZDm
FaolB<
HEGES MEMFASILITAST
& i PENYELENGGARAAN
Gi q DAN PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
=
4
a
g
£
=
2
]

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN
DESA

MENYAMPAIKAN USULAN
RENCANA PENGEMBANGAN

SISTEM DRAINASE

BERPARTISIPASI DALAM
MEMELIHA DAN
REHABILITASI SISTEM
DRAINASE




Kode

: KBM-09.05 CFMO1

Nama : Mengelola Kawasan Permukiman

KBM-09.05 CFMO1
MENGELOLA KAWASAN PERMUKIMAN
TIDA!
@
S
5 MENGIDENTIFIKASI, MENERBITKAN ENATA
g e ANALISIS DATA DAN KOORDINASI DAN REKOMENDASI TEKNIS DAN MENINGKATKAN
MENYUSUN RENCANA - MERUMUSKAN SINKRONISASI DALAM 1ZIN PEMBANGUNAN DAN KUALITAS KAWASAN
a2 KERJA g REGD‘iii\’?ﬁhk’L’g‘AK > ZBIJAKAN [”| RANGKA PENGELOLAAN > PENGEMBANGAN || [”| PERMUKIMAN KUMUH RIODEY, th LABCRAI,
2 PENGELOLAAN KAWASAN KAWASAN PERMUKIMAN KAWASAN DENGAN LUAS DI
2 PERMUKIMAN PERMUKIMAN BAWAH 10 (SEPULUH) HA
] ] —
<
=) KOORDINASI
2 DOKUMEN
= PERENCANAAN
o
I
o
&
2
=
2
£
&
z KONSULTASI DAN
< REGULASL KOORDINASI
PERATURAN TERKAIT
R EERUNDANGS PENGEMBANGAN
52 UNDANGAN KAWASAN
= PERMUKIMAN
889
ZEG
< £
E8=
=Rl
e
gc
Am
=
2z MEMFASILITASI
L2 5 MEMFASILITASI
& KEBIJAKAN
fugd PENYUSUNAN TS TGN
PEZ i KEBIJAKAN DAN A
A
E E REGULAST PERMUKIMAN
=g -
=
5
S MEMFASILITASI
e PENYUSUNAN DAN
z E PENETAPAN REGULASI
g
=z
@
<
5
gs
=
R
2g%
es=ial MEMFASILITASI
EEd PENYELENGGARAAN
5 DAN PENGELOLAAN [
) KAWASAN
g2 = PERMUKIMAN
g=Aa
=i
B
e
o
5 MEMFASILITASI PELAYANAN
& PERIZINAN PEMBANGUNAN
z DAN PENGEMBANGAN
A KAWASAN PERMUKIMAN )
z
=
Za
== MENYAMPAIKAN USULAN BERPARTISIPASI DALAM
E = & RENCANA MENATA
=5 E PPENGELOLAAN DAN MENINGKATKAN
= = KAWASAN PERMUKIMAN KUALITAS KAWASAN
&g PERMUKIMAN
=}




Kode
Nama

.

KBM-09.06 CFMO1
Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

KBM-09.06 CFMO1

MENINGKATKAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

DISPERKIM, BPPW,
BAPPEDA PROVINSI
JATENG

l TIDAF
g
o KOORDINASI DAN
E MENGIDENTIFIKAS, SINKRONISASI DALAM ‘g}?}?{jﬁi:—?ﬁ]{]\lg;}r]&:&[
2 MENYUSUN RENCANA MENYUSUN ANALISIS DATA DAN RANGKA PENINGKATAN o Toeatare memes YA CABORAN
& Y REGULASI, JUKLAK MERUMUSKAN KEBIJAKAN PRASARANA, SARANA ) MONEV
& DAN JUKNIS PENINGKATAN PRASARANA, DAN UTILITAS UMUM
E L SARANA DAN UTILITAS UMUM L
L —
<
a KOORDINASI
g DOKUMEN
Z PERENCANAAN
o
—
g
2
z
z
2
2
B
E KONSULTASI DAN
g KOORDINASI
g REGULASI TERKAIT
PERATURAN PENINGKATAN
PERUNDANG- PRASARANA,
UNDANGAN SARANA DAN
UTILITAS UMUM

ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
B,

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

MEMFASILITASI
KEBIJAKAN
PENGELOLAAN DAN
PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM

]

BAGIAN HUKUM
SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN —
PENETAPAN REGULASI

BPKPD, DPUPR, DLHKP,
DISTAPANG, DINKES PPKB, BPBD,
DINAS PMD, DINSOS P3A

MEMFASILITASI
PENYELENGGARAAN
DAN PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS
UMUM

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN

DESA

MENYAMPAIKAN USULAN
RENCANA PENGELOLAAN
PENYEDIAAN PSU DI
PERUMAHAN UNTUK
MENUNJANG FUNGSI
HUNIAN

MENDAPATKAN FASILITAS
PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM DI
PERUMAHAN UNTUK
MENUNJANG FUNGSI
HUNIAN




Kode : KBM-09.07 CFMO1

Nama : Mengelola Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

KBM-09.07 CFMO1

MENGELOLA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

l

TIDA

MERBAIKI RUMAH

DISPERKIM, BPPW,
BAPPEDA PROVINSI

L

| o
E MENGIDENTIFIKASI, KOORDINASI DAN UNTUK PENCEGAHAN YT
S MENYUSUN ANALISIS DATA DAN SINKRONISASI DALAM TERHADAP TUMBUH RS S e L S7R
g MENYUSUN RENCANA SEOART SRR MERUMUSKAN KEBIJAKAN RANGKA PENGELOLAAN | | DAN BERKEMBANGNYA o oS oo o MONEV YA LAPORAN
o KERJA SIS TS PENGELOLAAN PERUMAHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH s TS
g DAN KAWASAN KAWASAN PERMUKIMAN DILUAR KAWASAN BRI ANC UL
= PERMUKIMAN KUMUH KUMUH PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS DI
DENGS NS SIT BAWAH 10 (SEPULUH) HA
—J BAWAH 10 (SEPULUH) HA ( )
—
b KOORDINASI
@ PENYUSUNAN
& DOKUMEN
= PERENCANAAN
[ I —
o
&
=
[
z
=
g
=
5 KONSULTASI DAN
E KOORDINASI
= PERATURAN o
PENGELOLAAN
PERUNDANG- PERUMAHAN DAN
UNDANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN

o KUMUH

=z

E

=

S

ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN
ETDA

MEMFASILITAST
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
REGULASI

MEMFASILITAST
KEBIJAKAN
PENGELOLAAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH

BAGIAN HUKUM
SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN REGULASI

BPKPD, DPUPR, DLHKP, DPMPTSP,
DISTAPANG, DINKES PPKB, BPBD,
DINAS PMD, DINSOS P3A

MEMFASILITASI
PENYELENGGARAAN
DAN PENGELOLAAN

PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH

PEMERINTAH
KECAMATAN DAN
DESA

MENYAMPAIKAN
USULAN RENCANA
PENGELOLAAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH

MENDAPATKAN
FASILITAS PERBAIKAN

RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI

BERPARTISIPAST
DALAM MENJAGA DAN
MEMELIHARA

FASILITAS
PEMBANGUNAN
RUMAH




Kode
Nama

: KBM-09.08 CFMO1

: Mengembangkan Perumahan

KBM-09.05 CFMO1
MENGELOLA MENGEMBANGKAN PERUMAHAN

"TIDA!
g l
=
2 S
E e e KOORDINASI, MENDATA MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN MEMPROSES DAN
2 MENYUSUN PENYEDIAAN DAN SOSIALBASHDAN] PEMBANGUNAN DAN MENERBITKAN,
= MEN(USUNRENCARA REGULASI, JUKLAK MERUMUSKAS REHABILITASI RUMAH PERSIAPANAENYEDIAAN —>| REHABILITASI RUMAH | ——| REKOMENDASI TEKNIS MONEV YA LAPORAN
[ KERJ AL KEBIJAKAN B L L DAN REHABILITASI RUMAH RN IZIN PEMBANGUNAN DAN
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Kode : KBM-09.09 CFMO1
Nama : Mengelola Sumber Daya Air

KBM-09.09 CFMO1

MENGELOLA SUMBER DAYA AIR

TIDAK
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MENGIDENTIFIKASI,
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Kode :
Nama :

KBM-09.10 CFMO1

Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum

KBM-09.10 CFMO1

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
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DAN JUKNIS e DAN MENGEMBANGKAN R O RO LA A NS RAN PERLUASAN/PERBAIKAN
TR SUMBER DAYA AIR SPAM
L 7
<
g KOORDINASI
£ DOKUMEN
z PERENCANAAN
Fa
EEZ3
gl
T=a4
EELE
@
=Y
Emd
g2
=z
EEE: REGULASI PERATURAN KO A ASAN
P AN TERKAIT PENGELOLAAN
S5 DAN PENGEMBANGAN
€l 22 SISTEM PENYEDIAAN AIR
Tl o5
AE3%k
=222
e
|59 gl€
=
ElZ £35S
EERE
&l e g
a g
=K
@
L
558
2o
& - -
= é MEMFASILITAST MEMFASILITASI
253 PENYUSUNAN KEBIJAKAN EBITAKAN]
£04 DURECHIEE T PENGELOLAAN DAN
oo PENGEMBANGAN
2z é SISTEM PENYEDIAAN
L AIR MINUM
g
T

BAGIAN HUKUM
SETDA

MEMFASILITASI
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN REGULASI

DPMPTSP, BPKPD,

ELURUH
PEMERINTA
H DESA

PENGEMBANGAN DAN ~ ——

PENGELOLAAN SUMBER

MEMANFAATKAN SUMBER
DAYA AIR SECARA

DAYA AIR

OPTIMAL

<] |8
EEEE
=
=57
2242
LY
aFg~
;22 a
HE
S@FE MEMFASILITASI
2558 PENYELENGGARAAN
S5 & , PENGELOLAAN
B DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
= PENYEDIAAN AIR
= MINUM
a
&
=
ZE
2
o=
3=
a8 MENYAMPAIKAN USULAN
= RENCANA MENGGUNAKAN DAN BERPARTISIPASI DALAM

MENJAGA DAN
MEMELIHARA SUMBER
DAYA AIR




BPKPD,

Kode

Nama

: KBM-09.11 CFMO1
: Menata Bangunan Gedung

KBM-09.11 CFMO1
MENATA BANGUNAN GEDUNG
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: KBM-09.12 CFMO1
: Menata Bangunan dan Lingkungannya
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Kode :
Nama :

KBM-09.13 CFMO1
Mengembangkan Jasa Konstruksi

KBM-09.13 CFMO1

MENGEMBANGKAN JASA KONSTRUKSI
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MENGIDENTIFIKASI,

MEMPROSES DAN
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Kode
Nama

.

KBM-10.01 CFMO1

MENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

KBM-10.01 CFM O1
MENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
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Kode :KBM-10.02 CFMO1

Nama : MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

KBM-10.02 CFM 01

MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN
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Kode

: KBM-10.03 CFMO1

Nama : MENGELOLA KEANEKARAGAMAN HAYATI
KBM.10-03 CFM 01
MENGELOLA KEANEKARAGAMAN HAYATI
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Kode :KBM-10.04 CFMO1

Nama : MENGELOLA SAMPAH

KBM-10.04 CFM 01
MENGELOLA SAMPAH
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Kode :KBM-10.05 CFMO1

Nama : MENGELOLA PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

KBM-10.05 CFM 01
MENGELOLA PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
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Kode :KBM-10.06 CFMO1

Nama : MENINGKATKAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KBM-10.06 CFM 01

MENINGKATKAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
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Kode : KBM-10.06 CFMO02
Nama : MENANGGULANGI PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KBM-10.06 CFM 02

MENANGGULANGI PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
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Kode :KBM-10.06 CFMO03
Nama : PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KBM-10.06 CFM 03
PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
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TIDAK
TIDAK:
KONSULTASI v
A 4 DAN
o, JUKLAK DAN SOSIALISASI
KOORDINASI »| PELAKSANAAN
% MENYUSUN KNS PERSIAPAN BELAKSANSAN PENGUMPULAN VALIDASI YA—P LA e RESTORASI RIONEV YAP CAEORAN
RENCANA 2 MEEMULLIAN] »| PELAKSANAAN ¥ REEMULIAN, ™| PENDATAAN DATA REHABILITASL
S PERCEMARAN / PEMULIHAN PERCEMARAN /
KERUSAKAN LH KERUSAKAN LH
PERCEMARAN / 4
KERUSAKAN LH 7 X
zZ
Z 2 g v
EcEEps
SHsManm KONSULTASI
e % RS-y DAN
=l S A REGULASI / KOORDINASI
E =g < KEBIJAKAN / PERSIAPAN | _|
= = A PERATURAN PELAKSANAAN
= PERUNDANG - PEMULIHAN
UNDANGAN PERCEMARAN /
m Fa E" KERUSAKAN LH
E2x
Sn SRS A
SEQTES 1
5
Zxa-a
=0 A w®p
SEI< LD
ARz = A
o A=A
A A
v
E KOORDINASI
€3] PENYUSUNAN
o RENCANA
% KERJA
m
== v
<5 FASILITASI
G & PENETAPAN —
zD PERATURAN
m =
] v
Sgz
O § v A v
234
<<
= m Q SOSIALISASI RN DA PELAKSANAAN
n PENCEMARAN ]
o PELAKSANAAN Do PELAKSANAAN
BRMULIETAN KERUSAKAN REHABILITASI
0 KERUSAKAN L1 EXCKICN
=
a
m
A




Kode : KBM-10.07 CFMO1
Nama : MEMBINA DAN MENGAWASI TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH
DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

KBM -10.07 CFM 01
MEMBINA DAN MENGAWASI TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
Phase
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Kode :KBM-10.08 CFMO1

Nama : MENYELESAIKAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(PPLH)

KBM-10.08 CFM 01

MENYELESAIKAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Phase
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Kode
Nama

: KBM-10.09 CFMO1

: Merencanakan Kebutuhan dan Mendayagunakan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

untuk Upaya Kesehatan

KBM-10.09 CFM 01 MEMBERIKAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH
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Kode :KBM-11.01 CFMO1

Nama : MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN MELAKSANAKAN PEMANTAUAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KBM-11.01 CFMO1
MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN MELAKSANAKAN PEMANTAUAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
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Kode :KBM-11.02 CFMO1
Nama : MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

KBM-11.02 CFM O1
MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Phase

3
[==] TIDA.
| <]
= JUKLAK DAN KOORDINASI TALISAST PELAKSANAAN
< JUKNIS DAN PERSIAPAN e yaany SIS KEBIJAKAN
22 PELAKSANAAN PELAKSANAAN TEKNIS DAN
w2 PENYUSUNAN TEKNIS DAN TEKNIS DAN
PEMANTAPAN PEMANTAPAN PEMANTAPAN
(23] RENCANA PEMANTAPAN PEMANTAPAN MONEV Y AP LAPORAN
IDEOLOGI IDEOLOGI PELAKSANAAN
==} KERJA PELAKSANAAN PELAKSANAAN
PANCASILA DAN PANCASILA DAN IDIOLOGI
= IDIOLOGI IRIOTOST PANCASILA
= KEBANGSAAN KEBANGSAAN TSRS BANCASILA +
= —
= (2
-
DTES S =
TES=EZE
EHZmgsha
= = F = &
EEE=EES=ZF v
= S RAM KOORDINASI
==S=H=5 s
= =] IS REGULASI/ DAN PERSIAPAN
= = PELAKSANAAN
I B PEMANTAPAN
PERATURAN
— — PERUNDANG IDEOLOST
=] o (&) UNDANGAN PANCASILA DAN
= — [a¥) = KARAKTER
= % = (2’) % =) KEBANGSAAN
= m
EER=Z=OS x
S E
=| v m
=S x <M S
HAefAe =
=5 = m
m ~
- h 4
% KOORDINASI
[T, PENYUSUNAN t—-/
Ay PROGRAM
=
m
h 4
y KOORDINASI DAN A 4
= = PENETAPAN PERUMUSAN —
E % a e KEBIJAKAN TEKNIS DAN
— PEMANTAPAN
% = =2 Pfﬁg’g?éﬁ? PELAKSANAAN IDIOLOGI
m = PANCASILA
=
= =
w2
= e A AL S —
EESSHEE g
BESE IS o=
=S oL22 ==
1751 E < B = & = SOSIALISASI D S VA AT
= O = /= é KEBIJAKAN KEBIJAKAN
= £ a b= v TEKNIS DAN TEKNIS DAN
= A Em D PEMANTAPAN PEMANTAPAN
[22] [z = PELAKSANAAN PELAKSANAAN
= m IDIOLOGI IDIOLOGI
= PANCASILA PANCASILA
=
EE
(2
2 = M|,
— § =
<3
PR ES]
~
w2
m
a
=
=
~




Kode
Nama

: KBM-10.03 CFMO1
: MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA

BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN, PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN
PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK
DI DAERAH

KBM-11.03 CFM O1

MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN,

PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH
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Kode :KBM-11.04 CFMO1

Nama : MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI

SOSIAL DAN BUDAYA

KBM-11.04 CFM 01

MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
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Kode
Nama

.

KBM-11.05 CFMO1
Merencanakan Kebutuhan dan Mendayagunakan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

KBM-11.05 CFMO1
MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Phase
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Kode :KBM-12.01 CFMO1
Nama : MENGELOLA KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA

KBM-12.01 CFM 01
MENGELOLA KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA
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Kode
Nama

.

KBM-12.01 CFMO02

MELESTARIKAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA

KBM-12.01 CFM 02

MELESTARIKAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA
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Kode
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KBM-12.02 CFMO1

MENGELOLA CAGAR BUDAYA

KBM-12.02 CFM 01
MENGELOLA CAGAR BUDAYA
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Kode :KBM-13.01 CFMO1
Nama : MENANGANI GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH

KBM-13.01 CFMO1
MENANGANI GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH
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Kode :KBM-13.01 CFMO02
Nama : MENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

KBM- 13.01 CFM 02
MENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
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Kode :KBM-13.01 CFMO03
Nama : MELAKSANAKAN PEMBINAAN PPNS KABUPATEN KEBUMEN.

KBM-13.02 CFMO1
MENCEGAH, MENGENDALIKAN, MEMADAMKAN, MENYELAMATKAN, DAN MENANGANI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, KEBAKARAN DALAM DAERAH
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Kode :KBM-13.02 CFMO1
Nama : MENCEGAH, MENGENDALIKAN, MEMADAMKAN, MENYELAMATKAN, DAN MENANGANI BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN, KEBAKARAN DALAM DAERAH

KBM-13.02 CFM01
MENCEGAH, MENGENDALIKAN, MEMADAMKAN, MENYELAMATKAN, DAN MENANGANI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, KEBAKARAN DALAM DAERAH
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Kode :KBM-13.02 CFMO02

Nama : MENGINSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN

KBM-13.02 CFMO2
MENGINSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN
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Kode :KBM-13.02 CFMO03

Nama : MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KEBAKARAN

KBM-13.02 CFMO3

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KEBAKARAN
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Kode :KBM-14.01 CFMO1
Nama : MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA

KBM-14.01 CFM 01
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Kode :KBM-14.02 CFMO1

Nama : MENATA SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

KBM-14.02 CFMO1

MENYELENGGARAKAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
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Kode
Nama

KBM-14.03 CFMO1
MEMBERIKAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KBM-14.03 CFMO1
MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
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Kode :KBM-14.04 CFMO1

Nama : PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

KBM-14.04 CFMO1

MENETAPKAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
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Kode :KBM-15.01 CFMO1

Nama : Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

KBM-15.01 CFM 01
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Kode :KBM-15.02 CFMO1

Nama : MENYELENGGARAKAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN

KBM-15.02 CFMO1
MENYELENGGARAKAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
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Kode :KBM-15.03 CFMO1
Nama : MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG
PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN

KBM-15.02 CFMO1
MENYELENGGARAKAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
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Kode :KBM-15.04 CFMO1

Nama : MENETAPKAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL

KEWENANGAN

YANG MENJADI

KBM-15.04 CFMO1

MENETAPKAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
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Kode :KBM-15.05 CFMO1
Nama : MENGENDALIKAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN

KBM-15.05 CFMO1
MENGENDALIKAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
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Kode :KBM-16.01 CFMO1
Nama : MENYUSUN PERENCANAAN PENDANAAN

KBM-16.01 CFM 01

MENYUSUN PERENCANAAN PENDANAAN
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Kode :KBM-16.01 CFMO02
Nama : MENGANALISA DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

KBM-16.01 CFM 02
MENGANALISA DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TIDAK:
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Kode :
Nama :

KBM-16.01 CFMO1
MENGENDALIKAN, EAVALUASI DAN PELAPORAN

KBM-16.01 CFM 03

MENGENDALIKAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TIDAK
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Kode :KBM-16.07 CFMO02

Nama : MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

KBM-16.07 CFM 02

MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

PHASE
"TIDAI
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5 . PENYUSUNAN MENYUSUN JUKLAK DAN KOORDINASI DAN G MELAKSAANAKAN MELAKSANAKAN
JUKNIS KOORDINASI PERSIAPAN MELAKSANAKAN
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Kode
Nama :

: KBM-16.08 CFMO1

MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

KBM-16.08 CFM 01

MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

PHASE
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é TIDAK
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Kode :
Nama :

KBM-16.08 CFMO02
MELAKSANAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

KBM-16.08 CFM 02

MELAKSANAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

PHASE

PEMDES
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Kode :KBM-16.09 CFMO1

Nama : MENYELENGGARAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH

KBM-16.09 CFM 01

MENYELENGGARAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH

E & TIDAK
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Kode :KBM-16.10 CFMO1

Nama : MENGELOLA ARSIP DINAMIS DAERAH

KBM-16.10 CFM 01
MENGELOLA ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
PHASE
‘TIDAK:
n
=) MENYUSUN JUKLAK DAN KOORDINASI DAN Xﬁﬁgggﬁg&ﬂg PENCIPTAAN PEMELIHARAAN
A PENYUSUNAN JUKNIS KOORDINASI PERSIAPAN MELAKSANAKAN N AN DAN DAN
Eé PERENCANAAN > MERUMUSKAAN (> MERUMUSKAAN KEBIJAKAN (——{ oo 50 5o ™| PENGGUNAAN PENYUSUTAN MONEV YA LAPORAN
B KEBIJAKAN TEKNIS TEKNIS DIBIDANG BN ARSIP DINAMIS ARSIP DINAMIS
E DIBIDANG PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN A
—] 1
N
T By
= gEZ
Erg zZ <
H
Z Z
22 EE
S~sS B N
@ = o, MELAKSANAKA
[ ¥ ) < N
= m Eggﬂkﬁ\% KOOORDINASI
-~ PERATURAN M%{RE%I}/‘I}A?(AN N
e % < PERUNDANG RIS
g 5 (=W é 2 CABSNCEN DIBIDANG
= Z K= A PENGAWASAN
7S < XK M@ N
o &
SRR’ g
SEZLQo<
@ A E © M
—
[a Am
<
@) A
E KOORDINASI
[a¥ PENYUSUNAN
< PERENCANAAN
m
[
= E A4
<D MEFASILITASI
O~ PENETAPAN
<D PERATURAN
m T
=
b § for) v v
=} PENCIPTAAN PEMELIHARAAN
x O é DAN || DAN
2Z2F PENGGUNAAN PENYUSUTAN
d é E ARSIP DINAMIS ARSIP DINAMIS
0 @
[
T n
2
® A
==
=f5
= Ay
n




Kode :KBM-16.10 CFMO02
Nama : MENGELOLA ARSIP STATIS DAERAH

KBM-16.10 CFM 02

MENGELOLA ARSIP STATIS DAERAH

PHASE
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@« “TID.
2 !
AKUISISI PENGELOLAAN SIMPUL
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Kode :KBM-16.10 CFM03

Nama : MENGELOLA SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

KBM-16.10 CFM 03

MENGELOLA SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT

PHASE

3 TIDAK:
E MENYUSUN JUKLAK DAN KOORDINASI DAN Xﬁﬁgggﬁgj&ﬂﬁ PENYEDIAAN INFORMASI,
~ PENYUSUNAN JUKNIS KOORDINASI PERSIAPAN MELAKSANAKAN TR R NT AKSES DAN LAYANAN
< PERENCANAAN MERUMUSKAAN > MERUMUSKAAN KEBIJAKAN KEBLJAKAN TEKNIS KEARSIPAN TINGKAT YA LAPORAN
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Kode :KBM-17.01 CFMO1
Nama : MENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KBM-16.10 CFM 03

MENGELOLA SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT

PHASE

%) ¢ "TIDAK:
E MENYUSUN JUKLAK DAN KOORDINASI DAN Xﬁﬁ%ggﬁgg%ﬂg PENYEDIAAN INFORMASI,
~ PENYUSUNAN JUKNIS KOORDINASI PERSIAPAN MELAKSANAKAN MERUMUSKAAN AKSES DAN LAYANAN
< PERENCANAAN MERUMUSKAAN MERUMUSKAAN KEBIJAKAN KEARSIPAN TINGKAT YA LAPORAN
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Kode :
Nama :

KBM-17.01 CFMO2

MENGELOLA APLIKASI INFORMATIKA

KBM-17.02 CFM 01

MENGELOLA APLIKASI INFORMATIKA
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Kode :KBM-18.01 CFMO1

Nama : MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

KBM-18.01.CFMO1
MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

Phase
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Kode :KBM-18.01 CFMO02

Nama : MELAKSANAKAN SEIFIKASI KELEBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

.

KBM-18.01.CFM 02

MELAKSANAKAN SERTIFIKASI KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL.

PHASE.
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KOORDINASI
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Kode :KBM-18.02 CFMO1

Nama : MELAKSANAKAN PEMBERHENTIAN ASN

KBM-18.02.CFM 01
MELAKSANAKAN PEMBERHENTIAN ASN
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Kode : KBM-18.02 CFMO1

Nama : MENGELOLA INFORMASI KEPEGAWAIAN

KBM-18.02.CFM 01
MENGELOLA INFORMASI KEPEGAWAIAN

PHASE
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Kode :KBM-18.02 CFM04
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Kode :KBM-18.03 CFMO1
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Kode :KBM-18.04 CFMO1
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Kode :KBM-18.04 CFMO02
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Kode :KBM-18.04 CFMO03
Nama : MENYELENGGARAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK

KBM-18.04 CFM 03
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Kode
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KBM-18.05 CFMO1

MELAKUKAN PELAYANAN CATATAN SIPIL
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MELAKUKAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
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MENYELENGGARAKAN PENCATATAN SIPIL
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Kode :KBM-18.06 CFMO1

Nama : MENYELENGARAKAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN
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Kode : KBM-18.07 CFMO1
Nama : MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH
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Kode :KBM-18.08 CFMO02
Nama : MELAKSANAKAN FASILIATS KERJASAMA

KBM-18.08 CFM 02
MELAKSANAKAN FASILITASI KERJASAMA DAERAH
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Kode : KBM-18.08 CFMO03
Nama : MELAKSANANAKAN FASILITAS DAN KOORDINASI HUKUM

KBM-18.08 CFM 03

MELAKSANAKAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
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PRODUK HUKUM DAERAH

—

PENDOKUMENTASIAN PRODUK

HUKUM DAN PENGELOLAAN
INFORMASI HUKUM

SETDA
BAGIAN HUKUM

C

L

FASILITASI BANTUAN
HUKUM

-

YA LAPORAN

REGULASI/
KEBIJAKAN/
PERATURAN

UNDANGAN

PERUNDANG -

PEMERINTAH
PUSAT
(KEMENDAGRI,
KEMENPAN RB,
BPK, BAPPENAS)

KONSULTASI DAN
KOORDINASI

PEMERINTAH
PROPINSI
(BAPPEDA,
BIRO
PEMERINTAHA
N OTDA DAN
KERJASAMA,
BIRO ORTALA,
BPKP)

TERKAIT PELAKSANAAN

FASILITASI DAN
KOORDINASI HUKUM

\ 4
KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA
KERJA

BAPPEDA
|

SELURUH
PERANGKAT
DAERAH

FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH

PEMDES/
KEL

HUKUM DAN PENGELOLAAN
INFORMASI HUKUM

PENDOKUMENTASIAN PRODUK

FASILITASI BANTUAN
HUKUM




Kode :
Nama :

KBM-18.08 CFM04
MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESRA

KBM-18-08 CFM 04

MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Phase

é TIDAK:
=
<ZR< r EENYUSURAN JUKLAKDAR KOORDINASI DAN PERSIAPAN EVALUASI, PELAKSANAAN
asEg PENYUSUNAN JUKNIS PELAKSANAAN PELAKSANAAN (PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN CAPAIAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA EVALUASI, PELAKSANAAN KEBLIAKAN
£0 RENCANA MENGEVALUASI 3| DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT
K é AN P MENGEVALUASI KEBIJAKAN KINERJA TERKAIT MENTAL SPIRITUAL KESETAHTERAAN SOSIAL
g ESEI N AT KESEJAHTERAAN RAKYAT) KESEJAHTERAAN SOSIAL
0z C [ [
=
4
T Rz
< O -0
En< § M <
Z<0zhz v
phzE@MAR
SpEEga
ShSay < REGULASI/
B 24%n KEBLJAKAN/ KONSULTASI DAN
= PERATURAN KOORDINASI
% : PERUNDANG - TERKAIT
E s % <9 UNDANGAN MENGEVALUASI
257 SRS KEBIJAKAN
zz4 9 g 2 A g KESEJAHTERAAN
raaEo Ao RAKYAT
H30&m 4 3 [
g<PRE m
358 2982
2N o X m
< v
[a) KOORDINASI
= PENYUSUNAN
& RENCANA
< KERJA
m
z S MEMFASILITASI
S a PENYUSUNAN DAN
32 £ PENETAPAN
5T REGULASI

SELURUH
PERANGKAT
DAERAH

PEMDES

EVALUASI, PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAN CAPAIAN
KINERJA TERKAIT
KESEJAHTERAAN SOSIAL

MENTAL SPIRITUAL

FASILITASI PENGELOLAAN BINA ||

EVALUASI, PELAKSANAAN KEBIJAKAN
DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT

KESEJAHTERAAN SOSIAL




Kode : KBM-18.09 CFMO1
Nama : MENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

KBM-18.09 CFM 01
MENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Phase

TIDAK
zZZ
<Dt: E g A < PENYJ;UN o PENYUSUNAN JUKLAK DAN KOORDINASI DAN PERSIAPAN PENGELOLAAN PENGELOAAN LAYANAN PEMBINAAN DAN
=0 < sz (g RENCANA —»PEﬂgIgIOSLiEA];IA;{SSg:gﬂAN > PE]fgéfgS:xNAg;&?:SSgg?&NG 3| PENGADAAN BARANG | PENGADAAN SECARA —»| ADVOKASI PENGADAAN
B < % é ) KERT BARANG DAN JASA DAN JASA) DAN JASA BLEKTRONIK BARANG DAN JASA
m
& g | | - | E—
I =} n
= 2 Z 2 49
EwQn a @] <
Z < Z .z MO ZQ
PO smzE@
R :
SEE 7 s % REGULASI/
B &8 B @ & KEBIJAKAN/
A= [ PERATURAN KONSULTASI DAN
o> ma Pﬁi‘-};ﬂg‘g' KOORDINASI
7 TERKAIT
5 — . B2 é E E PENGELOLAAN
SnS < M § < m PENGADAAN BARANG
cZogan gD -
Esmﬁzéomogaf DAN JASA
[ E2Z e
HoLEEZEZZZmad
SEad<RESHd
HAL T M =2Xs z
o, oA = E <
<@ EAQ
< h 4
8 KOORDINASI
a PENYUSUNAN
o RENCANA
E KERJA
z s v
SD
5 = MEMFASILITASI
<D PENYUSUNAN DAN
m T PENETAPAN
REGULASI
v v v
=
£3 z
O
2 Zm
— § <
ﬁ m A PENGELOLAAN PENGELOAAN LAYANAN AD\fg?fslf’ QSSG%I\AAN
o, PENGADAAN BARANG PENGADAAN SECARA | —J
DAN JASA ELBKTRONIE BARANG DAN JASA
n
=
a
=
@
=%




Kode : KBM-18.09 CFMO02
Nama : MELAKSANAKAN KEBIUAKAN PEREKONOMIAN

KBM-18.09 CFM 02
MELAKSANAKAN KEBIJUAKAN PEREKONOMIAN

Phase

E < TIDAF
E : PENYUSUNAN JUKLAK DAN KOORDINASI DAN PERSIAPAN
E % @) > [m) s PENYUSUNAN JUKNIS PELAKSANAAN > PELAKSANAAN (PELAKSANAAN o KOORDINASI, SINKRONISASI, > PENGENDALIAN DAN
= RENCANA —> MONITORING DAN EVALUASI DISTRIBUSI YA LAPORAN
=0 % < % ﬁ KERJA KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN BUMD DAN BLUD PEREKONOMIAN
B < v Am = PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN)
nm E % —]
= ]
Ay
o) s R
< O ()
| ] o <
Z <& Z .z A
FuRA0Zzan
LéJ 2 E m ﬁ <a&m 4
E X % é REGULASI/
- ggk‘-ﬁﬁé KONSULTASI DAN
< PERUNDANG - KOORDINASI
T S4 <« UNDANGAN TERKAIT
B 38 ~8_ KEBIJAKAN
Z Z 2 =z, E g E & PEREKONOMIAN
224 > — @] (oL, oo h
HOoMm~MZn o
=& Hmma
3] = =z m
= &
4
< KOORDINASI
&) PENYUSUNAN
E RENCANA [
o, KERJA
<
m
% § MEMFASILITASI
6 M PENYUSUNAN DAN
<D PENETAPAN
m T REGULASI
=
2 v v
=)
2O
224
(L;J) = a KOORDINASI, SINKRONISASI, PENGENDALIAN DAN
2 MONITORING DAN EVALUASI DISTRIBUSI —
KEBIJAKAN BUMD DAN BLUD PEREKONOMIAN
n
m
[a)
=
@
[a W




Kode :KBM-18.09 CFM03
Nama : MEMANTAU KEBIJAKAN SUMBERDAYA ALAM

KBM-18.09 CFM 03
MEMANTAU KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM
Phase
Z
< § l IDA
= < PENYUSUNAN JUKLAK DAN
<7 0. A PENYUSUNAN JUKNIS PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PERSIAPAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI
E é 4 5 5 % RENCANA —> MENGEVALUASI > Pﬁﬁ?gyﬁAgEEg&mN | DAN EVALU'ASI KEBIJAKAN’PERTANIAN, | KEBIJAKAN PE)%rAMEANGAN DAN LINGKUNGAN — KOORDIXE&&‘:\[‘{S‘&;@S‘IbiﬁNAf‘;’ALUASI
% 5 g Q m < KERJA KESEJAKH}I’,I-BEI\mN - KESEJAHTERAAN RAKYAT) KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN HIDUP
5 2 o - C —
m®n
[N
L oM =
r B5peF
< @Sga’
Een0 Moo p
z<Qzzu
AEEEEE
dPEYZAE
ghsges=
[N é‘j @< a REGULASI/
o2 M KEBIJAKAN/ KONSULTASI DAN
PERATURAN KOORDINASI
o E < PERUNDANG - TERKAIT
<= 54 .% UNDANGAN MENGEVALUASI
=) A=l a_ KEBIJAKAN
ZZ9 =) KESEJAHTERAAN
¥ > on § e RAKYAT
S0BESaR
M ELE
= =
A A<
< KOORDINASI
EJ PENYUSUNAN | |
o RENCANA
% KERJA
m
22 MEMFASILITASI
6 & PENYUSUNAN DAN
<P PENETAPAN
m T REGULASI
5]
o
E:
%O
e
(L/ﬂ) é E T R PR KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI
DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, 5 A
A KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KEBLIAKAN PERTAM‘?_I"\[’:S;\N [DANLINGKUNGANI B KOORDIEQS};?%?&?{EB%E; ALUASI
]
m
)
=
m
A




Kode :KBM-18.09 CFM04
Nama : MENGELOLA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KBM-18.09 CFM 04

MENGELOLA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Phase

g = TIDAK:
=}
z PENYUSUNAN JUKLAK DAN
E <5 g PENYUSUNAN JUKNIS PELAKSANAAN O PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN EVALUASI DAN S
o= < 5 RENCANA —> PENGELOLAAN N T FELAKSATIAAN > EVALUASI PROGRAM PELAPORAN PELAKSANAAN i YA LAPORAN
B < = % KERJA ADMINISTRASI o PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
m = PEMBANGUNAN
A A [ I X
< A
<
(=l
Z <
=
~ n
m 2 .
s [a ¥
S REGULASI/
~ ! KONSULTASI DAN
< PERUNDANG. - KOORDINASI
= % UNDANGAN TERKAIT
= Z PENGELOLAAN
B> ADMINISTRASI
1= g 3 PEMBANGUNAN
= /
@
[aggant
< v
[a) KOORDINASI
= PENYUSUNAN
& RENCANA
< KERJA
m
A
2 § MEMFASILITASI
5 o7 PENYUSUNAN DAN
<D PENETAPAN
m T REGULASI
&=
v
£k ‘
24
D Z o
25«
=B > S PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN EVALUASI DAN
n @ PELAPORAN PELAKSANAAN
~ EVALUASI PROGRAM A s
PEMBANGUNAN
S~
A
=
[ap|
= X
@
[aW




Kode :KBM-18.10 CFMO1
Nama : MELAKUKAN PELAYANAN CATATAN SIPIL

KBM-18.10 CFM O1
MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH

PHASE
a2 TIDAK:
— KOORDINASI DAN
jo PENYUSUNAN PERSIAPAN
A RENCANAA MR ENMOS TN AN PELAKSANAAN MONEV YA LAPORAN
w2 KERJA JUKLAK DAN > PE AN G A NAN
= LLENIES SENGKETA TANAH
E [ GARAPAN X
jm ]
==
=
= &
=
e R
| =
= /~ 4
= REGULASI / KOORDINASI
A~ KEBIJAKAN DAN PERSIAPAN
PERUNDANG PELAKSANAAN
g 1 UNDANGAN PENANGANAN
= & N SENGKETA
= = TANAH
= = GARAPAN
| O - —
= B
(=™
== A 4
(=] KOORDINASI
= PENYUSUNAN
== RENCANA
= KERJA
M
y
MEMFASILITASI
PENETAPAN I

PERATURAN

BAGIAN
HUKUM

KOORDINASI
DAN PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PENANGANAN
SENGKETA
TANAH

PERANGKAT
DAERAH
(DINAS PMD,
KECAMATAN)

GARAPAN

PEMDES




Kode :KBM-18.11 CFMO1
Nama : MENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

KBM-18.11 CFM 01
MENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Phase
TIDAK:
2
REGULASI/ KOORDINASI DAN
5 5 v JUKLAK DAN PERSIAAPAN SUIDEYL
£z ST JUKNIS PELAKSANAAN DAN
2 RENCANA > > % PENGELOLAAN YA LAPORAN
a5 KERJA PENGELOLAAN PENGELOLAAN i
& ADMINISTRASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
K KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN C
|
\4
g KOORDINASI
2 PENYUSUNAN
& RENCANA
i KERJA
Y
KOORDINASI DAN
s KOORDINASI PERSIAAPAN
a PENYUSUNAN PELAKSANAAN
& RENCANA PENGELOLAAN
m KERJA ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
Z \ 4
8 PENDATAAN
. < DAN
T & PENGELOLAAN
2 B ADMINISTRASI
D KEPEGAWAIAN
&a}
1)}




Kode :KBM-18.11 CFMO02
Nama : MENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

KBM-18.11 CFM 02
MENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Phase
REGULASI [DAK
= v / KOORDINASI DAN
§ JUKLAK DAN e e
<
<5 /PENYUSUNAN (| JUKNIS | PELAKSANAAN PENYEDIAAN GAJI PELAKSANAAN
Bz RENCANA » PENGELOLAAN S meman | AN TUNJANGAN .| PENATAUSAHAAN DAN Ya—p{  LAPORAN
@ é KERJA ADMINISTRASI o il ASN 7| PENGUJIAN/VERIAKASI
g KEUANGAN R KEUANGAN SKPD
B DAERAH .
2 \4
2 KOORDINASI
& PENYUSUNAN
g RENCANA
i KERJA
A 4
4 KOORDINASI DAN
a KOORDINASI PERSIAAPAN
& PENYUSUNAN || PELAKSANAAN |
& RENCANA PENGELOLAAN  [*
KERJA ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH
z \
I PELAKSANAAN
: ) PENATAUSAHAAN DAN | |
05 PENGUJIAN/VERIAKASI
L4 KEUANGAN SKPD
v N
=)
5]
2
/)]




Kode : KBM-18.11 CFMO03
Nama : MENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KDH DAN WKDH
RBIEL8.11CPO3
MENGELOLA ADMIUSTRAS KEUANGAY DAY OPERASIONAL KD DAY VADH
Phase
TIOAK

2 REGULAS) JUKLAK DAY
) FOORDINAS DAN PERSLAPAN
35 /TSN JUK%%%MN PELAKSAAAN PNGELOLAAN PENVEDIAANGAJI DAY mgmm%‘m PENVEDIAAN DANA PENUNUANG PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP ADUNSTRAS
it RENCAM aoupy ) ST A TUNAYGAY EPALA DAERARDAN S (PERASIONAL EPALA DAERMA DAN——  KEPALA DAERADANVAKL, KEUANGANDAY  )—TA  LAPORAN
i< FERIA DA OPERASINAL KDH DAY WAKL EPALA DAERA WAKL KEPALA DAERA KEPALA AR
; PERASIONLKDH DAY W AR
< WIDH .
S 1| ovomss
2| ms
) RENCAMA
§ RERIA
h
o | | Hovoms FOORDINAS DAN PERSLAPAN
b || s | PELAKSANAAN PGELOLAAY
E RENCAMA ADINISTRAS]KEUANGAN DAY

RERIA OPERASIONAL KDH DA WHDH




Kode

: KBM-18.11 CFM04

Nama : FASILITASI KERUMAH TANGGAAN KDH/WKDH
KBM-18.11 CEM 04
FASILITAS! KERUMAHTANGGAAN BUPATI/WAKIL BUPATI
Phase
TIDAK
s
D J REGULASI JURLAK DAY KOORDINASI DAN PERSIAAPAN
<& | /PENVUSUNAN JURNIS PENGELOLAAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
o (R ADMINISTRAS . o  PENVEDLAAN KEBUTUFANRUNAH | PENVEDIAAN KEBUTURAN RUMAR KERUMAHTANGGAN o\ /oo
¥ FASILITASI g TANGGA KEPALA DAERAH "' TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH BUPATI /WAKIL
08 |\ KERA — KERUMAHTANGGAAN BUPATI/ e
g WAKLL BUPATI
< BUPATI/WAKIL BUPATI
i L
\
5 KOORDINASI
2 PENYUSUNAN
D RENCANA
3 KERJA
d ! Y
% KOORDINASI DAN PERSIAAPAN
<
3E KOORDINAST PELAKSANAAN PENGELOLAAN
< PENYUSUNAN
N - PASILITASI —
o KERUMAHTANGGAAN BUPATI/
B KERIA WAKIL BUPATI
D
m




Kode : KBM-18.11 CFMO5
Nama

: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

KBM-18,11 CRM 05
ADMINISTRAS] UMUM PERANGKAT DAERAH
Phage
DA
5 J%EK?E;ASBN KOORDINASI DAN PENVELENGGAR —— — P&m PENVEDIAAN BAHAN
55 PENTUSUNAN s PERSIAXPAN AAN RAPAT o G INSTALASI PENVEDIAN BACAAN DAN
By RENCANA S PELAKSANAAN KOORDINAS ST - LISTRE BAHAN PRRATURAN LAPORAN
il e KERJA AT PENGELOLAAN DAN IR _—" PENERANGAN MATERAL PRRUNDANG
¢ . ADMINISTRAS] DMUM KONSULTAS BANGUNAN UNDANGAN
il _l L A KANTOR
g KOORDINASI
g PENVUSUNAN
L RENCANA
s KERJA
2 \
i KOORDINASI DAY PENVELENGGAR
Eg é%%ﬁgm PRRSAPAN ANRIPAT
1k — PRLAKSANAAN KOORDINASI
o i PENGELOLAAN DAN
2 ADMINISTRASI MU KONSULTAST
f
[0}




Kode :KBM-18.11 CFMO06

Nama : MENGELOLA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KBM-18.11 CFM 06
MENGELOLA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Phase
TIDAK

3 REGULASI/ PENVEDIAAN PENVEDIAAN
5 KOORDINASI DAN
¢Z PENVUSUNAN JUACAEIRAY PERSIAAPAN PENYEDIAAN sk sk ALY
Ao | JURNIS J | KOMUNIKASI, PERALATAN o JasA
Ey RENCANA » »  PRLAKSANAAN P JASA SURAT » > ! YA—»  LAPORAN
¥ g PENGELOLAAN e ——— o SUMBER DAYA DAN PELAYANAN
25 PENVEDIAAN S AIR DAN PERLENGKAPA UMUM KANTOR
g JASA J LISTRIK N KANTOR

\
g KOORDINASI
2 PENYUSUNAN
& RENCANA
; KERIA
7

Y

é ‘ OORDINAS
< KOORDINASI LU LN
1< PERSIAAPAN
A PENYUSUNAN
oy RENCAA PELAKSANAAN
o8 PENGELOLAAN

KERJA
: PENYEDIAAN JASA
2
[0)




Kode

: KBM-18.11 CFMO7

Nama : MENGELOLA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KBM-18.11 CFM 07
MENGELOLA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Phase
TIDAK:

:
& REGULASI/ JUKLAK DAN PERS%&?ES&%‘EN " PENGADAAN SARANA DAN PENGADAAN MONEV
4 JUKNIS PENGELOLAAN sty o/ PRASHRANA GEDUNG PERALATAN | PENGADAAN | PENGELOLAAN N
a2 PENGADAAN BARANG MILIK | KANTOR ATAU BANGUNAN DAN MESIN 7 MEBEL
0 PENGADAAN BARANG MILIK

s DAERAH AR LAINNYA LAINNYA MILIK DAERAF

5 ]

\

g KOORDINASI

: PENYUSUNAN

D RENCANA

3 KERJA
z Y
5 \ KOORDINASI DAN
< KOORDINAS] PERSIAAPAN
g : PENYUSUNAN PELAKSANAAN
58 RENCANA PENGELOLAAN
18 KERJA PENGADAAN BARANG
. MILIK DAERAH
[0}




Kode :KBM-18.11 CFMO08
Nama : MENINGKATKAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KBM-18.11 CEM 08
MENGELOLA PEMELIHARAAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Phase
TIDAK:
s
; \ REG]%%&?LAK KOORDINASI DAN PENYEDIAAN JASA T PEMELIHARAAN)
¢ A
45 PENYUSUNAN T PERSIAAPAN PELARSANAAN PEMELIHARAAY, BIAYA T T REHABILITASI TR
by | RENCANA | h > PENGELOLAAN P PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN A T v, [ CEDUNGKAVTOR | E—— YA LAPORAN
He | KERIA SR PEMELIHARAAAN BARANG PERIZINAN KENDARAAN DINAS e DAN BANGUNAN e
2 o MILIK DAERAH OPERASIONAL ATAU LAPANGAN LAINNYA
1 ]
\
5 KOORDINASI
A PENYUSUNAN
: RENCANA
8 KERJA
z Y
g ) KOORDINASI DAN
< ¢ KOORDINASI PERSIAAPAN
EE PENYUSUNAY | | PELAKSANAAN
58 RENCANA PENGELOLAAN
%w KERJA PEMELIHARAAAN
. BARANG MILIK DAERAH
0




Kode
Nama

: KBM-18.11 CFMOS8
: MELAKSANAKAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

KBM 18.11 CFN 09
MELAKSANAKAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Phase
TIDAK:
T KOORDINASI
S v LIS PER])s?fI\\IPAN
a ENYUSUNA MELAKSANAK e FASILITASI FASILITASI PENDOKUMENT
0 | RENCANA AN PROTOKOL 3 i » KEPROTOKOL —» KOMUNIKASI —>  ASIAN TUGAS | YA LAPORAN
< % KERJA DAN DAN AN PIMPINAN PIMPINAN
&
g & Kg%ﬁfﬁl KOMUNIKASI [ L
0 5 PIMPINAN
%)
5 [
o
A4
- KOORDINASI
5 DAN
<3 PERSIAPAN
A ; PELAKSANAA
B < N PROTOKOL
0 DAN
o KOMUNIKASI
PIMPINAN
<
2 \/ A4
g FASILITASI FASILITASI
g KEPROTOKOL KOMUNIKASI
v AN PIMPINAN
¥
0
&3




Kode

Nama

: KBM-18.11 CFM10
MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI

KBM-18.11 CFM 10
MENINGKATKAN PENATAAN ORGANISASI

PEMDES/KEL

TIDAK Phase
ZJ JU?&‘?{I;I];AN KOORDINASI FASILITASI PEN(Z?\ILOLA PENINGKATA
= Z % ENYUSUNA PELAKSANA DAN PELAYANAN KELEMBAGA N KINERJA
£ 0 = N RENCANA > AN » PERSIAPAN » PUBLIK DAN N DAN > DAN YA—»( LAPORAN
25 KERJA PENATAAN TATALAKSAN REFORMASI
A & LETERRAS AV ORGANISASI A FINEILIIES BIROKRASI
o ORGANISASI JABATAN
£
= v
2 e
=
x93 KOORDINASI
=k REGULASI/ DAN
= KEBIJAKAN/ PERSIAPAN
PERATURAN PENATAAN
= PERUNDANG ORGANISASI
=@ - UNDANGAN
==
2 >
=he)
=&
=
[aWy
A\ 4
= KOORDINASI
@ PENYUSUNA
a N RENCANA
=5 KERJA
A 4
== MEFASILITA
= a SI _
25 PENETAPAN
o=t PERATURAN
A 4 A 4 v
=
=
SEE
= E =2 FASILITASI PENGELOLA PENINGKATA
= e PELAYANAN AN N KINERJA
A PUBLIK DAN KELEMBAGA DAN
TATALAKSAN AN DAN REFORMASI
A ANALISIS BIROKRASI
JABATAN




Kode :KBM-18.12 CFMO1

Nama : MENINGKATKAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

KBM-18.13 CFM 01

MENINGKATKAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

PHASE
o DAk
Z
g FENVUSUNAN MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN
£ § KORRDINASI MELAKSANAKAN MELAKSANAKAH MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN FASILITASI FASILITAS MELAKSANARAN MELAKSANAKAN
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